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RINGKASAN

Permasalahan pembangunan di di daerah yang sangat rnenonjol saat ini

adalah masalah kemiskinan, berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah

dilaksanakan tetapi hasilnya belum menampakan hasil yang signifikan. Setelah
adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang berdampak pada peningkatan kemiskinan
dan ketidakberdayaan kemudian muncul kebijakan pembangunan dalam
mengatasi masalah kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang
melahirkan program pengembangan kecamatan atau lebih dikenal PPK. Program

' ini mempunyai tujuan perfama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan pembangunan ' kedua - meningkatkan kegiatan ekonomi produktif -
‘untuk  peningkatan pendapatan dan kefiga meningkatkan kemampuan
kelembagaan dan institusi desa dalam pengelolaan pembangunan,
. : Pembangunan PPK ‘di Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan sejak
tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, tentunya kurun waktu. selama perjalanan
tersebut pelaksanaan PPK sudah mehhatkan hasil dan dampak bagi masyarakat
serta kelembagaan desa. Pertanyaannya adalah sudah sejauhmana tingkat .
keberhasilan pembangunan PPK sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, merujuk dari pandangan David Korten dengan teori kesesuaian bahwa -
untuk melihat tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari tiga sudut pandang -
yaitu kesesuaian program, penerima program dan organisasi pelaksana. Dari teori
ini penulis turunkan kedalam variabel penelitian berdasarkan pada permasalahan
yang ada di wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
Partisipasi masyarakat sebagai turunan dari dimensi penerima program adalah
untuk melihat gambaran t1ngkat hubungan dengan keberhasilan pembangunan
PPK, Dimensi organisasi pelaksana adalah -bagaimana hubungan kemampuan
organisasi pelaksana dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengelola
‘program dengan keberhasilan. PPK dan Dimensi program diturunkan kedalam
variabel komunikasi program dimana maksud tujuan dan sasaran dapat tercapai
~ dengan efektif apabila ada peningkatan pemahaman terhadap program yaitu untuk
melihat bagaimana hubungan komunikasi program dengan keberhasilan program.
Setelah diadakan - penelitian dan up statistik maka didapatkan hasil -
penehtlan bahwa secara teoritis dan empiris ternyata benar dan terbukti.
Keberhasilan PPK yang ditunjukan dengan peningkatan usaha ekonomi produktlf
kurang berpengaruh dari pernyataan responden sebesasr 52,5 %, hal ini blsa
dibuktikan dari :
1. Tingkat partisipasi masyarakat yang sedang- —sedang saja dimana jawaban
terbesar responden tingkat aktivitas kelompok 57,5% , kehadiran dalam forum
" perencanaan di musbangdes 57,5 %, tingkat keterlibatan dalam UDKP 57,5%.
2. Kemampuan organisasi pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan program
dimana jawaban terbesar responden terhadap tingkat kemampuan ketrampilan
. fasilitator 35 % menyatakan cukup mampu. Dan Peran dan fungsi fasilitator -
kurang mendukung kelompok sasaran dari jawaban responden 32,5 %.
3. Komunikasi program juga berpengaruh terhadap kurang berha511nya program
dimana 50 % jawaban responden menyatakan bahwa informasi PPK yang
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didapatkan oleh kelompok sasaran tidak lengkap, selanjutnya 45 %.re5ponden .
menyatakan bahwa informasi yang didapatkan tidak jelas. Disini nampak sekali

- bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program sangat rendah karena

. tidak lengkapnya informasi dan ketepatan serta kejelasan informasi. :
Berdasarkan temuan hasil yang menonjol tersebut faktor yang paling berpengaruh

adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga penerimaan dan pemahaman

terhadap tujuan program kurang bisa diterima. Hal ini berakibat pada rendahnya .

- tingkat partisipasi pengelolaan PPK, kemampuan dari organisasi pelaksana dalam
menjalankan peran fungsinya serta komunikasi program antara komunikator disini
TPKD dan penerima pesan kelompok sasaran menjadi tidak efektif. Salah satu
faktor yang berpengaruh lainnya adalah dukungan masyarakat luas terutama bagi
mereka yang dianggap mampu dalam kuantitas dan kualitas SDM kurang peduli
terhadap masalah pengentasan kemiskinan dengan keberdayaan masyarakat, disini
nampak dari keterbatasan peran fungsi camat, kepala desa dalam mendukung
keberhasilan program = disebabkan oleh keterbatasan kewenangan. - Bagi

masyarakat kurang mendukung untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan

yang berangkat dari permasalahan masyarakat itu sendiri. .
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ABSTRAKSI

_ Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program pengentasan
kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat
sebagai subyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi
pedesaan industri kegiatan usaha dan meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat -
dalam pengelolaan pembangunan. Dalam penelitian ini akan melihat. gambaran
tingkat- hubungan partisipasi masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana dan
program komunikasi dengan keberhasilan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten
Grobogan berdasarkan pendekatan teori kesesuaian dari David Korten. ‘

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yang dipertajam metode
kualitatif, dengan menggunakan uji hipotesa koofisien korelasi Rank Kendall dan
Konkordansi Kendall. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut
didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : ' ‘ i

1. Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi dengan keberhasilan PPK

ditunjukan angka Z hitung 2,33 :
2. Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan organsasi pelaksana dengan
keberhasilan PPK ditunjukan angka Z hitung 2,65 :
3. Ada hubungan yang signifikan antara komunikasi program dengan keberhasilan
PPK ditunjukan angka Z hitung 2,65 ' _ _ ‘
4. Ada hubungan ketiga variabel secara bersama dengan keberhasilan program
sebesar 443 % sedangkan sisanya 55,7 % di pengaruhi oleh faktor lainnya. '

Berdasarkan hasil penelitian dari teori yang dibangun secara 'secara teoritis
ternyata benar dan sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi dalam pelaksanaan
pembangunan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. ‘







ABSTRACT .

The Sub district Development Prografn (PPK) is a programme to decrease
poverty by citizen as a subject of development The aim is to increase economic

ssector, The effort of this activity and to increase citizen in regulation of development

In. this research, we can see the correlation from the citizen partlclpatlon the
organizer ability, and the communication programme with-success of PPK in Sub
district of Gubug, District of Grobogan with the relativity theory from David Korten,

The research is done with quantitative and qualitative method, by using
correlation coefficient hypothesis test of Rank Kendall and Konkordan Kendall
Based on the result of the research by using that method, we can get . correIatlon
between the research variable as follows:

-1, 'There is significant correlation between the pa.rtlc:lpatlon with PPK success as

showed in Z = 2,33,

2. There is significant correlation between the organizer ability with PPK success as -

showed in Z = 2,65.
3. Thereis s1gn1ﬁcant correlation between the Prograrnme communication with PPK
. success as showed in Z = 2,61.
Based on the result of the research from theory, which is made theoretically,
are correct and suitable with the reality in implementation of PPK development in

‘Sub district of Gubug, District of Grobogan.
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dengin mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan

kelembagaan institusi -desa dengan pembanounan Program Pengembangan
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BAB I

'PENDAHULUAN

A. Latar Be‘lakéng

Krisis ekonomi 1997 yang melanda Asia_ Tenggara dan khususnya di
Indoﬁesia telah memporak-porandakan segi ekonomi, politik' daﬁ sosial. Darﬁpak
nyata-terlihat adalah masalah kemiskinan dimana sebelum adanya kris'is selama
kurun waktu tahun 1976 — 1996 angka kemiskinan telah _bérhasil diturunkan dari
sekitar 40 % s.d sekitar 11 %. Akibat dari dafnp’ak krisis 1997 menurut BPS pada
'akhlr 1999 jumlah penduduk rmskln menxngkat menjadi 47,9 juta jiwa (23,4 %)
yang menganggur di perkotaan 15,6 juta di perkotaan dan 32,3 juta (67 %) di
pedesaan.

Ironisnya hasil evaluasi Bank Dunia 1990 menegaskan bahwa
kemiskinan absolut di Indonesia ,masih cukup banyak dan di Indonesia masih
tertinggal dalam pemerataan ekonomi dengan negara tetangga di As.ia Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan yang selama ini telah dicapai * 7 %
lebih banyak dinikmati oleh lapisan atas. Hal ini dibuktikan dengan angka

koefisien gini sebesar 0,4 lebih lanjut disebutkan kemiskinan. dan

ketidakberdayaan adalah dua hal yang saling kait mengkait yang satu dapat

mengakibatkan yang lain atau sebaliknya sehingga cara menanggulangannya juga '

harus komprehensif dan multi dimensional. Kemiskinan yang merupakan
persoalan multi dimensional tidak saja melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya

dan politik (Heru Nugraha,2001 :186- 200).
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Sependap‘at paﬁdangan tersebut adalah seperti apa. yang dikemukaican
oleh Chambers dalam Lukman Sutrisno (1997 18) menyatakan bahwa
kemiskinan yang terjadl di negara berkembang seperti di Indonesxa menurutnya
terdapat 5 (lima) ketidakberuntungan (disvantages) yaitu (1) Kemiskinan
(poveﬁy) (2) Fisik yang lemah (physical “Weakness) (3) Keréntaan
(vulnerablhty) (4) Keterisolastan (isol atlon) dan %) Ketldakberdayaan |

Memblcarakan maslah kemlskman dalam dunia akademis ada dua IStllah 7
,Sf'ang dikenal yaitu' kemiskinan absolut yang menitikberatkan pada tin;g_kat
pendapatan terhadap pemahaman kecukupan kebutuhan pokdk pangan, papan,
- sandang, .kesel:hajtaﬁ dan pendidikan. Dan kemiskinan relatif yang melihat pada |
perhitﬁngan proporsi distribusi pendapatan dalarﬁ suatu daerah .dikatakan relatif
karena berkaitan dengan distribusi pendapafan anta'r lapisan. Kemudian
bégaiﬁa_na _mengukur_keberhasilaﬁ pembang.unan péngentasan kemiskinan disini
" masih rﬁenjadi perdebﬁtan panjang yang masing -masing mengerﬁtikak_aq
?Jendapatnya masing-masing, |

‘Pengukuran kemiskinan abéolut juga masih dalam perdeb;atan'Bank
Dunia menetapkan bahwa garis kemiskinan adalah US $ lSO dan US § 75 -
ﬁérkapita pertahun.. Menurut Prof Sayo@o bahwa kemiskinan dapat diukur atas
kebutuhan beras dan gizi golongan paling miskin yang meinptinyai peﬁdapatan
perkapita pertahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali
yang memiliki pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240-360 kg dan
lapisah miskin yang memiliki pendapatan beras perkapita pertahun lebih dari 3,6@

kg tetapi kurang dari 1180 kg. Alternatif pengukuran lain adalah dari Biro Pusat
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Statistik dengan cara penentuan berdasarkan kepada kalori minimum yang harus

.dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari-hari -dan kebutuhan non pangan seperti

- perumahan; sandang dan bahan-bakar, penerangan, jenis barang tahan lama serta

jasa-jasa, kemudian kriteria itu diputuskan dalam rupiat.

Melihat permasalahan upaya pembangunan dalam mengatasi kemiskinan |

merupékan hal yang tidak mudah dalam menanggulanginya. Upaya pengcntésan_
kemiskinan telah ditempuh dengan berbagai program pembangunan tefapi

Hasilnya belum menampakkan hasil yang nyata, masyarakat dijadikan sebagai

obyek pembangunan yarig hasilnya kemudian hanya dinikmati kelompok étrétegi's
‘;saja sedang masyarakat miskin menjadi semakin tak Berda’ya.'Secara nyata dapat
. dilihat bahwa pert_umbuhan ekonomi yang-tinggi hanya disangga oleh kelompok

strategis yang akhirnya tidak tahan atau tidak berdaya karena goncangan krisis .

ékonomi, karena pértumbuhan_ ini tidak bérakar dari rakyat.

| Kondisi kemiskinan di' Kabupaten Grobogan be;da’sarkan data sta'tistik
tahun 1993 jurﬁlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan hanya 40.531l kk
Kemudlan kondisi pada Tahun 1998 survey yang dilakukan oleh LSM “Yayasan

Masyarakat Peduh”dalam rangkd kerjasama segltlga 'RI-UNDP-UNICEF d1

'Kabupaten Grobogan, diperoleh data penduduk miskin d1 Kabupaten Grobogan
' sebesar 242 066 kk atau menmgkat kurang lebih 497,24% dan tahun 1993,

Kemudlan berdasarkan hasil pendataan oleh Bappeda Kabupaten -

Grobogan bekerja sama dengan BPS pada tahun 2001 dengan mengembangkan
pengukuran dari indiktor yang ditetapkan BPS dan BKKBN dengan indikator lain

yang cukup signifikan, perhitungan tahun 2001 angka kemiskinan didapatkan
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455.232 (34,05%) penduduk miskin angka ini lebih baik dari tahun 2000 yang
berjumlah 536,355 orang (42,64%) terjadi penurunan sebesar 28,08 %.

Dengan melihat perkembangan pendﬁduk rﬁiskin di Kabupaten Grobogan
dalam 10 tailun terakhir (1993-2001)makq nampak jelas ada fluktuasi, 'terj.adi

terbesar pada tahun 1998 yang diakibatkan karena dampak krisis ekonomi,

' kemudian pada tahun 2001 mengalanﬁ penurunan angka kemiskinan. Apabila kita

hubungkan kembali dengan upaya program pengentasan kemiskinan seperti

program penyela_métan jaring pengaman s.oéial (JPS) dan program pengérnbangan
kecamatan (PPK) sejak tahun 1998 sampa dengan sekarang, maka kondisi saat ini

bisa dikatakan telah pulih dan berada pada tahap penguatan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan dan ketidakberdayaan masyarakat perlu dilihat sebagai hal

' utama dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek. Sehingga di sml

kemandirian menjadi sangat penting dan ukuran kemandirian suatu bangsa tidak

" dapat hanya berupa'pendapata;n perkapita atau besar kecilnya utang tetapi lebih

mendasar lagi menyangkut manusianya baik itu kualitas maupun késejahteraan

lé.hir batinnya. - Untuk menterjemahkan strategt tersebut di atas diper[ukan
prdg’r’am—program penanggulangan kemiskinan deﬁgan pgndekdtan'yang' benar-
bpnar'menggarﬁbarkan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan prinsip-
prinsip Pemihakan kepada kelpmpok masyarakat miskin dan marjinal, Otonomi

dan desentralisasi, Partisipatis, Kemandirian dan keterpaduan (Ginanjar

Kartasamita, 196:63).

‘Salah satu masalah utama daerah dalam pembangunan adalah masalah

kemiskinan, dim.ar_la dalam mengatasi persoalan yang komplek .ini, daerah
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. dihadapkan pada persoalan ketidakbérdayaan pembiayaan, SDM dan masyarakat

itu éendiri. Sehincrga dalam masalah ini sangat bergantung sekali pada kebijakan .

pemerlntah pusat. Berba0a1 program penoentasan kemlskman telah dilaksanakan,
seperti inpres IDT, PPWKT dan PDMDKE. Kemudlan apablla kita hubungkan
dengan tmgkat keberhasilan program hasilnyam tidak mampu bertahan dan

mampu mengatasi kemiskinan secara signifikan. Tetapi setelah era reformasi dan

| kns1s kemudian pem‘erintah pada tahun 1998 r'nelaksanakan-' ‘ prograni .
'pengembanuan kecamatan (PPK) termasuk ‘yang dllaksanakan di Kabupaten
N Grobogan

Pembanounan PPK adalah Prooram Pengembanoan Kecamatan yang -

' berupa kegiatan ekonomi produktif dan penﬂembangan kelembagaan institusi desa

da!am pengelolaan pembangunan sebagai upaya pengentasan kemlskman dan
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Program bersifat botiom up

dimana -pemerintah hanya sebagai pemberi bantuan dan peran fasilitasi saja

sedangkan pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada masyarakat sehin.gga_dalam :

program ini ada perubahan dari model top down menjadi bottom up.

'Upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan PPK merupakan

'awaban atas  pengembangan pembangunan dengan dimensi ekonomi sekaligus

sosml budaya dan pohtlk sehingga diharapkan mmampu mengatasi masalah
kesenjangan dan ketidakberdayaan. Pendekatan pembangunan PPK ini
memperlihatkan penggeseran cara pandang pemerintah terhadap kemiskinan.

Pergeseran ini sejalan dengan arus pemikiran global yang meletakkan perluasan

kesempatan, pémberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial sebagai tiga pilar
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yang harus. dijalankan. Strategi penanggulangan kemiskinan harus mendorong

p_artisipasi masyarakat dalam - pengambilan keptitusan, serta 'memberi‘

‘kepercayaan agar bisa terlepas dari jératan kemiskinan’...(D‘edi M. ‘Masy-bl_m

" Riyadi, Makalah Work Shop‘PPK di Jakarta Maret 2002).

Prinsip-prinsip pembangunan PPK berturhp_u pada kelompok miskin yang -

berpotensi untuk mengubah status kelompok miskin dari beban menjadi potensi

untuk menggerakkan pertumbuhan yang berbasis pada usaha kecil ekonomi
produktif dan sarana prasarana pendukung sesﬁai dengan standar dan tujuan

kebljakan program dengan prinsip demokratisasi, capaszty -building, rnendorong

1mslat1f lokal penguatan kelembagaan formal & mformal lokal dan penyedlaan_

.msentlf ekpnoml. Melalul program PPK sesuai tujuan dan sasaran dxharapkg.n
| inan;pu inenjadi penyangga ekonomi kerakyatan yang mampu_bertahan ter.had.ap
gonjangan krisis.ekoﬁomi keuntungan lain adélah mengurangi keﬁemburuan,
kesenjangan dan ketldakberdayaan masyarakat mlskm

Pelaksanaan program PPK adalah bantuan yang ber51fat block grand
yang - kewenangan pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada kemampuan

| masyarakat' dan dengan usaha peningkatan kemampuan kelembagaan dan

masyarakat untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sedangkan

tUJuan khususnya dapat kami sampa1kan sepem dalam Pedoman Pelaksanaan PPK

Tahun 2001 Depdagrl yaitu :
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari perencanaan,

. pelaksanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan.
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Mgningkatkan kegiatan - ekonomi pedesaan melalui kegiatan usaha,

_Selanjutnya dalam ﬁelaksanaan PPK di Kabupaten Grobogan dapat dilthat -

dalam tabel dibawah ini -

Am‘emperluas kesempatan kerja dan sumber_ iaendap_atén_ bagt mésjrafakat
pedesaan. |

3. Menyediakan saran.dan prasarana bagi pengembangan kegiatan c;k_onomi

E pédesaan. : |

l4_. Meningkatkan k'emé.mpuan‘ lémbagﬁ masyarakat dan aﬁarét pemeri_ntah untuk
I_nenifasilitasi © proses ﬁemberdayaén dalam  pelaksanaan prbgrarn
pembangunaﬁ. .

Tabel 1.1
Kegiatan Yang di Danai PPX berdasarkan UDKP II
Di Kabupaten Grobogan.
" No | Kecamatan Sarana (%) Ekonomi (%) . Total 1 Th
- Prasarana . Produktif ‘ ke
1 Kedungjati 450.000.000 | 90 50.000.000 | 10 500.000.000 | I
1.2 Penawangan 601.090.000 | 80 148.910.000 § 20 -750.000.000 | I
3 Kradenan 615.000.000 { 82 133.000.000 [ 16 - 750.000.000 | I
4 Gabus 633.615.000 | 34 116.383.000 | 15 750.000.000 | 1
3 Gubug - 624.000.000 | 83 126.000.000 | 17 750.000.000 | I
1 Kedungjati 280.865.360 | 37 469.134.370 § 63 749.999.730 | II
2 Penawangan 711.050.000 | 71 288.950.000 | 29 1.000.000.000 | II
3 Kradenan 480.590.000 | 48 519.410.000 | 52 1.000.000.000 § II
4 Gabus 355.132.500 § 35 644.367.500 | 65 1.000.000.000 | II
3 Gubug 128.837.000 [ 13 871.163.000 | 87 1.000.000.000 | II
6 Pulokulon 397.422.000 | 40 602.578.000 t 60 1.000.000.000 | 1I
7 Toroh 471.809.000 | 47 528.191.000 | 33 1.000.000.000 | II
Jumlah 5.748.410.360 | 56 4.501.589.370 | 44 10.249.999.730

Sumber ; Laporan PPK Kab. Grobogan, 2000.

Dari * data tersebut didapatkan gambaran,

bahwa pengelolaan

pembangunan PPK di Kabupé.ten Grobogan, yang telah diberikan kewenangan

sepenuhnya kepada masyarakat, kegiatan yang ditetapkan dalam musbangdes dan

UDKP antara kegiatan ekonomi produktif sangat bervariasi. Alasan yang
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didapatkan apabila kegiatan pembangunan fisik lebih mudah pengelolaannya,

: Sedangkén kegiatan ekonomi produktif sulit datam pengelolaannya, hal ini sangat

dipengaruhi tingi;at kemampuan LKMD dan masyarakat dalam menentukan

kebutuhannya dalam perencanaaﬁ. Apabila kita kita hubungkan dengan tujuan.dan
sasaran program maka yang lebih ideal dan bagus dalam menunjang.keberhasilaﬁ

program apabila bantuan itu diperuntukan sebagian besar bagi kegiatan ekonomi

o produktif seperti simpan pinjam atau usaha kecil 'kelﬁarga sedangkan
pembaﬁgunan fisik adalah penunjang kpgi‘étaﬁ ekonomi dfidesé seperti jalan dan

pasar desa.

Salah satu tujuan pembagunan ]::’PK s_elain kemanfaatan peningkétan
pendapatan juga pada aspek. sosial bagaimana dampak: program bisa- memberikan
perubahan cara pandang masyarakat terhadap program, dan bacalmana
peningkatan kemampuan institusi desa seperti LKMD, TPKD atau fasdltator desa
serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehmgga rnereka merasa

memiliki dan memellhara program untuk keberlangsungan kegiatan selanjutnya

‘hal ini blsa duadlkan md1kator dalam mengukur keberhasilan program.

‘Terkait erat dengan tujuan program pelaksanaan pembangunan PPK. di

Kabupaten Grobogan nampak ada permasalahan, dilihat dari kesenjangan yang

terjadi daiam -pelak'sanaan PPK. Dengan melthat kesepakatan hasil UDKP seperﬁ
tersebut dalam tabel 1.1 diatas. terlihat secara umum bahwa penggunaan dana_
bantuan lebih besar dipergunakan untuk kegiatan bembangﬁnan fisik (56%) hal ini
lebih diptamakan kepada tingkat kemudahan dalam pelaksanaan sedar.lgkan

kegiatar_l ekonomi produktif (44 % ) sangat sulit dalam pelaksanaan dah'séring
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menimbulkan konflik. Disini nampak bahwa dalam perencanaan kegiatah mereka

| belum bisa memahami secara penuh dari tujuan pr_ogram,. penerimaan pr.ogfam
didasarkan pada tanggapan rﬁasyayakat "b'ai_lwa. m_e;ekal memaﬁg layak -
mendapatkan bantudn belum k:epada pemahaman bahwa ﬁenyerahan kewenangén |
I'adalah ;'lalam rangka meningkat kemamiauan mésy‘arakat sendiri. Pertanyéan

bagaimana tingkat .kebutuhan dalam perencanaan terhadap kesesuaian kebutuhan .

masyarakat sulit sekah d1kembangkan hal ini terbukn dari tmgkat partls1pas1
masyarakat dalam musbangdes yang oleh program diberikan kebebasan kepada

masyarakat di desa tanpa batas siapapun boleh mengikuti, tetap1 pada

. kenyataannyé, dilihat dari daftar hadir peserta rata-rata yang hadir tidak lebih dari
_30 orang. Dan pertemuan tersebutpun tmgkat keaktlfan mereka sangat rendah‘
forum hanya dldommam pada orang-orang tertentu dalam pengamb11an keputusan

dan-pemahaman .dari merekapun sangat rendah karena d1pengaruh1 oleh tingkat | .

pendidikén mereka.
Lebih ironis lagi apabila dana bantuan itu dipergunakan untuk kegiatan
ekonomi produktif seperti simpan pinjam, pemahaman mésyarakat_ sang_at rendah

terhadap tLuuan program. Terlihat dalam pemanfaatan dan pengembangan dana

o bantuan yang salah sasaran, dimana sehamsnya dipergunakan untuk ]ems usaha
-ekonorm produktlf seperu usaha keluarga yang b1sa menambah penghasilan diluar
_ pekerjaan rutin sehan-han sebagai petani atau buruh tani, atau mereka yang sudah

mempunyai usaha ekonomi keluarga tetapi mereka tldak tahu . bagaimana

mengembangkar_mYa.- Sehingga ditingkat'pelaksanaan banyak sekali mengalami

hambatan apalagi terhadap pengembangan kegiatan, kondisi ini juga didukung



10

terhadap kelemahan dalam perencanaan dimana dana bantuan lebih diupayakan
pada pemerataan tanpa melihat kepada kebutuhan terbukti dari jumlah kelompok
dan aﬁggota yang sangat besar sekalil sehingga tiaﬁ orang hanya mendapat dgna
bantuan yang sangat terbatas rata-rata Rp. 300.000,00 dengan dana yang;relati_f

icecil tersebut sulit sekali untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha secara efektif,

Hambatan lain rnun'cul _dalamA pengembalian dana bantuan dengan alasan dana |

tersebut belum bisa dikembalikan sesuai waktu, karena mengalami kegagaia_n :

dalam pemanfaataﬁ.

Pembentukan kelompok sasaran dan jeﬁis kegiatan usaha ekonomi
produ_ktif sangat didominasi oleh kelompok tertentu, yang lebih pada arah
pemerataan. saja tidak melihat pada urgensinya pemanfaatan dana bgntu_an.
Kelompok banyak didoﬁlinasi pada kelompok pengajiaﬂ, arisan dan. PKK pada
dasarnya pembentukan kelompok ini tidak bermasalah srang bermasalah adalah

dalam pelaksanaannya yang kurang tepat sasaran. Selanjutnya bagaimana peran

kelembagaan . desa dalam memberikan fasilitasinya dalam proses perencanaan

maupun pelaksanaan kegiatan. Tingkat pemahaman mereka disinipun masih
reﬁdah walaupun sebelumnya mereka telah diberikan pendidikén dan pelaﬁhah
permasalahan kembali pada tingkat pendidikan yang rendah, sehingga ditingkat
implementasi menjadi terhambat. Kelembagaan desa seperti aparat desa terutama
kepala desa yang notabene dianggap mempunyai kemampuan ketrampilan yang
kurang perduli karena keterbatasan kewenangan bagi mereka.

Ditingkat implementasi program dukungan masyarakat diluar penduduk

miskin yang dianggap lebih mampu dari mereka kurang perduli, bahkan cukup .
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apatis terhadap keberhasilan program. Dalam beberapa persoalan tersebut faktor

pengaruh lain yang cukup ddmina_n adalah tersumbatnya informasi artinya
"informasi tidak bisa diterima oleh masyarakat secara penuh dalam arti kuantitas

dan kualitas inforinasi. Maksud dan tujuan program sulit sekali mereka terima dan

paharm baik oleh kelembagaan yang ada dldesa maupun oleh masyarakat
seharusnya kita tidak bisa menyalahkan kondisi rendahnya pendldlkan semata

tetapi. bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. secara efektif. Permasalahan

~ yang sebenarnya adalah kurangnya komunikasi p_rograrﬁ dimana pesan dari

program kurang optimal sampai - kepada masyarakt dan kelembagaan desa

begitupula sebaliknya.

Mehhat fenomena yang ada dalam pelaksanaan pembangunan PPK di
Kabupaten Grobogan timbul pertanyaan apakah dengan kOIldlSl sepertl itu
program dapat berjalan dlterlma dan dipahami masyarakat apakah dana bantuan
dapat memberikan kemanfaatan serta dampak langsung bagi pendapatén dan

perkembangan kegiatan ekonomi di desa sesuai dengan tujuan dan sasaran dan

. men'mgk.atk'ah kemampuan pengelolaan pembangunan.

| Pelaksanaan pcmﬁéngunan PPK di Kabupaten Grobogan yahg berja{ah

sudah tiga tahun lebih ini, tentunya tidak adil apabila kita simpulkan bahwa

pelaksanaan program teiah berhasil atau tidak berhasil tanpa’melakukan kajian

dan penehtlan terlebih dahulu sebagai bahan evaluasi. Dengan latar belakanc
tersbut maka sangatlah tepat apabila dilakukan -~ evaluasi keberhasilan
pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan sehingga bisa didapatkan gambaran

p'ermésalahan yang nyata terjadi. Dalam studi kebérhasilan PPK tentunya perlu




didasarkan pada kajian teoritis disamping tataran einpiris untuk rriendapatkein hasil
ygrig akuntabel, sebagai bahan evaluasi pfogr,am délam menemukan pemiasa!ahan
yang mendasar dan spesifik lokal yang bisa bermanfaat bagi daerah di Kabupaten

Grobogan.

Selanjutnya untuk maksud tersebut agar lebih fokus penelitian kepada hal
| yan_g bersifat spesifik kita akan belajar dari satu kasus pelaksanaan program di
satu kecamatan di Kabupaten Grobogan. Pemilihan lokasi kecamatan atas dasar B

bertimbangan perkembangan kemiskinan di Kaﬁu_paten Grobogan tahun 2001 -

pada kecamatan penerima PPK, dimana perkembangan pengentasan kemiskinan

terbaik ada di di Kecamatan Gubug yang berpenduduk miskin han'ya'28,'07 %

. (Bappeda Kab. Grobogan, 2001:20). Berdasarkan data tabel 1.1 yang -nampak
terjadi perubahan pemanfaatan penggunaan dana bantuan Vekonom'i produkti'f'-

tahap I hanya 17 % kemudian untuk tahap kedua berubah tajam menjadi 87 %.

Kemudian untuk ﬁembarlgunan fisik tahap I 83 % karena sarana prasarana sudah

- cukup lengkap berubah pada tahap II hanya 13 % saja. -

"~ Maksud studi kebérhasilan program ini juga ebih terarah pada
pelaksanaan program di tingkat dasar sesuai tujuan dan ‘sasaran.progr.am yaitu
bagaimana masyarakat desa mampu mengelola bantuan program secara mahd_iri,
sesual déngéﬁ standar .tujuan pembangunan PPK.

Atas dasar dealitika pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten

. Grobogan dengan latar belakang seperti terurai diatas maka peﬁulis- akan

mengambil judul penelitian sebagai berikut :
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« Studi Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PP-K)-di
Kecamatan Gubﬁg Kabupaten Grobogan ”. | B
B. _ Identifikasi dan-Perur.nu'salll Masalah
1. Tdentifikasi Masalah
Melihat persoalan pada dinamika pelaksanaan pembahgﬁnah PPK di

‘ Kabupaten Grdbogan, khususnya di Kecamatan Gubug 'berdasarkan.h'asi:l

1aporan' pelaksanaan PPK dan iriter_view dapat kgﬁli identifikasikan -

masalah sebdgai berikut
al Rendahnya_dﬁkungan masyarakat diluar kelompok sasaran terutama
' bagi mereka yang tergolong mampu secara materi dan SDM.

I‘b. Rendahnya tingkét  pemahaman pr‘égr;rn oleh _masyarakq.t “dan
kelembagaaﬁ desa terhadap prinsip-prinsip pembang_unanllprogram
pengembangan kecamatan (PPK) secara benar sesuai tujuaﬁ dan
s.a.saran. |

c. Reﬁdahnya ting-klat kem.ampuan dan ketrampilan anggota kelbmpﬁic

sasaran dalam mengembangkan jenis usaha ekonomi produktif melalui

simpan pinjam dan rendahnya kesadaran masyarakat délam perguliran

dana _bahtuan.
d Rendahnya tingkat kemampuan dan ketrampilan pengelolaan PPK
pada LKMD, TPKD dan fasilitator desé. |
€. Rendahnya_ peran dan fungsi kelerﬁbagaan dalam memberikan

pembinaan dan fasilitasi secara optimal.
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. f. Tidak lancé.rnya penerimaan informasi yang _bt;nar .terhadap -prinsip-
prinsip pengelolaan pe;'r'lbar;gunén-‘ PPK disebabkan pada rehdahriyé'
tingkat pendidikan, -
8. Kurang efektifnya perhanfaatan forum i)eftemuan desa secara forﬁlal
" dan informal délam penyebarluasan informasif
: 2 Perumusén Masalah |
Berdasarkém identifikasi masalah yé_mg ada dapat kami mmuskan
' permasalahan sebagai dasar penelitian sebagai berikut:
: a-. Aﬁakah ada ' hubungap tingkat partisipasi. mas?arakatj _ f:efhadap
keberhasilan peﬁbangunan PPK di Kecamatan Gubug 2. | |
b. Apakah ada hubungan kemampuan organisaéi pelaksaria dengén
keberha;silan pémbanguhan PPK di Kecamatan Gubug 7.
c. | Apz;kgh ada hubungan_ komunikasi program PPK dengan keberhasilaﬁ
pembangunan PPK di Kecamatan Gublig 2.
d. Apakah ada hubungan antara tingkat pa;rtisipasi, Akemampuan organisasi
' pglaksana dan komunikasi program dengan keberhasilan pembangunan
PPK di Kecarriatap Gubug 7. | |
C Tujuan Penelitian |
1. .Tujuan Teo'ritis.‘
a._Unt_uk mendapatkan gambaran tingkat hubungan paﬁisipasi msyarakat .
dengan kéberhasilan_ program PPK di Kecamatan Gubug.
- b. Untuk mendapatkan gambaran tingkat ﬁubungan kémampuan organisasi

pelakéana dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug.
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c. Untuk mendapatkaﬁ gambaran tingkat hubungan komunikasi program
dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug. o

" d. Untuk rﬂendapatkan gambaran tingkat hubungan partiéipasi,

kéfnampuaﬁ organisasi 'pelaksana dan komunikasi -program' dengan

keberhasilan program PPK di Kec;aﬂlatan Gubug. | |

2. Tujuan Praktis.

a. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh: dalém _kesesuaian

'hub.ungah “tingkat pertisiapasi masy_arakéat terhadap keberhasilaﬁ
pembangunan PPK.

b. Untuk melihat faktor-faktor yang Berpengafuh dalam kesesuaian
hubungan _tingkat kemampuan Qrgahisasi _pelaksana teriladap
keﬁerhasilan pembangunan PPK. |

c. Unn;k melihat faktor-faktor yang .berpénga'r‘uh dalam kesesuaian
hubungan‘komunikasi prdgram. terhadap keberhasilan perﬁban‘gunén
PPK.

d. Untuk fﬁelihat faktor-faktor yéng berpengaruh kesesuaian hubungan
antara tingkat partisipasi masyarakat, keniampuan ‘organisasi péiak‘éana
dan komunikasi program terhadap keberhasilan pembangunan PPK.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat penelifian studi keberhasilan PPK di Kecamatan Gubug, untuk
menguji secara teoritis dengan' fakta empiris dafi program PPK sebagai

‘dasar pengembangan teori,
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2. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dikalangén

pengambil kebijakan, khususnya bagi Pemerintah K&bubat_en Grobogan

untuk evaluasi dan peningkatan pengembangan kinerja program PPK.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Masalah kemiékinan adalah masalah yang sangat menarik dalam teorl
pembangunan karena tidak selamanya kebgakan pembanounan selalu mampu
memecahkan masalah seperti dalam teori pembangunan yang memusatkan pada
pertumbuhan. Argumentasinya jika tingkat pertu'mbuhan memadai maka golongan

miskin akan dengan sendirinya ikut terangkat oleh gelombang pasang kenajkén

pendapatan, Seperti sekarang yang dialami oleh bangsa Indonesia yang telah

mengalami kfisis fahun 1997 ternyata membuktikan bahwa teori tersebut tidak
benar sebab kondisi justru masyarakat miskin semakin terpuruk. Tetesan kebawah
yang diharapkan tidak berjalan, tetapi justru kemiskinan ménj adi ladang bagi yang
kaya éehingga jurang ketidakadilan semakin mengaﬁga lebar.

Kegagalan pembangunan kemiskinan sampai dengan dekade léQO-ag
ternyata mengalami kegellgalan, kegagalan ini oleh Korten "(2001) mengutip
pendapat Kenneth Bouiding, ‘mengistilahkan kesalahan pada konsep ekonomi
yang dipakai: Yaitu dari ekonomi koboi dimana dapat mélakukan apa saja
dipadang rumput yang luas tanpa batas,vkemudian hérus beralih pada ekonomi
kapal ruang angkasa yang serba terbatas karena bahaya akan menanti pada pilot
dan penumpangnya. Selanjutnya Korten (2001:6) menyebutkan bahwa pada era
sekaréng menuju abad 21 masalah pembangunan kemiskinan harus berubah arah
pada pembangunan sebagai transformasi atau pembangunan berorientasi rakyat

yaitu Pembangunan yang harus menyelesaikan tiga masalah pertama keadilan,

17
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dimana masyarkat mempunyai hak pada hidup yang layak, kedua berkelanjutan,

yang menjamin keberlanjutan manfaat pembangunan itu sendiri dan ketiga adalah

ketercakapan bahwa pembangunan harus memberi kesempatan sebagian besar

‘ pendudﬁk ikut serta dalam memberikan sumbangan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Perte.m_yaahnya' bagaimana melaksanakannya menurut Korten untuk )
melaksanakan pembéngunan seperti ini maka rakyat harus berperan aktif dalam
meneﬁtukan arah dan program pembangunan. |
Selanjutnya oleh David Korten (1984:110) secara sederhana
mengartikah bahwa pembangunan adalah sebagai proses perubahan. yéng
direncanakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Lebih lanjut Korfen
mengemukakan pandangannya bagaimana melihat | ukuran  keberhasilan
pembanéunan dalam memecahkan suatu masalah dari tiga sudut pandang yaitu (1)
program (2) pene.:rima program (3) organisasi pelaksana. Dalam hal ini quteﬁ, :
éeﬁng m_enyebﬁt sebagai adanya kesesuaian tiga. arah dari suatu proyek, lebih
lanjut Korten mengemukakan teorinya : | |

“Kunci untuk mencapai kesesuaian tiga arah tersebut, tidak terletak pada
(blueprint) organisasional yang didesain bagi penyelenggara program atau
proyek, melainkan terutama terletak didalam suatu proses penyelenggaraan
program atau proyek itu, dimana proses tersebut langsung dialami oleh ketiga
komponen perubahan masyarakat” ( David Korten, 1984:241)

Model kesesuaian program oleh Korten dapat kami.sampaikan secara

rinci sesuai aslinya. seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 1. 1 :
MODEL KESESUAIAN PROGRAM
{ David Korten }
PROGRAMME
~ Program out put _ _TaSk requirements
Beneficiaries need Destinctive
: competenc
e
BENEFICIARIES ‘ ORGANIZATION
Mean of Organizational
demand decicion
expression process

Sumber : David Korten 1984

Menurut model kesesuaian program ini bahwa keberhasilan program

harus dilihat sebagai hal yang ditandai dari tiga kesesuaian yaitu penerima .

program (beneﬁcfaries), organisasi pélaksana (organization) dan program
(programme), dimana ketiganya harus ada kesesuaian satu sama lain. Program
tersebut dapat dikatakan berhasil dan sukses jika mampu menjawab ketiga

kesesuaian, sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan, sehingga

~ antara output program dan impact program mampu menjawab permasalahan yang

ada.
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Untuk mendukung teori Korten pandangan terhadap pembangunan

masalah kemiskinan seperti pandangan dari Alfian (1998:22) permasalahan

pembangunan (yaitu apakah perubahan .yang berarti. sedang atau telah terjadi -

-dalam salah satu segifaspek kehidupan) hanya ‘mungkin bisa ditelaah secara
be@ﬁa bilamana kita berhasil menelitinya dari tiga dimensi (1) ciimensi
kebudayaan - (2) dimensi sistem (3) dimensi proses. Dimensi proses ini adalah
untuk melihat terhadép -dampak pelaksanaan program yaﬁg mempunyai makna

.pe.nting dalam usaha mcnczipai tujuan, sehingga proses tersebut perlu untuk dilihat

épakah proses yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dapat terwujud

melalui proses pglllgelolaan.program oleh organisasi pelaksana' maupun penerima
program itu séndiri'.

Kemudian bagaimana keberhasilan program pengentasan kemiskinan_
seperti PPK berdayaguna, maka perlu kita lihat dari pandangan yang dikemukakan
oleh ahli pembangunan Michael P Todaro (2000) yang memandang bahwa
pemba.ngunaﬁ dipandang sebagai suatu cara pemecahan dengan multidimensional
yang tidak haﬂya memandéng pada faktor pertufhbuhan ckonomi saja tetapi pédé

masalah kesenjangan dan kemiskinan yang juga mensyaratkan berlangsungnya

rangkaian perubahan terhadap siakp perilaku masyarakat' dan institusinya.

Sehingga apa yang dikemukakan oleh Korten didukung oleh Todaro bahwa |

keberhasilan program sangat ditentukan pada pelaksanaan proses oleh
kemampuan organisasi pelaksana seperti institusi desa (LKMD) dan perubahan
sikap perilaku masyarakat sebagai penerima program mampu berdayaguna dan

berhasilguna.
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Lebih jauh keberhasilan program pengentasan kemiskinan seperti PPK

. dalam iﬁlplémentasi maka diperlu suatu konsep yang jelas dari program -dalam

PPK nampak jelas bahwa adanya program yang didesain oleh pemerihtah dalam

rangka pemberdayaan masyarakat. Bagaimana konsep mampu diaktualisasikan

maka sangat ditentukan oleh desain program itu sendiri, ketepatan sasaran dan

pemberdayaaﬁ institusi desa sebagai pengelola program. Konsep dalam _PPK '

sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ginanjar Kartasasmita
(CIDES 1996 hal 63) bahwa keberhasilan péngentasan kemiskinan apabila
pembangunan dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Leblh jauh

dikatakan upaya penanggulangan kemlskman selanjutnya oleh Gmanjar

.Kartasasm1ta dlarahkan pada 3 kebijakan perrama kebijakan tldak 1angsung

diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan kedua kebijakan'

langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah,

ketiga kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat itu -

sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program.
Hal ini sesuai dengan program PPK yang bersifat é)lock grént.

| Kesesuaian program dengan implementaéi akan sangat ditentukan oleh
tingkat efektititas komunikasi program antara program itu sendiri c-iengan
i)enerima program dan organisasi pelaksana. Dalam implementasi program sangat

dibutuhkan sekali adanya komunikasi seperti yang dikemukakan oleh George

Edwards nx (1980) mengidentifikasikan empat faktor yang dlpercaya sebagai

variabel yang mempengaruhl 1mplementa51 yaitu (1) komunikasi, (2) sumber

daya, (3) disposisi implemantor dan (4) struktur birokrasi. Dari pandangan ini
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nampak jelas Ba_hwa komunikasi merupakan variabel yang sangat erat )
hubungannya déngaﬁ pengaruh keberhasilan program, seperti yang dikemukakan
oleh Korten bahwa keberhasilan ditentukan oleh tiga kesesuaian hubungan antara
program, penerima program dan organisasi pelaksana, dimana kesesuaian
~ program ini dapat befjalan dengan efektif apabila adanya‘ komunikasi progfam
yang efektif pula. | |

. Dari ketiga kesesuaian oleh Korten dapat untuk menjawab sebuah
pertanya.an yang kita ajukan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh
siapa dan bagéimana,_ pertanyaan ini dapat dijawab seperti apa yang dikemukakan -

oleh Sogtarso (1991:42) dalam Suradi (ed. KSN 2000:92) menyatakan bahwa

| masyarakat sendiri harus berjuang dan berupaya untuk menghadapi kondisinya
sendiri tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya. Sehingga dalam proses ini

masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya tidak saja untuk memenuhi

kebutuhan dan'mengatasi masalah yang dialami saat ini, tetapi juga keButuhan daﬁ

masalah yang akan muncul dikemudian hari. Bagaimana gejala ini akan terjédi
dapat dilihat dari ,bagairr?ana berfungsinya tiga kesesuaian yang dikemukakan oleh

Korten. | |

- Bagaimana masyarakat mampu berdayaguna sesuai dengan konsep PPK

maka kata kunci utama adalah demokrasi dan pemberdayaan seperti yang
dikerﬁukan_oleh Clark dalam Suradi ed (2000;‘90 Buletin Informasi KSN),
bahwa keberhasilan pembangunan terdapat dua kata kunci yakni demokrési aan
pemberdayaan. Lebih jauh Clark menyebutkan bahwa konsep pembangunan yang

berhasil .yakni (1) adanya pertumbuhan ekonomi (2) pembangunan berkelanjutan
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y'ang meliputi aspek tidak adanya kehancuran sosial dan lingkungan.
Pembangunan berkelanjutdn ini sangat mendukung bagaimana gejala yang akan

terjadi dengan adanya pelaksanaan PPK untuk melihat pada perubahan penerima

_ program, kemampuan organisasi pelaksana, kemampuan program itu sendiri, '

sehingga masyafakat yang sudah dijadikan subyek pembangunan akan mengelola
program bantuan pemerintah secara berkelanjutzin, yang dampaknya diharapkan
tidak terjadi lagi yang dikatakan sebagai kesenjangan sosial sehingga tidak terjadi
. krisis yang ﬁultidimeﬁsional. ’ |
Dalém pelaksanéan program PPK apabila kita lihat dari peﬁnjuk afaﬁ
Pedoman pelaksanaannya terlihat jelas bahwa pengelolaan program teléh

diserahkan sepenuhnya kepada masayarakat dimana pemerintah hanya sebagai

fasilitator saja. Apabila kita hubungkan dengan teori Korten tersebut diatas siapa

yang melakukan transformasi adalah rakyat itu sendiri melalui pattisipasi dan
organisasi non pemerintah. Implementasi PPK. dilaksanakan oleh Masyarakat itu

sendiri melalui kelompok masyarakat atau organisasi pelaksana seperti TPKD

(Tim Pelaksana Koordinasi Desa) dan tetunya fasilitator desa sebagai

penclampingan. Faktor lain yang sangat mendukung adalah program itu sendiri
karena ada organisasi pelaksanan dan partisipasi tanpa adanya program tentunya
tidak akan b_erjalan seperti apa yang - dikemukakan oleh Linder dan Petérs.
Sehingga disini. dii)erlukan suatu informési program kepada penerima program
masyarakat dari pemberi program yaitu pemerintah, secara utuh dan jelas
sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujgan dan sasarannya. Terkait

masalah kebutuhan informasi maka diperlukan adanya komunikasi yang efektif.
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Setelah kita mengetahui bagaimana memandang pembangunan

kemiskinan, dan pentingnya sebuah persoalan untuk memecahkan masalah

kemiskinan jang ada di-daerah. Sungguh menarik bagi penulis untuk melakukan

.penelitian tingicat hubungan keberhasilan pembangunan kemiskinan yaitu dengan

Program- Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogén
dengan variabel yang mempengaruhinya. Kemudian bagairhana penelitian _

dilakukan yang terpenting adalah melihat bagaiaman ukuran keberhasilan

program.itu sendiri dan manfaat serta dampak dari program. untuk membuktikan_

terhadap teori yang dikembangkan. Sedang dasar pemikifan terhadap penelitian
ini didasarkgn pada teqri kesesuaién program dari Dévid Korten.

Délam kontek ini maka sangat relevan sekali teori | apa- yang
dikembangkan. oleh David Korten sebagai pisau untuk melihat gejala keberhasilan |
program PPK untuk menjawab' permasalahan kemiskinan. Berdasarkan teori ya‘ﬁg
dikémbangkar_l oleh David Korten tersebut maka cukup alasan ﬁpabila kita jadika_n .
sebagai pijakan téori yang akan dikembangkan dalém penelitian keberhasilan
pengeﬁlbangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
sebagai variabel terikat, yang selanjutnya akan dijadikan dalam menentukan
vériabel bebas.

Denga.n.meliﬁat dari beberapa pandangan teori tersebut diatas dapat
_aiambil kesimpulan bahwa keberhasilan program' terdapat. pilar utama diantaranya
adalah : |
1. 'Adanya pemrakarsa atau pelaksana program.

2. Adanya penerima program (masyarakat).

L o
: B I ’
) SRl
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3. .Adanya tujuan dan sasaran program.

4. Adanya dampak dari program.

* Selanjutnya dari ketiga dimensi kesesuaian tersebut terhadap hubungan
dengan keberhasilan program dapat diintegralkan kedalam varibel bebas dengan
beberapa dasar pandangan beberapa ahlinya, Perfama dimensi penerima

program adalah kelompok sasaran, hal ini sesuai dengan tema penelitian yang

ingin mellhat kepada dampak perbahan yang terjadi kebljakan pemberdayaan |
| masyara_lcat dalam pembangunan. Perubahan itu adalah menempatkan kedudukan
masyarakat sebagﬁi suByek pembangunan tidak lagi hanya diajdikan sebagai
obyek, sehingga penerima program dapat penulis turunkan kedalam variabel '

partisipasi masyarakat. Bagaimana memahami dimensi penerima program maka

bisa dilihat dari sasaran program, penerima program disini yaitu pembangunan
yang bertumupu pada kemampuan masyarakat seperti  dalam prinsip
pembangunan PPK. Pandangan tersebut dldukung seperti yang dxsampaﬂ(an
Clark (1995: 28-29) bahwa pembangunan mempunyai dua kata kunci demokra51

dan pemberdayaan dimana pembangunan sebagai proses perubahan yang

menjadikan masyarakat turut bertanggungjawab atas nasib mereka sendiri dan

menyadari bahwa ‘mereka memiliki poténsi, Ka,rena. itu yang perlu dilakukan
adalah membangun rasa kepercayaandalam diri masyarakat, meningkatkan
ketrampilan dan kebebasan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

| ~ Kedua dimensi kesesuaian program, keberhasilan suatu program
dapat dikatakan sukses jika program itu responsif sehingga terdapat kesesuaian

antara penerimaan dan pemahaman penerima program dengan kemampuan dan

b, el

[P T-FU5T AK-WDIP)
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ketrampilaﬁ organisasi pelaksana dalam kelancaran pelaksanaan | PPK.
Keberhasilan ini akan sangaf dipengaruhi bagaini‘ana tingkat komunikasi program, |
dimana program itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasarén
yang ditetapkan apabila adanya penerimaan dan pemahaman terhadap. Dalam
dimensi ini masalah kemiskinan terjadi karena lebih disebabkan adanya .
ketidakberdayaan masyarakat dimana bantuan selama ini. belum mampu
mengentaskan kemiskinan dengan asumsi tidak adanya resﬁon positif masyarakat,
Keses;uaian program bisa dilihat pada keseuaian tiﬁgkat kebijakan yang meliputi
formulasi,implementasi dgn evaluasi kebijakan Nakamura & S_maliwood__,

(1980:30) ; Parsons,(1997:543), dalam Faddillah Putra (2001:78) Kebijakan

- yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujiian

terténtu.

Dan ketiga adalah dimensi‘ organisasi. pelaksana, keberhasilan
prdgram akan sangat ditentukan adanya efektifitas kinerja organisasi pelaksana,
terkai't dimensi organisasi pelaksana dapat dilihat pada tingkat kemampuan dari

organisasi pelaksana. itu sendiri, pandangan ini seperti dikemukakan oleh

| pelaksana Jones, 1984 dalam Fadillah Putra (2001:90) keberhasilan program

juga sangat ditentukan bagaimana tingkat kinerja organisasi pelaksana. Melihat
pandang:an ini maka kebrhasilan program PPK periu dilihat organisasi pelakséna
sebagai varibel dalam studi ini. Dalam hubungan dengan maksud tujuan program _
maka organisasi pelaksana di tingkat desa akan sangat menntukan sekali karena

merekalah sendiri debagai pengelola, sedangkan pemerintah hanya berfungsi

sebagai fasilitator saja.
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Dari ketiga dimensi teori kesesuaian program terurai diatas dapat kami
sampaikan kedalam definisi konseptualnya penelitian sebagai berikut :

1) Kesesuaian penerima program Yyaitu kesesuaian hubungan keberhasilan

program .dengan kelompok sasaran s_ebagai penerima program tei:hadap

. kesesuaian standar tujuan program yaitu partisipasi masyarakat.

'2) Kesesuaian organisasi pelaksana yaitu kesesuaian hubungan keberhasilan

program dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan .

program yang dapat diterima oleh keldnipok sasaran.

3) Késesuaian program yaitu kesesuaian hubungan keberhasilan program dari
dengan komunikasi program yaitu bagaimana programl itu dapat dilaksanakan
selsuai standar dan tujuan program PPK |

Dari beberapa definisi teori dan turunan kedalam variabel pen.eliti_an
seperti dikemukakan didepan dihubungkan dehgan pelﬁksanaan pembangunan

PPK maka pendekatan yang cukup relevan, dengan kiblat teori dari David Korten

yang akan diperg"unakan sebagai grand teori, dimana teorinya menyatakan bahwa -

kéberhasilan program ditentukan tiga kesesuaian arah yaitu kesesuaian prorgam,
pene‘r'imé program dan organisasi pelaksana yang selanjuthya' akan kami jadi
sgbaggi variabel terikat dalam penelitian ini. Sehubungan dengan permasalahan
pokok penelitian keberhasilan PPK ketiga sudut pandang dapat sampaikan deﬁnisi

o[erasioalnya sebagai berikut:

1). Program (programme), yaitu pembangunan program pengembangan

kecamatan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan

pemberdayaaﬁ‘ masyarakat yang r_nenitikberatkan pada pengembangan
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3)
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ekonomi produktif dan bagaimana komunikasi program itu. dapat berjalén
sesuai maksud dan tujuan PPK.

Organisasi Pelaksana (organization) adalah organisési pelaksana program Tim
Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan fasilitator desa sebagai pendamping
pelaksanaan kegiatan, |

Penerima Program (beneficiaries) yaitu kelompok sasaran pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya yaiiitu bagaimana tingkat partisipasinya dalam

" implementasi dan dampaknya PPK.

-‘Selanjutnya‘ dari varibel yang sudah kita tetapkan tersebut akan diurakan

secara satu persatu kedalam bangun teori sebagai berikut

1.

Keberhasilén Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Masih  sulit nampaknya menentukan ukuran keberhasilan
pembangunan. Elastisitasnya ukuran tersebut menunjukkan bahwa pada
hakékaiﬁya kita (iapat menyusun ukuran tersebut berdasarkan tujuarﬂs'asafan
pembanguhan tersebut.- Setidaknya indikatof‘pencapaian tujuan peﬁbmgunaﬁ

telah menunjukkan arti keberhasilan itu sesungguhnya, bagaimana proses

‘berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetatpkan. Hal ini-

relevan apabila kita fihat pendapat dari Jones, 1996:293-294 dalam Fadillah

- Putra (2001) bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan . suatu kebijakan

terletak pada proses implementasinya, namun demikian implementasi
kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy
dan micro policy) artinya formulasi kebijakan makro- yang ditetapkan dalam

peraturaan yang berlaku.
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Setelah kita mengetahui suatu keberhasilan sangat ditentukan tingkat

implementasinya, sejavhmana output keberhasilan suatu program menurut

pandangarn Sohdang P Siagian , (1985:14) inenyordti. bahwa semakin kecil

atau rendah suatu ,tingkét keluaran atau hasil yang tidak atau kureiﬁg

mendekati tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dikatakan efektif, beg.it_u .

pula sebaliknya jika ada perbedaan yang besar atau tinggi sesuai dengan
keluaran yang diinginkan dapat dikatakan efektivitasnya rendah.

Unsur keberhasilan pengentasan kemiskinan yang sangat' menentukan

‘adalah bagaimana proses pembangunan itu berjalan yang bergantung lgepada

pelaksananya . PPK sebagai program pengentasan kemiskinan yang °

merupakan paradigma baru pembangunan maka pelaksanaannya akan sangat

ditentukan oleh masyarakat itu sediri sebagai pengelola Yaitu sebagai —

perencana, pél_aksana dan pengembangannya. Model pembangunan tersebut

diciptakan ~berdasarkan proses demokrasi dan pemberdayaan ﬁntuk
rhenunjukan bahwa pembangunan yang benar adalahlpeﬁlbangunan yang
dikerjakan oleh rakyat, bukan dikerjakan untuk rakyat dan memungkinkan
masyarakat memeiliki keberdayaan untuk mencapai tujuan pembangunan. -
Membicarakan keberhasilan pemBangunan maka tidak akan terlepas

dengan capaian tujuan dan sasaran, program pengentasan kemiskinan seperti

PPK sangatlah tepat apabila kita merujuk dari pendapat. Dennis A

Rondenelli (1990:91-92) menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan -

pada negara berkembang maka bantuan tersebut diarahkan kepada (1)

masyarakat penduduk miskin (2) bantuan diperuntukan untuk meningkatkan
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pendapatan. pén’duduk miskin dan. (3) spesifik kebutuhan masyarakat.
Sehingga sangatlah tepat apabila keberhasilan pembangunan terkait erat
dengan faktor kelompok sasaran atau penerima program terhadap hubungan
dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Kegagalan pembangunan kemiskinan  dimas yang -lalu lebih -

disebabkan kepada peran masyarakat yang pasif hanya sebagai obyek saja,

dimana sering terjadi tidak kesesuaian antara tujuan dan sasaran. Keadaan

tersebut berik_ibat' bahwa pembangqnan kurang berdaya dan berhasilguna )
karena tidak didﬁkung penuh oleh kesadaran masyarakat atau mereka merasa
tidak memeiliki (dimanja). PPK yang dianalogkan .seBagéi Pembangﬁnaﬁ
yang dilaksanakan oleh rakyat merupakan paradigma baru pembangunan
yang diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki dan kesinambu_ngan
program dapat terjadi pada masyarakat sehingga muncul kemandirian -
masyarakat.

Dampak lain penyerahan bantuan langsung pada masyarakat di desa
bisa memecéhkan masalah pemerataan yang bisa berpengaruh terhadap )
dist;ibusi pénda;;atan yang menjadi ketimpangan pada masyarakat miskin,
séperti apa yang dikemukakan oleh Dennis A Rondinelli (1990:80)
ditemukan bahwa bagian terbesar kelompok miskin telah dikucilkan dari
kemungkinan mefnperoleh manfaat dari pembangunan yang tersentralisési.
Sehingga 'menuru‘tnya keberhasilan pembangunan bagi masyarékat miskin

adalah adanya jiminan pemerataan pendapatan dari kebijakan program yang

‘ditetapkan dengan mempertimbangkan pada kondisi sosio ekonomi. Menurut




31

pandangan ini maka adanya kemandirian dan peningkatan pendapatan dari

program adalah suatu ukuran indikator keberhasilan program. |
Keberhasilan suatu program pembangunan kemiskinan menurut :

David Korten (.2001-'110) adalah “proses dimana anggota-anggota suatu ,

masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan fnstitusional méfekd
untuk memobilisasi dan méngelola sumber. daya untuk menghasilkan
perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas.hidup
sesuai dengan aspirasi sendiri’’.

Akhirnya bagaimana menetapkan suatu ukuran keberhasilan dengan

‘memperhatikan teori-teori yang dikemukan oleh ahlinya dapat ditarik
kesimpulan keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah capaian ketepatan

~ terbadap tujuan dan sasaran. Arti keberhasilan program tersebut hendaknya

berada pada suatu kerangka umum yang memuat landasan berpijak dan
paradigma pembangunan yang sedang dibangun dan diwujudkan bersama.
Atas dasar inilah maka dapat ditarik garis nyata‘ bahwa keberhasilan
pembanguhan yang dimaksud adalah me\(\;'ujudkan nilaj-nilai universal sepérﬁ

adanya peningkatan terhadap kualitas hidup manusia atau ekonomi

(kesejahteraan/peningkatan  pendapatan),  pemberdayaan masyarakat,

partisipasi masyarakat sebagai bentuk kemandirian, serta peningkatan sarana |

dan prosarana ekonomi produktif secara efektif.
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2. Partisipasi Masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap pembangunan merupakan sebuah respon
awal dari masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan. Persepsi akan
membangun seluruh reaksi-reaksi positif maupun negatif ikutan lainnya

_dalérn berbagai bentuk dan ujud. Salah satu ujud reaksi ikutan inilah yang

selanjutnya disebut sebagai partisipasi, dimana partisipasi mengandung -

makna adariya dukungan publik terhadap keberhasilan implementasi program.
Persepsi terhadap program disampaikan oleh Sumitro (1995) menjelaskan
bahwa dalam partisipasi masyarakat banyak sekali faktor yang menentukan

d_iantarénya 1D kébutuhan masyarakat, 2) interest masyarakat, 3) adat istiadat

dan sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama’

lain. Tidak jarang terjadi bahwa masyarakat lebih tahu permasalahan yang

-dihadapi, tetapi tidak mampu mengatasinya karena keterbatasan-keterbatasan
oleh karakter- dan kemampuan masyarakat itu sendiri atau hambatan -

- lingkungan alamnya.

Bagaimana masyarakat atau kelomﬁok masyarakat miskin mampu
rhengatasi maslahnya dengan hadirnya progfam PPK maka kéterliba_tan
masyar;':lkat sangat diperlukan, mereka diharapkan mampu meﬁgelola
program sécara mandifi. Sgbab dalam kenyataannya bahwa merek.;alah sendiﬂ

yang tahu persoalan atau permasalahannya, selanjutnya Sajogyo (1982)

‘berpendapat  bahwa partisipasi masyarakat, khususnya'golongan petani,

adalah tidak hanya “ikut melaksanakan dan mengenyam hasil pembangunan” |

tetapi terdapat tiga hal lain yaitu :



(1) ikut menéntukan kebijakan pembangunan,

(2)' ikut merencanakan pelaksanaan pembangunan, dan

(3) ikut menilai hgsil pembangunan sudah seiauh mana dapat
memperbaiki keadaan menurut ukuran dan peﬁgalaman

masyarakat.

PPK sebagai program pengentasan kemiskinan adalah bérupa déyé |

masyarakat dalam ikut mendukung pelaksanaan program sesuai dengan

-tujuan dan sasaran,'maka partisipasi atau dukungan masyarakat diharapkan
tumbuh dan berkembang sehingga akan mampu menumbuhkan pada sikap

. kemandirian masyarakat khususnya masyarakat miskin. Kaitan ini seperti apa

yang dikemukakan Chambers (1996) yang menyebutkan bahwa Kelompok
masyarakat miskin kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan

dikarenakan tidak punya modal, rendahnya pendidikan dan nilai nilai yéng

dianut masih tradisional. Kondisi seperti apa yang dikemukakan diatas sesuai

dengan kondisi masyarakat miskin saat ini.

Selanjutnya partisipasi seperti apa yang dapat diberikan masyarakat |

miskin dalam ikut mengelola pembangunan, oleh Sastropoetro (1986)

" membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut : 1)

Partisipasi dengan pikiran, 2) Partisipasi dengan tenaga 3)Partisipasi pikiran
dﬁn tenaga, 4) Partisipasi dengan keahlian, 5) Partisipasi dengan barang, 6)
Partisipasi dengan uang dan 7)Partisipasi dengan jasa-jasa. |

Dari tiga pandangan teori tersebut masyarakat dalam ikut

berpartisipasi pada program pengentasan kemiskinan ada tiga prasyarat agar
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masyarakat dapat berpartisipasi dalam. pembangunan yaitu adanya

kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, adanya kemauan

-anggota masyarakat untuk berpélrtisipasi dan adanya kemampuan anggota

masyarakat dalam rnemanfaatkan kesempatan yang ada.

Kemudian bagaimana tingkat partisipasi dalam program PPK dapaﬁ
diukur dari adanya pengelolaan program oleh masyarakat dengan me;ndasrkan
teori yang dikemukakan didepan dihubungkan dengan‘ teori kesesuaian dari
David —Korten, maka partisipasi masyarakat merupakan turunan dari
kesesuaiaﬁ penerima ﬁrogram. Sehingga déngan mendasarkan téori sepéﬁi
apa yang dikemukakan didepan dapat disimpulkan sebagai dasar penentuén
definisi konseptual adalah adanya persepsi atau dukungaﬁ masyarakat yang

berupa pikiran, tenaga/keahlian, barang, dan jasa.

Kemampuan Organisasi Pelaksana

~ Organisasi dalam pember_ltukannya adélah sebagai salah satu sarana
prasarana pencapai tujuan adalah pelaksana program, membiciarakan_
pelaksana program maka akan selalu befhubuhgan‘ dengan kinerja,

selanjutnya membicarakan tingkat kinerja berarti melihat pada tingkat

kemampuan.- Dapat kami sampaikan pandangan mengenai kemampuan

organisasi menurut Vroom istilah-istilah kemampuan biasanya menunjukan
potensi untuk melaksanakan suatu tugas yang mungkin atau tidak mungkin
digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa yang dikerjakan dan bukan,

apakah ia mengerjakan pekerjaan itu. Disebut sebagai potensi berarti
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kemampuan masih merupakan daya kekuatan yang ada pada diri seseorang
yaitu untuk menunjukan apa yang akan dapat dikerjakan dan bukannya apa
yang teiéh dikerjai(an (Vroom, daiam Forum No.67 1990:90)

Sésuai- dengaﬁ tujuan dan sasaran PPK- selain sebégai upa.y'a

peningkatan pendapatan masayarakat, adalah upaya meningkatkan institusi

‘pengelola program sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dampak 7
langsung ini diharapkan membelajarkan masyarakat sekaligus dengan

~ stimulannya dimana organisasi akan mampu menjalankan tugasnya.

Sedangkan dalam menajalankan tugasnya tentu diperlukan suatu tingkat

pemahaman dan ketrampilan dari organisasi pelaksana itu sendiri. Apa yang

dimaksud dengan kemampuan organisasi pelaksana dapat disampatkan

pandangan menurut Gibson (1985:86) kerr'lampuan'kerja seseorang adalah

kemampuan menunjang potensi seseorang dalam menjalankan kerja dan

tugas. Jadi ukurannya adalah keberhasilan bagaimana ia menyelesaika_n :

tugasnya.

Setelah organisasi pelaksana itu dibentukl sebagal syarat akan
pelaksanaan ﬁrogram akan seperti apakah organisasi tersebut dapat
menjalankan tugasnya dimana mereka terdiri dari komunitas masyarakat
dengan tingkat pendidikan rendah dan miskin. Faktor pertama adalah adanya

kemauan atau respon positif dan mereka bisa menentukan kebutuhannya

sendiri. Terkait hal ini Organisasi dalam pelaksanaah pembangunan harus

bersifat responsif hal ini ditegaskan oleh Ickis (1981:11-12) dalam Dennis A

Ronddinelli (1990:204) tujuan-tujuan utama organisasi pelaksana haruslah
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‘tertuju pada upaya mendorong semangat kerja sendiri. Kurang berfungsinya ‘
program terhadap kepuasan kebutuhan kelompok sasaran terletak pada '

‘ tirigkat kemampuan teknis administrasi pembangunan yang telah diberikan

kewenangan kepada pelaksana ( UNDP, 1979 dalam Denis A Rondinelli,
1990:123)

Rendahnya kemampuan organisasi sudah dapat ditafsiljkan bahwa
dalam pel'a\ksanaan tidak akan efektif, tetaﬁi apabila tidak dicoba tentunya

sulit sekali bagi'masyarakat miskin untuk bangkit dari ketidakberdayaan. Hal

‘yang sangat -penting dalam hal ini adalah kemauan dalam memahami dap :

respon masyarakat untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang berlaku.

~ Pernyataan ini didukung dari pandangan Rondinelli dan' Ingle, 1981 ed

Fadiilah Prutr'a, 2001. Ada dua unsur dari respons pelaksana yang dapat

mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan

kebijakan yaitu : (1) kognisi, yaitu pemahaman tentang kebijaksanaan, dan

(2) respon mereka ke arah kognisi itu (menerima , netral atau menolak)

Dari  beberapa pandangan teori tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kemampuan organisasi pelaksana efektifitasnya dapat

dilihat dari tingkat kemampuan dan ketrampilan serta kecakapan organisasi

pélaksana dalam upaya memahami dan respon yang terjadi.

Komunikasi Program
Pengertian komunikasi dapat kita lihat dari Istilah komunikasi yang
berpangkal dari perkataan latin- communicare yang mengandung arti

memberitahukan, berpartisipasi dan menjadikan milik bersama . Komunikasi
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dimaksudkan sebagai proses pengoperan lambang yang mengandung arti,

antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan sejumlah

orang maun antara sejumlah orang dengan sejumlah orang yang lain dengan .

'berbagai maksud dan tujuan. Komunikasi dapat dipandang sebagai bagian .

hakiki dari kehidupan manusia bermasyarakat.
Masyarakat dalam menjalankan kegiatan PPK tentunya kapdsitas
secara kualitas akan kita maklumi akan terasa sulit, bagaimaﬁa transformast

program melalui. komunikasi berjalan efektif, persoalannya pada tingkat

kualitas masyarakat. Tetapi terpenting sesuai tujuan program itu sendiri yang .

merupakan upaya membelajarkan irakyat, tentunya merekalah sendiri yang

harus berjuang bersama-sama dibantu pemerintah sebagai fasilitator untuk

mewujudkan capaian-program secara optimal. Oleh karena itu komunikasi -

disini menjadi sangat penting dalam transformasi, di desa tidak bisa kita
genéralisasi bodoh semua sebab dari mereka ada _kélonipok masyai‘akat
berpendidikan, seperti rata-rata guru, alim ulama atau fokoh masyarakaat dan
sebagian pemudanya. Sehingga hanya dibutuhkan suatu hubungan yang
dinémis dalam kesatuan masyarakat untuk membangun desanya, dengan
caranya merek sendiri.

Dalam membicarakan komunikasi tidak bisa terlepas dari proses

komunikasi, proses komunikasi yang menyatu dengan proses perkembangan .

mayarakat dijelaskan oleh Wilbur Schram dalam Novel Ali (1986)
dijelaskan sebagai society commuicaling  atau masyarakat yang

berkomunikasi, komunikasi pada hakekatnya merupakan dari gerak
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masyarakat. Menurut pendapat Edwar SapirA dalam Novel Ali (1986) terbagi
atas proses primer (primary process) proses komunikasi langsung tanpa
rﬁenggunakan alat (media masa)_‘ dan proses skunder (secondary process)
orang menggunakan mekanisme untuk melipatgandakan jumlah penerima

pesan biasanya proses lebih efektif dibanding dengaﬁ proses primer, dalam

proses skunder dengan menggunakan bantuan alat media.

Persoallan utama daam komunikasi adalah tingkat pemahaman, ‘
kelemahan tingkat pemahaman akan dapat diatasi melalui media yang ada
serta khususnya dalam organisasi pelaksana itu sendiri. Bagaimana informasi
itu akan sanﬁpai pada penerima pesan dan pengirim pesan, dapat
menggunakan simbol verbal atau non verbal sangat tergantung pada proses
komunikasi menurut pendapat Gibson (1997:232) proses komunikasi berisi -

lima elemen yaitu komunikator, pesan, media, penerima dan umpan balik.

_Komunikasi akan efektif apabila ada hasil pemahaman antara komunikator

dan pen‘erimé,_ yaitu apabila‘komunikator dapat menyampaikan pengertian
yang dimaksud képada penerima. |
Dari kedua pandangan teori tersbut diperkuat seperti S/ang
disampaikan oleh Stan Kossen (1993:53) mendefinisikan komunikasi
sebagai proses dua arah {two-way proces) yang menghasilkan tranmisi
informasi ' dan pengertian (atau salah ‘pengertian)‘ antara masing-masing

individu. Sedangkan tipe-tipe komunikasi yang efektif yaitu (1) formal dan

informal (2) Keataskebawah dan horisontal (3) lisan dan tertulis (4)

nonverbal. Selanjutnya oleh Edwars III (1980) yang menjelaskan -
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Komunikasi terdapat unsur-unsur (1) sumber atau source (2) Messagé atau

informasi, pesan dan isi pesan (3) Media atau saluran channel (4) destination

atau sasaran (5) maksud dan tujﬁan. Komunikasi memainkan peranan yang
penﬁng bagi berlangsungnya koordinasi dan implementaéi pada urnumnyé.
‘Dari pandangan teori oleh ahlinya dapat disimpulkan bahwa
pengertian komunikasi program PPK, bahwa komunikasi adalah interaksi dua
arah yaitu antara organisasi pelaksanan dengan kelompok sasaran atau
kedganya berupa transformasi program. Komunikasi program disini dapat

_diukur hubungan antara komunikator dan penerima pesan atau keduanya,

dalam proseé komunikasi melalui media cetak, elektronik dan peran fungsi )

kelembagaan desa atau pelaksana di desa.

Hubungan Pai‘tisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan Program

Pengembangan Kecamatan (PPK).

Sebelum kita mencoba menguraikan hubungan kesesuaian antara

partisipasi maéyarakat 'dengan keberhasilan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) terlebih dahulu perlu kita ketahui konsep dasar teori

pembangunan -yang ada. Pembangunan secara -sedethana dapat diartikan -

sebagai proées perubahan yang direncanakan untuk mencapai keadaan yang
lebih baik.

Suradi ed (2000:90 Buletin Informasi KSN) mendefinisikan
pembangunan sebagai suatu proses dimana anggota suatu masyarzikat

meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk
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memobilisasi dan mengelola sumber daya guna, menghasilkan berbagai
perbaikan yang berkelanjutan serta merata sesuai dengan aspirasi mereka
sendiri. Lebiha jauh Suradi menglernukakan dalam program pembangunan
pent.ing adanya partisipﬁsi masyarakat dalam pembangunan yang akan
memberikan'dampak 1) memberikan iklim yang kondusif, yang mampu .
mendorong masyarakat sadar dan bebas memilih serta menyetujui sesuatu
Hal, menyerap suatu nilai atau menerima tugas, 2) masyarakét -berkesempatan
untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal-
hal yang lebih besar dan 3) masyarakat mempunyai keyakinan dan
kemampuan sendiri dan berkesempatah menentukan sendiri apa yang

dike_hendakinya; Gaya ‘pembangunan yang menekankan partisipasi

masyarakat dapat menumbuhkembangkan saling ketergantungan antara

rakyat dengan birokrat karena .itu sifatnya menjadi empowering, )
mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan
potensinya disini artinya menempatkan masyarakat telah menjadi subyek
pembangunan, dimana keterlibatan mereka dalam pembangunan bukan
karena dimobilisasi.

Kemudian bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terkait dengaﬁ

keberhasilan pembangunan dapat kita lihat seperti disampaikan dalam

‘Pandangan yang dikemukakan oleh Djohani (1996) dan Suradi ed (2000),

bahwa dengan adanya partisipasi maka pembangunan yang dilaksanakan akan

reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, rasa kepemilikan masyarakat
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terhadap program-program pembangunan yang tinggi dan masyarakat mampu
mengambil prakarsa dalam perumusan program.
Berdasarkan konsep pembangunan tersebut diatas nampak jelas

sekali bahwa konsep pembangunan yang dibentuk harus memandang dimensi

pemberdayaan dan demokrasi. Begitupula bila kita lihat dalam Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) konsep pembangunan dengan dimensi

pemberdayaan dan demokrasi sudah terlihat dalam visi nilai program, dengan

menempatkah masyarakat sebagai subyek pembangunan yang berperan aktif

dalam semua kegiatan ﬁrogram dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengembangannya.
Adanya hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan

keberhasilan program dimana masyarakat sebagai subyek dalam arti memiliki

program itu sendiri, secara faktual empirik apakah memang masyarakat telah -

mampu menerima program ini secara utuh. Dalam kaitan ini dapat kami

sampaikan pandangan sebagai tolok ukur bagaimana tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Dari beberapa pandangan beberapa teori -

yang dikemukakan depan jika dihubungkan teori kesesuaian oleh David
Korten dari turunan kesesuaian penerima program yaitu kelompok sasaran
sebagai penerima program akan dapat meningkatkan partisipasi dalam

pengelblaan pembangunan.
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6.> Hubungan Kemampuan Organisasi Pelaksana dengan Keberhasilan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dalé_m proses implementasi kebijakan unsur pelaksana operasional _
memegang peraﬁan yang cukup strategis. Setelah tujuan kebijakan dibuat
ﬁpaja selanjutnya adalah bagaimana menentukan p(lalak.sa.naan proéram
dilaksanakan secara efektif.

" Jones (1984) menekankan bahwa kegiatan penting yang berkaifan
dengan penerapan program adalah organisasi, persepsi dan implementasi itu

sendiri. Dari k.etiganya selain implementasi maka organisasi dipandang

penting dalam implementasi. Pemahaman mengenai bagaimana organisasi

berfungsi, mempunyai implikasi yang lebih luas dari pada cakupan birohaéi .
formal. Bérbag;di jenis pekerjaan administrator dilaksanakan mglalui
;arganisasi-organisasi yang sudah ada atau unit-unit baru yang ldibuat untuk
memanfaatkan peluang dalam penanggulangan masalah-maéalah diluar
organisasi. |

Dari pandangén tersebut di atas ferlihat bahwa dalam merencanakan |

suatu program, organisasi dianggap sebagai wadah dalam implementasi

program, maka harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan

masyarakat, atau harus dapat memberikan jalan keluar tentang rnasalah '
penting yang terjadi di masyarakat tersebut. Disini narﬁpak jelas bagaimana
hubungan keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana
yéitu bagaimana pengaruh berfungsinya organisasi dalam implementasi

kebijakan
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Tujuan organisasi dibentuk dengan .dua pertimbangan pertama,

penetapan tujuan membutuhkan banyak informasi tentang aneka ragam

alternatif, kedua tujuan mencerminkan nilai-nilai dan komitmen-komitmen -

individu (Coralie Bryant, 1987). Dengan demikian tujuan suatu organisasi

dibuat sebagai langkah penyesuaian-penyesuaian dengan suatu situasi.

Membicarakan kinerja organisasi tentunya kita harus melihat lingkungan .

kinerja seperti dikemukakan Coralie Bryant, lingkungan menjadi penting bagi
sebuah organisasi karena dua hal. Pertama, lingkungan dapat inenyediakan
sumber daya, yaitu adanya badan-badan lain yang dapat mengalokasikan

dukungan finansial ; kelompok-kelompok yang dilayani mungkin- dapat

menawarkan dukungan politik; tehnologi baru mungkin dapat menekan hafgé ‘

produk. Kedua, lingkungan menawarkan batas atau kendala, kelompok-

kelompok yang ada boleh jadi menentang tindakan-tindakan organisasi atau

berlomba memperebutkan sumber daya ; para pemanfaat setempat barangkaii '

tidak mengécuhkan jasa dan pelayanan yang disediakan ; tekanan-tekanan
politik mungkin menyusutkan upaya dan hasil. (Coralie Bryant, 1987: 65).
Organisasi dalam hal ini organisas'i pelaksanaan program PPK
adalah Aorganisasi pelaksana ditingkat dasar didesa dimana pada merekalah
bagaimané kete;gantungan pelaksanaan program mercapai target sasaran daﬁ

tujuan, yaitu pada kelembagaan desa LKMD dan fasilitator desa. Dalam

penentuan  dan pembentukan berdasarkan kepada inusyawarah dan

kesepakatan masyarakat desa itu sendiri. Dalam hubungan kemampuan

organisasi pelaksanan dengan tingkat keberhasilan Program Pengembangan
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Kecamatan adalah organisasi pelaksana yang mempunyai kemampuan dan .
ketrampilad menjalankan standar dan tujuan kebijaksanaan dalam rangka

rﬁemberikan fasilitasi dan manajemen pengelolaan program.

Hubungan Komunikasi Program dengan Keberhasilan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dalam - hal komunikasi menuirut .‘Stan desen (1993:54) yang
bertﬁnggungjawéb terhadap kelancaran atau efektifitas komunikasi adalah
.penerima_ pesan dan pemberi pesan. Penerima pesan maupun pemberi pesan
mgrupakan komunikasi dua arah dalaﬁ pemahaman suatu program. Sehingga
program itu akan bisa dilaksanakan dengan baik jiga ada komunikasi program
yang baik pula, untuk itu dimensi program bisa kami turunkan kedalam
variabel komunikasi program. Hal ini juga dipertegas oleh Edwars X1
(1980:20) .yang menyebutkan bahwa keberhasilan pfogram ditentukan oleh
beberapa variabel salah satunya adaiah komunikasi.

Keberhasilan suafu program dapat dikatakan sukses jika progrém itu

responsif terha_dap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, ini berarti antara

output program dan kebutuhan kelompok sasaran harus terdapat kesesuaian.

Dalam proses implementasi kebijakan peranan komunikasi cukup signifikan
dalam keberhasilan program, karena keberhasilan dari tujuan dan sasaran
sangat tergantung dari respon dan aktivitas masyarakat. Komunikasi adalah
kunci sukses hubungan masyarakat sebab tidak akan terjalin suatu hubungan

tanpa melalui proses komunikasi, adanya hubungan masyarakat, kelompok
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sasaran, LKMD/T PKD dan fasilitator desa sangat bergantuﬁg kepada
intensitas, efisiensi dan efektifitas komunikasi.

Semakin intens (mendalam) dan efisien serta efektif komunikasi

akan semakin mampu masyarakat dalam menerima program dan memikul

tanggungjawabnya, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam
standar dan tujuan program. Salah satu pertimbanganl pemilihan komunikasi
sebagai variabel dalam penelitian ini didasarkan dari pandangan yang relevan

dikemukakan oleh Habermas dengan “Teori Tindakan Komunikatif” dalam

Fadillah Putra (2001), menjelaskan secara terinci melihat bagaimana

tumbuhnya sebuah lingkungan dan suasana komunikatif yang memungkinkan

tegaknya demokrasi dalam masyarakat. Habermas berpegéng pada pendapat

bahwa sebuah masyarakat yang komunikatif menjadi tujuan universal
masyarakat, penjelasan teknis masyarakat komunikatif diterangkan bahwa
dalam masyarakat harus ada argumentasi yang efektif baik dalam diskursu.s
rﬁaupur_t kritik. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang
melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan | lewat
argumentasi.

Melihat konteks ini jelas bahwa masyarakat mempunyai peran

penting dalam tegaknya demokrasi, mereka sebagai dunia publik mempunyal :

kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya bagaimana
tingkat kebutuhan dan kepentingannya sebagai subyek dan obyek
pembangunan itu sendiri. Masyarakat tidak lagi merasa terbelunggu mereka

mempunyai kebebesan, tetapi kebebasan yang tidak diartikan secara gbsolut
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tetapi lebih terarah kepada hal yang rasional. Kebebesan itu bisal menjadi
terkontrol apabila ada transparansi dan kepércayaan, nilai-nilai kepercayaan
ini menjédi hal yang sangat penting akan adanya komunikasi yang efektif. |

Komunikasi aalam konteks Program Pengembangan .Kecamat.al-a
(PPK) seperti dikemukan dimuka terkait erat dengan perubahan sosial yaitu
transparansi ,;ian demokratisasi dalam paradigma pembé.ngunan ekonomi
berdimeﬁsi _kefakyatan. Komunikasi program disini lebih menekankan kepada
a,danya interaksi sosial yaitu situasi sosial, perubahan sosial dan lingkungan
sosial. W.A. Gerungan (1991) dalam Novel Ali (1986) berpendapat bahwa
situasi sosial adalah tiap situasi dimana terciapat saling hubungan antara
manusia yang satu dengan yang lain, disini interaksi sosial di_deﬁﬁisikan
sebagai suafu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana

kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, memperbaiki

'kelakuan_individu yang lain atau sebaliknya. Komunikasi dilihat dari aspek :

sosial adalah komunikasi yang merupakan percakapan antara pribadi, media

rakyat, iklan, berbagai perkumpulan tradisional dan sebagainya.

Hubungan Partisipasi Masyrakat, Kemampuan Organisasi Pelaksana
dan .Komunikasi Program  dengan Keberhasilan  Program
Pengembémgan Kecamatan (PPK). |
Secara umum pémbangunan diharapkan menaikan taraf hidup,
kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dengan makin merata dan adil
serta unfuk meletakan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan

berikutnya. Jadi pembangunan merupakan usaha untuk menaikan kualitas
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‘hidup secara Kkesinambungan (sustinable). VPrograni Pengembangan

Kecamatan (PPK) dipandang oleh pemerintah sebagai pemrkarsa kebijakan
yang akan mampu mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan bertumpu
pada program pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan kegiatan

ekonomi produktif di desa serta penguatan kelembagaan bagi organisasi

pelaksana  sehingga  diharapkan  keberhasilan  program mélmpu

memberdayakan masyarakat dalam pengeloléan pembangunan.

Hubungan partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program

merupakan hubungan - yang signifikan seperti yang dikemukakan oleh :

Tjokroamidjojo (1990) dalam Onny S Priyono (1996) adalah : (1)

partisipasi aktif masyarakat dalam penentuah proses arah, strategi, dan
kebijakan pembangunan, (2) keterlibatan dalam memikul beban dan
bertanggungiawab dalam pelaksanaan, dan (3) keterlibatan dalam memetik
hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Melalui partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan PPK bisa kita katakan merupakan arah baru pembangunan

yang berpihak kepada rakf,fat yang diharapkan mampu memecahkan masalah

ketidakadilan dan kesenjangan. Seperti apa yang dikemukakan oleh
Keberhasilan program terkait juga dengan organisasi pelaksana,
selaﬁjutnya bagaiman hubungan tersebut dapat kami jelaskan, bahwa
pelaksana menunjuk pada korsp pejabat pelaksana tingkat menengah dan
bawah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program di dalam
suatu wilayah tertentu (Grindle, 1980 dalam Samodra Wibawa 1994) lebih

jauh organisasi pelaksana memiliki kedudukan yang strategis dan dapat
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memberikan dampak yang menentukan pada keputusan-keputusan alokatif

individual. Karena keberhasilan sudtu proyek pembangunan tidak akan lepas
dari pengaruh faktor kemampuan dari para pelaksana program = dan
'khususnya dalam program PPK adalah penerima program.

Keberhasiilan - program selain berhubungan dengan partisipasi dan

~ kemampuan organisasi pelaksana maka hubung'an dengan komunikasi sangat

penting yarig dapat menentukan. Mengutip dari pendapat Burn dan Stocker
(1961). ed Rondenelli (1990:201) bahwa keberhasilan pembangunan
berhubngan erat dengan komunikasi yang .merupakén interaksi sosial pada

kelompok sasaran yang - berada dalam jangkauan ‘kegiatan. Lebih jauh

Rondenelli melihat. juga-bahwa hubungan lain yang terkait erat adalah

bagaimana kemudian masyarakat sebagai kelompok sasaran sekaligus juga -

sebagai organisasi pelaksana memiliki kemampuan kapasitas yang
dikembangkan. Secara ringkas bangun teori yang dikembangkan untuk dasar
dalam mendefiniskan kedalam konsep dan definisi operasional, lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 2
; Bangun Teori Studi Keberhasilan

PERMASLAHAN KEMISKINAN
KETIDAKADILAN,PEMBERDAYAAN, MASY OBY PEMB,
SENTRALISAS], KESENJANGAN,RENDAHPENDPTAN
Chambers dalam Lukman Sotrisno (1997:18) menyatakan bahwa
kemiskinan yang terjadi di negara berkembanig sepeni di Indonesia
menurutnya terdapat 5 (fima) ketidakben (di ) yaitu
(1) Kemiskinan (poverty), (2) Fisik yang Jemah (physical weakness),
(3) Kerentaan {vulnerability), {4) Keterisolasian (isolation) dan (5)

% Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
di Kec. Gubug Kab. Grobogan

. Ketidakberdayaan.

Partisipasi Masyarakat. .
Sumitra  {1995) . kebutuhgn  masyarakat 2} interest
masyarakat, J} ‘adat istiadar dan sifatesifat  kominal  yang
mengikat sell;af )an ota n}asyarabal satu sama lain,

o y 2 lain, .
!fd&%}'o { ahwa partisipasi masyarakat,

C.

rgenenlukan' kebijakan p gunan, ~ 2ykui
Kwr_encam an pelaksanaan pembangunan, dan’ 3)ikut mr:bmja;
asil pembangunan sudah sejauh mana’ dapat ‘memperbaiki
eadazn menurut ukuran dan pengalaman masyzrakat, e .
astropoetro (1986) 1) Partisipasi dengan plglran. 2) Pantisipasj
lengan tenag!.a 3)Partisipasi pikiran din tenaga, 4) Panisipas|
eniian keallian, 5) Partisipast dengen barang, 6) Pamisipasi
enijan uang dan 7)Partisipast dengan jasa-jasa.

oo

e SERTECES KM P,
asybun
‘lnre; 2002). a’endekm{; ;;mb;n;u‘nan PoirK nruo.'-p?_cmikir:n :r,ll:l;:l.
mberdayaan masyarakat dan perli i

i ese X
! s:baapli:lgg piraer yang harus dijalankan. ndungan “sasia

| v

' KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PPK? |

v

Vroom {Fonmm 67 1990:90)istilah-istilah kemampuan biasanya
menunjukan potensi untuk _melaksanakan suani tugas yang

atau tidal
Gibson (1985:86) kemampuan kerja seseorang = adalah
potensi sesecrang dalam menjatankan

Kemlmtuan Org;lnisnsi Pelaksana

kerja dan m]gas. ° .

ckis (1981351-12) dalam_ Dennis A Randdinelli (1900:204)

tujuan-tajuan utama organisasi pclaksana haruslah tertuju pada

%aya men_domnF semangat kerja sendiri. :
ondinelli dan [ngle, 1981 ed Fadiltah Putra, 2001,

kemampuan dan kemauan yaine ;. (1) kognisi, ;mm mahzman

tentang kebijaksanaan, dan'(2) respon mereka ke arah kognisi it
. netral ataw k)

Korten (2001) mengutip pendapac Kenneth Boulding, mengistilahkan
2 pada konsep ckonomi yang dipakai. Yaitu dari ekonomi

koboi, .
Korten (2001:6) abad 21 masalah pembangunan kemiskinan harus
berubah ~ arah Eada, pembangunan  sebagai  transformasi _atlau
Ecmbangunan erarientasi  rakyat  (keadilan,  berkelanjutan,
etegcakaﬁan) .
David Korten (1984:110) _keberhasilan mbangunan  dalam
memecahkan suatu masalah darj tiga sudut pandang yaitu (1) program
(2} penerima frugram (3) organisasi pefaksana.

"Kiinel untnk mencapai keseswaion figa arak fersebidt, tidak terletok
penla (hlugprint) organisaxional yeang didesal mﬁ" f; h ret
pro; atau proyek, melainka terutama terletk didalum suatu
P f;yen’enggaraan progrim olaw proyek iy, dimana proses
tersebul | langming  diglami” olek ketiga” komponen perithaha
manarckat” [ David Korten, 1984:241)

Michael P Todare (2000) yang memandang bahwa pembangunan
dipandang sebagai suatu cara pemecahan dengan multidimensional
yang tidak hanya memandang pada faktor pertumbuhan ekonomi Saja
! tetspl pada masalah  kesenjangan dan’ kemiskinan yang juga
i - mepsyaratkan berlanusungnya rangkatan perubzhan terhadap sml%p
Ee_nl masyarakat dan institusinya.

inamjar Kartayasmita (CID] g 19%6
pengentasan kemiskinan apabila pemb
rakyat, oleh rakgat dan uniuk rakyat
Chambers (1596} gang menyebutkan bahwa Kelompok masyarakat
miskin _ kurang erpamﬂgasa dalam  kegiatan  pembangunin
i dikarenakan tidak punya modal, rendahnya pendidikan dan nilai nilai
i gang dianut masih tradisional. )
: ones, 1984 dalam Fadillah Putra gﬂu!:‘)ﬂ; keberhasilan program
i }E? sandgat ditentukan bagaimana lingxat kinena n{Em‘sm pelaksana.
i fwards 111 (1980) mengidentifikasikan empal fakior yang dipercaya
: sebagal varizbel yanz mempengaruhi implementasi yaiu i
| komunikasi, (2) sumber daya. (J) disposisi implemantor dan (4
| struktur berokrasi.
: Clark dalam Suradi ed (2000:90 Buletin Informasi KSN), babwa
i Keberhasilan pembangunan terdapat dua kata kunci yakni demokrasi
dan pemberdayaan. Lebib tauh Clark menyebutkan bahwa kensep
icmban%man yang berhasil yakni (1) adanya pertumbuhan ekonomi

hal 63) bahwa keberhasilan
naq | dilaksanakan dan

2) penibangunan berkelanjutan yang meliputi aspek tidak adanya
chancuran sosial dan lingkungan.

Komunikasi Program . . )
Wilbur Schram dalam Novel All &1986) dijefaskan sebagai
society_commuieating atau masyarakat yang berkomunikasi,
komunikasi pada hake atnra merupakan dari gerak masyarakat.
Edwar Sapir dalam Novel Ali {1986) terbagi atas proses primer
{primary process) dan proses skunder (secoudary process).

ibson (?997;232) proses komunikasi berisi lima elemen yai
komunikator, pesan, mediz, penerima dan umpan balik. .
Stan Kossen (1993:53) mendefinisikan komunikasi sebagai

proses dua arah (two-way proces) yang menghasilkan tranmisi |

informas] dan é}:ng;ﬂian (atau salah pengertian) antara rr_msin%-
masing individu. upc-tiﬁc komunikasi ).r.‘mgb cfekif yait (I}
formal dan informal (2) Keatas,kebawah dan orisental (3} lisan
dan tertulis 54) nonverbal. o

Edwars Il (19806} yang menjelaskan Komunikasi terdapat
unsur-unsur (1) sumber atau sowrce (2) Message atau informasi,
pesan dan isl pesan (3] Media atau saluran channel (4)
destingtion atau sasaran (5) maksud daa tujuan.

_ 7

] TEOR! KESESUALAN PROGRAM (DAVID KORTEN)
dimensi penerima program, jan program, di i
orgazisasi pelaksapa 5

Dari ketiga dimensi teori kesesuaian program terurai diatas d_agat.kami
sampzikan kedalam definisi konseptualnya penelitian sebagai erikut :
- Kesesuaian penerima program ya kesesuaian” hubungan
keberhasilan program dengan kelompok sasaran sebagai penenima

I

1

! program terhadap kesesuaian standar tujuan program yaitu partisipasi
i masyarakat. . i

H B ﬁuﬁ.ualzn organisasi pelaksana yaitu kesesyafan hubungan
i keberhasilan program dengan kemampuan organisasi_pelaksana
: dalam melaksanakan program yang dapar dierima olen ,Eelom_ﬂpo
gasaran.

- Kesesuaian llmugram vaitu kesesuaian hubungan kebechasilan

. program dari dengan komunikasi program yaits bagaimana program
R itu §apa: dilaksanakan sesuat smnalal'r'a!an Tujuan program PP

feberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
353 794 dafamn Fadiliale pura (2001 babiwa salah
satu tolak ukur keberhasilan suat kebijakan erletak pada proses
impiementasinya, i . i
Sondang P Siagian , (1985:14) menyoroti bahwa semakin kecil
atau rendah suaty, tingkat kehtaran atau hasil yang tidak atau
kurang mendekati fujuan atan hasil yang diingfnkan dapat
dikatakan efekuf, begifu pula sebahkn{a_ i

Dennis A Rondenelli _(1990:91-92) diarahkan kepada (l%
masyarakas penduduk miskin (2) bantuan diperuntukan unty
meningkatkan pendapatan penduduk miskin “dan (3) spesifik
kebutuhan masyarakat. . )
Dennis A Rondinelli (1990:80) ditemukan bahwa bagian
terbesar kelompok miskin telah dikugilkan dari kemungkinan
memperoleh faat dart ba vanz%tersenu'altsm.
Soetarso ¢ [991:43) dim Supadi {ed. KSN Z000:92) menyatakan
bahwa masyarakag senditi harus Derjuang dan berupayd untuk
menghadapi kondisinya sendiri tentanyg & uruhan dan masalah-
masalahnya. . .

Davi Rorten (2005-110) adalah *proses dimana anggoia-
anggeia sali g kapasit SFOranga
ckrﬁhmimsl‘mml f'zereku 'f:i""ﬁ ;x;k v Lkl;;f‘ iy orgaf:
STrmoer etk men; IR DT XGNP DR 1]
hur@e.’ngy'u;m: deant merzrlngr.krlam l’!lﬁlﬂ.l‘ hidlq":‘t\'e.\'rmj dcﬁ?aﬁ
espirasi sendid”,
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B. Hipotesis

Hipotesis merupakan alat yang cukup penfing dalam suatu

penelitian, yaitu sebagai pengarah bagi suatu penelitian empirik. Karena

" pentingnya peran hipotesis tersebut maka perumusan suatu hipotesis harus

memperhatikan beberapa syarat antara lain dapat menggambarkan hubungan
antara variabel, dapat diuji berdasarkan data empirik dan memberikan

petunjuk bagaimana pengujian tersebut, yang berarti variabel-variabel dapat

diukur, arah hubungannya cukup jelas dan hipotesis pada hakekatnya .

merlipakan kesimpulan sementara tentang hubungan dua variabel atau lebih
(Singarimbun, 1995).

Oleh karena itu seyogyanya hipotesis disajikan dalam bentuk

'pernyataan yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit, satu

vgriabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. 7

. Menurut Hadari Nawawi (1983) perumusan hipotesis tidak cukup
hanya dinyatakan délam bentuk hipotesis Nol, tetapi hipotesis yang cerdas
harus mampu menentukan dugaan tentang sifat-éifat atau ciri-ciri yang

sama/berbeda yang mampu menunjukan/menetapkan perbedaan atau

persamaan antara dua atau beberapa variabel.

1. Hipotesis Verbal
a) Hipotesis Minor
1) Ada hubungan partisipasi masyarakat dengan keberhasilan

program pengembangan kecamatan (PPK).
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2) Ada hubungan kemampuan organisasi pelaksana dengan
keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK).
3) Ada hubﬁ‘ngan komunikasi -program" : deﬁgan keberhasilan
program pengembangan kecamatan.

b. Hipotesis Mayor

Ada hubungan antara partisipasi masyarakat, kemampuan '

organisasi pelaksana, serta komunikasi program dengan keberhasilan
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
2. Hipotesis Geometri

a) Hipotesis minor

Partisipasi Masyarakat (X1) “\ - .
_ ‘ Program =~
Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) ——® Pengembangan
- Kecamatan (PPK)
- _ / (Y)
Komunikasi Program (X3)

b) Hipotesis mayor

_ Partisipasi Masyarakat (X1) >
Keberhasilan
Program
4 > . Pengembangan
Kemampuan Organisasi Pelaksana (X2) B Kecaﬁlatan (PgPK)
(Y)
Komunikasi Program (X3) —

ﬂ!l iw\a‘g
g\j’?‘{ H ;u ‘v\ ’@ Vﬁig

gt et T







BAB I

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini rancangan yang digunakan adalah penelitian

ekplanasi. Pénelitian ini berangkat dari masalah yang ada guna menjelaskan )

fenomena berdasarkan data yang akan dlgenerahsaSI melalm metodelogls

akan digunakan metode penelitian kuantitatif dan kuahtatlf Metode

kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keempat variabel

yang diteliti, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan
makna hubungan yang diuji.

Pernelitian ini diharapkan bersifat obyektif dengan data yang akurat
dan valid (data yang terkumpul sama dengan data yang ada pada obyek
penelitian) sehingga bisa mendapatkan nilai keterandalan dan kepercayaan
 yang tinggi.. Untuk maksud tersebut dalam pendataan akan digunakan dengan
instrumen penelitian. Dari data yang ada akan dianalisis dengan perhitungan
statistik untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai hubungan antara varibe yang diteliti.

Ruang Lingkup Penelitian

| Program PPK adalah kebijakan pemerintah dalam rangka
menanggulangi kemiskinan secara nasionaf melalui'pemberian modal untuk
pengembangan kegiatan usaha p;oduktif dan pembangunan prasarana serta

sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi perdesaan, salah satu
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penekanannya adalah usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk
merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan program PPK dan

meﬁingkatnya kemampuén lembaga dan aparat di tingkat desa untuk

mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan -

keberhasilan p.rogram kegiatan PPK. |

Ruang lingkup penelitian ini adalah didasari oleh teori kesesuaian yang
dikembangkan oleh David Korten dalam hubungan keberhasilan program
pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Gro_bog'an.
Variabel yang akan digunakan adalah seperti apa felah divraikan dimuka
yaitu' Partisipast Masyarakat, Kemampuan Orga.nisasi Pelaksana, dan

Komunikasi program sebagai variabel bebas serta Keberhasilan Program

Pengembangén Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug sebagai variabel

terikat.

C Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempertajam ruang
lingkup pembahasan sghingga bisa didapatkan fenomena yang spesiﬁk. nfata
terjadi yaitu gambaran keberhasilan pembangunan PPK. Disamping itu lokasi
penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau
penelitian, wktu yang tersedia, dukungan data. |

Dalam penelitian studi keberhasilan PPK dilaksanakan di Kecamatan
Gubug Kabupaten Grobogan. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi
dan wawancara dengan Tim Koordinator PPK tingkat Kabupaten beserta

Konsultan Manajemen PPK dan didasarkan pada data, permasalahan dan



54

- fenomena yang terjadi yang oleh penulis anggap akan-tepat sesuai dengan

tema penelitian.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel.

R

C.

d.

- Keberhasilan Progr'am Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai -

variabel Dependen (Y)
Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen (X1)
Ke'mampuan Organisasi pelaksana sebagai variabel independen (X2)

Komunikasi Program sebagai variabel independen (X3)

2. Definisi Konseptual.

a.

Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah
tingkat kemampuan masyarakat atau kelompok masyarakat miskin
dalam pengelolaan program dan upaya meningkatkan pendapatan

serta menumbuhkan ekonomi produktif.

Partisipasi Masyarakat adalah dukungan anggota masyarakat atau '

kelompok sasaran berupa peran serta aktif dalam pikiran, tenaga,
keahlian, waktu, biaya dan jasa dalam pengelolaan program PPK.
Kemampuan Organisasi Pelaksana adalah tingkat kemampuan
pemahaman, ketrampilan/kecakapan yang dimiliki oleh orgé.nisasi
pelaksana.

Komunikasi program adalah capaian transformasi informasi dua arah

antara komunikator dan penerima pesan baik langsung maupun tidak
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langsung melalui media cetak dan elektronika serta oleh organisasi
pelaksana dan kelompok sasaran.

3. Deﬁﬁisi Operasional.
a. Variabel Dependent
“Keberhasilan Program Pengembangan Kecématan (PPK)” diukur
melalui :

1) Meningkatnya peran serta masyarakat masyarakat/kélompok

sasaran dalam pengelolaan program PPK.
- Tingkat pengetahuan dan pemahaman program PPK
.- Tingkat kesesuaian kebutuhan

- Tingkat penerimaan program

- Tingkat pengembangan program
1 . Tingkat pelestarian program
- Tingkat kemanfaatan kegiatan
! - - Tingkat akuntabilitas.
! 2) Meningkatnya usaha ekonomi produktif' pada masyarakat.
- Bertambéhnya jenis kegiatan usaha kelompok sasaran
- Berkembangya iklim ekonomi desa
3) Meningkatnya sarana dan prasrana pendukung ekonmi
produktif,
- Meningkatnya kualitas sarana prasarana penunjang ekonomi
desa

- Lancarnya kegiatan ekonomi desa
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4) Meningkatnya pendapatan kelompok sasaran dan masyarakat
diluar kelompok sasaran. |
- Meniﬁgkatnya pendapatanr anggota kelompok saéaran.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat diluar kelompbk
sasaran,
B. Variab'el,lndepcndent
1) Partisipasi Masyarakat diukur melalui :
a) Meningkatnya peran serta aktif kelompok sasaran dan
masyarakat dalam sumbangan i)ikiran.
- Tingkat kehadiran/keaktifan dalam kegiatan
- Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat
- _Tingkat keterlibatan masyarakat dalam UDKP
b) Meningkatnya dukungan terhadap tenaga dan biaya
- Tingkat gotong foyong masyarakat
- Tingkat sumbangan tenaga dan biaya.
¢) Meningkatnya kebersamaan dalam pengembangan program
- Tingkat kesadaran pengembangan dana bantuan.
- Tingkat kesadaran pemeliharaan hasil-hasil kegiatan
program.
2) Kemampuan Organisasi Pelaksana, diukur melalui
a) Tingkat pemahaman program oleh Organisasi pelaksana
b} Tingkat kemampuaﬁ organisasi pelaksana

- Tingkat kesesuaian pendampingan
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.- Tingkat kemampuan teknis
- Kemampuan pengembangan kegiatan
c)‘ _Tingl;at kecékap_aﬁ organisasi Ipelaksana
- .Ti_n_gkat menggali du.kungan masyarakat
- Tingkat kesesuaian pémﬁentukaﬂ-kelor_npok sisaran =
d) Tingkat ket;aﬁlbilan organisasi pelaksana -
- Tingkat ketrampilan kelbmpok sasara;l
- 3) .Kémunikasi program, diﬁkur melalui :- ‘
a) Tingkat kelengkapan atau kuaﬁtitas iqfoi’ma'si pfogram :
b) Tingkat pemaharhan inf:ormasi_melalui media elektronika
c) Tingkat pemahaman informasi melalui-media cetak
d) Tiﬂgkat pemahziman -informasi laﬁgsung dari. drgahisaéi .
. pelaksana |
| - ‘-Tingk.at - pemahaman informasi sgCafa Iesan-' oiéh
fasilitator atau sesama anggotg.' kelon"lpok sasararl.

- Tingkat pemahaman bimbingan fasilitator.

E. Jenis dan Sumber Data

Data 'yang dipergunakan dalam penelitiaﬁ ini adalah menggunakan data

primer dan skunder ;-

1

Data - primer, data yang . langsung diperoleh dari responden pada
pengel'oiaan program PPK di Kecamatan Gubug, .melalui kuesioner

kepada responden.
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2 Data skunder, data yang bersumbér selain dari sumber primer, yaitu
berasal dari lapor:an program, evaluasi program, unit pengelola,

fasilitator, konsultan dan Tim koordinasi.

nstrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti adalah :

1. Kuesioner yaitu instrumen yang digunakan untuk pengambilan data

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang baik bersifat tertutup
maupun terbﬁka dimana responden tinggal mengisi jawaban sesuai
dengan realita yang ada. |

2. Dokumenfasi yaitu instrumen yang berguna untuk »rnenclapatkan data

faktual dari catatan yang ada dalam semua proses kegiatan program.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2000) adalah wilayah generalisasi

'yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karateristik

tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 'dite.trik
kesimpuiannya. Dalam penelitian ini yang disebut populasi adalah mereka
kelompok sasaran penerima bantuan yang ada di seluruh Kecamatan Gubﬁg
di 9 desa. Kelompok sasaran secara keseluruhan berjunﬂah 103 kelompok
dengan 'perin'cian dalam tabel I1.3. Sedangkan sampel adalah sebagian dari
unit analisa yang diselidiki dapat mewakili populasi (bersifat representatif).
Sebab bila tidak representatif ibarat orang buta disuruh menyimpulkan

karakteristik gajah.
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Tetapi apabila dana tenaga dan waktu tefbatas maka tidaklah

mungkin untuk mengambil sampel yang besar, dan ini berarti presisinya

akan menurun (Singarimbun, 1995;150). Lebih lanjut dalam menentukan
besarnya sampel Singarimbtin menyatakan :

. besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang

: representatif beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel— tidak

boleh kurang dari 10 %, tetapi ada juga ahli lain yang menyatakan sampel
minimal 5 % dari satuan elemen dari populasi (LB Mantra dalam Masfi
Singarimbun,1989:106)

Menurut Harry King dalam Sugiyono, (2000:64) dalam

menentukan sampel tidak hanya didasarkan atas kesalahan 5% saja tetapi
bervariasi sampai dengan 15 % dengan populasi setingginya 200,

Dengan memperhatikan dari beberapa paﬁdangan dan ketentuan
yang dikemukakan oleh beberapa ahlinya seperti dimuka, maka dalam
penentuan sampel dipergunakan dengan random sampling karena semua
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata sebab polpulasi
dianggap homogen. Dari tiap kelompok populasi di tiap desa kita pilih

sejumlah anggota tertentu secara acak dan tiap anggota kelompok tersebut

mempunyai probabilify yang sama untuk menjadi sampel.

- Dengan menghubungkan penentuan sampel secara random sampling

dan dasar dari teori Harry King dengan Nomogramnya. Sehingga dalam

penelitian ini bisa dihitung dengan kepercayaan sampel dalam mewakili

ditetapkan sampai dengan 91%, dengan jumlah populasi yang ada yaitu 103
kelompok sasaran. Maka sesuai ketentuan dari Nomogram Harry King

ditulis Sugiyeno,(2000:66) penghitungannya adalah 0,40 x 103 (populasi) =
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41,2 sampel dibulatkan menjadi 40. Penghitungan secara rinci dapat dilihat

dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel . III. 1

Penetapan Sampel Penelitian PPK di Kecamatan Gubug
‘No Desa Populasi Proposive sampel Sampel
Kelompok sasaran (40%) {pembulatan)
1 Tlogomulyo 13 52 5 .
| 2| Ringinharjo 14 5.6 6
3 Baturagung | 23 9.2 9
4 | Jatipecaron 12 ' 4.8 5
5 Kunjeng 8 : 3.2 3
6 | Rowosari 8 ' 3.2 3
17 Papanrejo 12 4.8 5
8 Mlilir 7 2,8 3
9 Saban - 6 : 2.4 3
Jumlah 103 412 42

Sumber : Diolah dari Laporan Pelaksanaan PPK Kab. Grobogan Th 2001.

. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara ‘yaitu :

1. Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan membagikan kuiesioner

kepada responden.

* Interview , dilakukan secara langsung untuk memperdalam data secara

kualitatif.

Sur'vey lapangan dilakukan pada semua wilayah study terpilih dan
sesuai dengan pengambilan sampel, hal ini akan dipergunakan sebagal
komparasi data skunder dengan kondisi faktual sehir_lgg,_a akan
mengurangi bias penelitian. .

Wawancara  dengan  Konsultan  pendamping  dan  Tim

Fasilitator/Koordinator untuk memperdalam data secara kualitatif.




61

I; Teknik Analisa Data
Dalam menguji hipotesis penelitian, penulis akan menggunakan alat
bantd komputer dengan Program SPSS Ver.l0.0lteicnik analisa digunakan

teknik statistik Nonparametrik karena penulis berasumsi distrubusi data tidak

normal dan skala ordinal, dan karena skala pengukuran ordinal yang akan

digunakan untuk korelasi tunggal dengan Korelasi Rank Kendall sedangkan
korelasi ganda dengan Koefisien Konkordansi Kendall. Adapuh rumus tersebut

diuraikan secara singkat di bawah ini :
1. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau

Perhituﬁgan korelasi sederhana menggunakan Koefisien Korelasi Rank

Kendal Tau dengan rumus sebagai berikut :

Y2 N (N-1)
Keterangan :
Y2 N (N-1) : kemungkinan skor maksimum
S : skor yang sebenarnya
N : jumlah sampel

1 : koefisien korelasi kendall.

Apabila terdapat nilai yang sama maka memakai ramus :

S

VENN-1)-TxV%EN(N-1)-Ty
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Kéterangan : |
Tx = % %t (t-1) banyaknya angka yang sama dalam kelompok pada X
dan Ty Y Zt (t-1) = banyaknya angka sama dalém kelompok Y.
Ui Signifikansi. |
Untuk wuji sigqiﬁkansi koefisien korelasi, karena distr_ibﬁsi yang

dipergunakan mendekati normal akan menggunakan rumus “z°

'sebaga‘imanal tersebut dibawah ini :

: T
A .
v 2(2N+5)
9N(N- 1)
Kaidah hipotesis

Ho : di tolak apabila harga “ z ” hitung lebih besar dari pada harga

tabel “z”
Ha : di terima apabila harga “z” hitung lebih besar atau sama dengan

harga tabel. “z”

3. Koefisien Korelasi Konkordansi Kendall

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien Konkordansi

Kendall (W) dengan rumus sebagai berikut :

1/12k* (0" -n)

Apabila terdapat nilai yang sama maka rs (korelasi ganda)memakai

umus :
]

W:
(V122 @)} -kST
T
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Dimana ST membuat kita menjumlahkan harga-harga T untuk kesemua

~ k atau rangking data penelitian.

Keterangan: |

s = Y Ri’” RD)¥n

R = jumlah rangking

k = banyak variabel yang di korelasikan
n = banyak kolom
T=08-1)/12

: ' Uji Signifikansi

Untuk uji signifikan Koefisien Konkordansi Kendall dilakukan dengan
memasukkan harga “W” ke dalam rumus Chi Kuadrat yaitu
X2=k(@m1)W

Keterangan -

. X2 = Chi Square
k =banyaknya himpunan '

n = jumlah responden

W = Koefisien Konkordansi Kendall

Kaidah Hipotesis

Ho : di tolak apabila harga “ X2 ” hitung lebih besar dari pada harga

tabel “ X2 " dengan taraf signifikan 1% dan 5 % sedangkan Ha

diterima. |

Dalam skala pengukuran akan kami pergunakan dasar pengukuran

yang berpedoman skala Linkert. Untuk maksud tersebut dipilih 4 item
jawaban untuk setiap pertanyaan diberikan skor yang berbeda dari 1 (satu)
sampai 4 (empat) dengan penghitungan skor sebagai beirkut :

a. Setuju memiliki skor 4 (empat)

b.  Cukup setuju memiliki skor 3 (tiga)
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c. Kurang setuju skor 2 (dua)
d. Tidak setuju skor 1 (satu)
| 'Kemudia‘n untuk pengolahan dan perhitungan data penyusun Iienﬁlis
akan menggunakan bantuan komputer program SPSS Ver.10.01, hal ini kalmi

maksudkan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.
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‘BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN -

A GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN -

' Pemermtah Kabupaten Grobogan terdm dar1 19 Kecamatan satu

Diantaranya adalah Kecamatan Gubug dengan luas wilayah 71,112 Km dengan

jumlah penduduk 73.200 yang terdiri dari penduduk laki-laki 36.184 dan -pendud_uk

: perempuan 37.016 orang. Jumlah penduduk miskin data tahun 2001 ‘s'ebesar

-20 549 orang atau (31,75 %) terhadap penduduk desa’ d1 Kecamatan Gubug |

,ngkat pendldlkan di Kecamatan Gubug rata-rata penduduk bisa dlllhat dar1

tingkat pendidikan terkahir yang ditamatkan oleh penduduk yang terdiri dari tidak

. tamat SD (13,41 %), tamat SD (38,27 %), (SLTP 15,07 %), (SLTA 7,75 %),

(DU/D3 0,73%) dan Sarjana (0,48 %). Dari 44.388 orang miskin di Kecam‘étan-

Gubug tingkat bendidikan penduduk yang perpendidikan SD ada (85,23 %)

sedang yang pemdldikan tertmggl sampai dengan SLTA sebesar (14,77 %) Status

pekedaan penduduk di Keeamatan Gubug yang bekeda sebesar 35, 731 orang E

.(48 81%) adalah mereka yang mandm dan semi mandm terdiri dar1 tmgkat

.pekedaaMya yaitu berusaha /bekeda sendiri, berusaha dengan dlbantu bw-uh tldak

tetap dan ber—usahaj dibantu buruh tetap sebesar (44,94 %) dan mereka yang

berstatus buruh ‘yaitu buruh/karYawan/pekeda dibayar dan pekerja tidak. dibayar -

ada (55,06 %).
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Untuk mengetahui secara lebih detail tentang kondisi masyarakat berdasarkan

'tingkat pendidikan Kecamatan Gubug dapat dikhat pada tabel berikut

‘ Tabel 1V. 1
- Kondisi Penduduk Kecamatan Gubug Th 2001
‘Nama Desa IMI Penduduk |Pendidikan
: Penduduk Miskin_
SD SLTP/ [DU |
SLTA Sa~ana|
Penadaran 3.849 1.222 2,671 . 248 4]
Gelapan 1.659 1.044 853 325 10
Ngroto 4473 1.019 2197 1360] 27
Ginggangtani_ . 3.816 891 1.908)  1.033 24/
Jekerto 2854 688 1.092|  1.040 76
Saban | 2206 s1s| L9 531 20
Arifir 3.811 942 1452  1.147 34
[Kemiri 1 3265 866 1431 1.089 31|
Papanrejo A 2.120 1.044 1.107 502 13
Kunjeng 2.886 891 1.448 519 19
Trisari : 2.459 1.171 1.433 306 15
Kuwaron 7,625 1.069 3721 2209 153
Rowosari 2.663 866 13290 673 28
Gubug ' 3.466 866 3.8l  3.160 358
Pranten - : 1.839 1.069 1.026 346 9
Jatipecaron 1.968 942 1.031 298 '15
Baturagung 5.104 1.044 2039 590 18
Tambakan 2.848 1.044 1.705 304 15
Ringinkidul 1568 1.069 903 278 6
Ringinhatjo 3.269 891 1988 476 11
Tlogomulyo 4.452 1.095 2.672 366 16
Jumlah 73.200 20.549 37.831| 16.709 882

Sumber data: BAPPEDA Kab. G_rob. Th 2001.
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Tabel IV.2

Tingkat Pendidikan Organisasi LKMD
Tim Pelakasana Kegiatan Desa (TPKD) di Kecamatan Gubug

Jumlah Pendidikan Yang ditamatkan

No | Nama :
Desa - - 8D SLTP . SLTA S1
1 | Tlogomulyo - -3 2 I
2 | Ringinghado - 2 5 -
3 | Baturagung - 1 6 -
4 | Jatipecaron - - - 7 -
5 [ Kunjeng - 1 6 -
6 | Rowosari - 2 5 -
- 7 | Papanrejo - © 2 4 1
8 | Nflifir - - 3 3 1
-9 | Saban - 2 5 -
Jumlah 0 15 43 3

Sumber Data: Lapaoran kegiatan PPK Kec. Gubug Th. 2001.

Organisasi pelaksana pembangunan PPK y:ing ada di tingkat Kecamatan
terdiri dari Camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di tingi(at
kecamatan, Kési PMD sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PIOK),
Fasilitator Kecamatan clan Asistenl fasilitator yang dituﬁjuk oleh konsultan
kabtipateg dar_l unit pengelola kegiatan (UPK) yang anggotanﬁya ditunjuk secara
rflusyawarah dalamrforum UDKP tingkat Keeamatan. Kedudukan dan fungsi UPK
adalah ‘penanggundawab terhadap pelaksanaan kegiafan M di desa-desa, sedangkan
mekaqisme kinedanya dapat dillhat pada table dibawah. Struktur organisasi desa
dinamakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) terdiri dari seorang pen_asehat
diangkat dari unsure kepala desa, ketua umum diangkaf dari ketua -1 LKMD,
seorang ketua pelaksana, seorang sekrétaris, seorang bendahara clan dua orang
fasilitator yang diangkat melalui musyawarah dalarn forum musbangdes. Dari 9

desa secara keséluruhan telah membentuk kepengurusan dapat dillhat dalam
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lampiran. Kondisi umum dari kepengurusan secara keseluruhan begjumlah 63 orang -

dan secara kualifas dapat dilihat dari tingkat pendidikan anggota pengurusan. Dart
data yang ada dari organisasi pelaksana di desa tingkat pendidikan dari
pengurusnya di 9 desa adalah untuk tingkat pendidikan sarjana hanya ada 2
(3,17%) sedang lainnya dari SD tidak ada SLTP 15 orang SLTA 43 orang

Dalarn menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan PPK di desa maka

‘kedudukan dan mekanisme eda telah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan

kegiatan PPK, dengan- bagan mekanisme kedalam strukutur organisasi sebagal

berikut :

Gambar 3
Struktur Tim Koordinasi Pelaksana Desa
TPKD

Kepala

Bendahara Sekretaris

Fasilitator Desa

Kelompok
Sasaran
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‘Dari gambar tersebut diatas struktur organisasi nampak je_las

kgdudﬁkan dan kewenaﬁgan, dalam pembentukannya juga telah mem,enulhi. asas-
asas organisasi serta pemilihan orang yaﬁg duduk didalam. 6_rganisasi dilaksanakan

secara demokratis. Dalam struktur telah diatur tugas pokok dan fungsi mésiﬁg—

masing serta hubungan dan mekanisme secara rinci dan jelas dalam pedoman

pelaksanaan. Hal ini sesuai pandangan dari Sutarto (1993:44) suatu organisasi
daI-)ai':. berjalan dengan baik dan struktur organiéasi sehat ‘danr efisien hart.zslah'
melaksanakan menjalankan asas-asas organisasi.

 Walaupun pedoman pelaksanaan PPK telah disusun dengan baik'. di
tingkat Kabupaten, Kecamatan dan-Desa_ cukup lengkap, tetapi pada kenyataaanya
organisasi pelaksana berjalan kﬁrang efektif terutama ditingrkat desa. Hambatan ini

dialami karena faktor kualitas sumber daya manusia yang ada, rata-rata dari mereka

bependidikan SLTP sampai dengan SLTA- saja. Terlebih dalam penempatan orang '

kedalam struktur banyak jabatan rangkap, dimana bisa terjadi ketua TPKD
merangkap menjadi Fasilitator dan lainnya. Hal ini menyebabkan organisasi kurang
berjalan efektif seperti diuraikan Sutarto (1993).

Secara normatif organisasi pelaksana tidak terjadi kendala, tetapi

kenyataannya masih sulit, merekut orang-orang yang siap secara kualitas, yang

mampu melaksanakan tugas dengan baik, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil
pela.ksanaan kegiatén. Sedangkan tanggapan atau kesiapan masyarakat diluar

penduduk miskin rata-rata kurang perhatian karena sifatnya sukarela.




e

70

B. HASIL PENELITIAN

1. Keherhasilan Program Pengembangan Kecamatan

i?rogram Pengembangan Kecamatan (Program Pengembangan
Kecamataﬁ) yang merupakan. salah satu program pengentasan kerniskinan
mengandung prinsip Demokratisasi, Capasity building, mendorong misiatif
lokal penguatan kelembagaan formal & informal lokal dan iJenyediaan insentif
ekonomi. Program Pengembangan Kecamatan sanllpai dengan sekarang telah |
berlangsung empat tahun sejak tahun 1998/1999 sebgai upaya pemerintah
memperée’pat penanggulangan kemiskinan dengan pengalokasian stimulan
pada penduduk miskin melalui penguafan éistem pemerintahan yang baik,
khusus di tingkat lokal (7ocal governance} dari partisipasi dengan katé lain .
penanganan ini diterapkan melalui aspek ekor.lomi, sosial budaya dan politik.

| Pendekatan dari Program Pengembangan Kecamatan  adalah
desentralistik da:n bernuansa boftom up planning dan pemberdayaan
masyarakat yang hakek'at'nya adalah memberikan kesempatan képada
rﬁasyarakat uﬁtuk dapat menentukan kebutuuhan nyata mereka sebagai media
pembelaja?an masyarakat dan media institusi untuk kemudian memutuskan
sendiri pilihan kegiatan secara demokratis,

Program Pengembangan Kecamatan dilaksanakan déngan tujuan untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kernarnpuan
kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk
pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan saraﬁa ‘

dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Program
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‘Pengembangan Kecamatan int nampaknya sangat di tentukan olch faktor

kemampuan, komunikasi dan partipasi masyarakat dalarn pelaksanaaﬁ'
Program Pengembangan Kecamatan Untuk mengetahui seberapa tingkat
keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan pada Kecamatan Guﬁug
Kabupqten Gfobogan dapat dilihat hasil penelitian mengenai tingkat
perkembangan jenis usaha yang ada sebagai mana tersebut 'dalarﬂ tabel

berik-ut ini :

, Tabel IV.3

Pengaruh PPK terhadap Perkembangan j enis usaha

Tingkat Pengaruh Frekwensi %
Tidak berpengaruh ' 81 20,00
Kurang berpengaruh - 21 52,50
Cukup berpengaruh 8 20,00
Berpengaruh 3 7,50
Total 40 100,00

Di olah dari Jjawaban pertanyaan No.

Tabel di atas terlihat bahwa dari 40 responder; terdapat 21 orang yag
mengatakan bahwa Program Pengembangan Keeamatan temyata kurang
berpengaruh terhadap tingkat perkembangan jenis usaha yang ada di
Kecﬁmatan .Gubug Kabupaten Grobogan, sedangkan proporsi kedua terdiri
dari 8 orang responden menyatakan bahwa ' program Pengembangah '
Kecamatan cukup berpengal;uh pada jenis usaha masyarakat dan 8 responden
mengatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan tidak mempunyai
pengaruh. Sehingga data tersebut dapat disimpulkan bahwa program Program
Pengemﬁangan Kecamatan tidak mempunyal pengaruh pada perkemﬁangan

usaha pada Kelompok sasaran maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini
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memungi{inkan karena secara riil bantuan yang diberikag pada Kelbmﬁok
sasaran bélum dimanfaatkan .secara efektif untuk kegiatan usaha, karena
bantuan yang diterimakan secara nil lebih kecil dan lebih cenderung
'dipergunakan pada pembangunan sarana prasarana yang ad-a di pedesaan yang .
kurang mendukung perkembangan ekonorni prodﬁktif, selain perkembangan
jeﬂis usaha faktor lain untuk mengukur keberhasilan Program Pengemba’qgan
Kecarnatan adalah pengaruh tingkat perkembangan ekonomi desa

sebagaimana dalam tabel berikut ini :

, Tabel IV 4 :
Pengaruh PPK terhadap perkembangan ekonomi desa

Tingkat Pengaruh Frekwensi %
Tidak berpengaruh 4 10,00
Kurang berpengaruh 22 55,00
Cukup berpengaruh 10 25,00
Berpengaruh 41 . 10,00
Total - 40 100,00

Di olah dari jawabon pertanyaan No.2

Tabel di atas membuktikan bahwa temyata, dari data penelitian dari 40
responden telah teruﬁgkap 22 orang (- (55%) mengatakan bahwa Progr_am
Pengerﬂbangan Kecamatan yang bertujuan meningkatkaﬁ ekonomi desa
kurang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.riil desa,l sedangkan
pada proporsi yang kedua 10 orang ( 25 % ) menyatakan cukup berpengarﬁh.
‘Meskipun demikian hasil penelitian dapat disimpulkaﬁ bahwa program
pengembangan Kecamatan belum dapat berpengafuh secara positif terhadap -
perkembangan ekonomi desa baik kelompok sasaran maupun masyarakat pada

umumnya.  Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian pada tingkat
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pengetahuan Program Pengembangan Kecamatan dapat dillhat tabel berikut

in;
. , Tabel IV 5 .
Pengaruh Pengetahuan Kelompok Sasran terhadap PPK
_Tingkat Pengaruh Frekwensi %

Tidak mengetahui 5 12,50

Kurang mengetahui 18 45,00

Cukup mengetahui 9 22,50

Mengetahui 8 20,00
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.3
Data penelitian di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden
terdapat 18 rang atau (45 % ) yang mengungkapkan bahwa para kelompok

sasaran kurang pengetahui tentang Program Pengembangan Kecamatan,

sedngkan 9 orang atau ( 22,5 % ) mengatakana cukup mengetahui tentang

program pengembangan kecamatan. Dari dapat tersebut dpat ditarik suatu

kesimpulan bahwa kelompok masyarakat tidakmengetahui tentang progrém

prngembnagan kecamatan. Hal ini sangat di mungkinkan karena komunkiasi

antar kelompok sasasran dengan pendamping dirasakan kurang intens, selain
itu mungkin cara pen'yampaia.n pesan atau, isi dari materi masth kurang jelas,
hai ini karena para peserta kelompok sasaran rata-rata berpendidikan dasar.
Setelah mengetahui pengaruh dari obyek sasaran program, kita akan melihat
perkembangan hasil — hasil pembangunan sarana paraéafana ekonomi desa

penerima bantuan sebagaimana hasil penelitian pada tabel dibawah ini :
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Tabel IV.6 :
Pengaruh PPK terhadap Kualitas Pembangunan
Sarana Prasarana Ekonomi Desa

Tingkat Pengaruh Frekwensi %
Tidak baik 4 10,00
Kurang baik 27 67,50
Cukup baik 5 12,50
Baik 4 10,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.4

Perkembangan pembangunan sarana prasarana ekonomi desa sebagian
besar merupakgn bentuk rehabilitasi sarana yang sudah ada, kegiatan
rehabilitasi pernbangunaﬁ prasarana fisik berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembangunan kurang berhasil dengan baik dari tingkat
kualitas. Hal ini bisa dapat dimengerti karena rehabilitasi yang dilaksanakan
seperti jalan dan pasar sangaf terbatas sekali alokasi biaya, waktu dan SDM
Belaksana.' Dengan kendala keterbatasan tersebut cukup berpengaruh pada
capaian hasil rehabilitasi secara menyeluruh. Gejala ini diperlihatkan dari
jawaban n?sponden (67,5 %) menjawab kurang baik, yang menjawab be;ik dan
cukup baik hanya (12,5 %) dan (10 %) serta (10%) menjawab tidak baik.
Setelah mengetahui perkembangan sarana prasarana, perlu juga kita ketaﬁﬁi
hasil pembangunan tersebut terhadap perkembangan. ekonomi desa, -

sebagaimana tabel hasil penelitian dibawah ini :

Tabel IV. 7
Pengaruh PPK dengan Kegiatan Perkembangan Ekonomi Desa
_ Tingkat Pengaruh Frekwensi %

Tidak berpengaruh 6 15,00
Kurang berpengaruh 18 45,00
Cukup berpengaruh 7 17,50
Berpengaruh 9 22,50

' Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.5
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Hasil pembangunan program PPK berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan,

' jembatan dan sebagian kecil pasar terhadap perkembangan ekonomi desa

secara la,ngsu_ngA kurang signifikan, kurang tepat sasaran dalam mendukuhg
secara langsung terhadap perkembangan ekonomi desa, icarena sebenarnya -
kebutuhan mel;eka adalah daya beli ylang rendah. Hal ini ditunjukkan dari 40
résponden (45 %) menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana fisik
kurang brerpengaruh terhadap perkembangan ekonomi desa. (22 %)
menyatakan berpengaruh, (17,5 %) menyatakan cukup berpengaruh dan (15
%) menyatakan tidak berpengaruh. Dalam pembangunan ekonomi desa
ternyata faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap kelompok sasaran
adaiah bantuan bagi pengembangan usaha dengan memberikan bantuan modal

usaha, peningkatan kualitas produksi dan aspek pemasaran. Keberhasilan PPK -

~ sesuai tujuannya maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

khususnya bagi kelompok sasaran, pengaruh tersebut dapat dilihat dari hasil

penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 8.
Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan Kelofnpok Sasaran.
Tingkat Pengaruh Frekwensi %

Tidak meningkat 3 7,50
Kurang meningkat 18 45,00
Cukup meningkat 11 27,50
Meningkat 8| - 20,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.6
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Bagaimana usaha program PPK mampu Imeningkatkan pendapatan
kelompok sasaran dapat dilihat dari jawaban responden, mereka sebagian besar
menyataiian' lbahwa kegiatan program PPK tidak berpengaruh langsung

terhadap peningkatan pendapatan dari 40 responden (45 %) menyatakan

pendapatan pokmas sebagai adanya kegiatan PPK kurang meningkat, (27,5 ‘%) K

yang menyatakan cukup meningkat (20 %) menyatakan meningkat dan hanya

(7,5 %). Peningkatan pendapatan pokmas sangat dipengaruhi akan besarnya

bantuan modal dan peran fasilitas dalam membantu pemasaran penguatan

modal cukup signifikan terhadap kemajuan pendapatan karena permasalahan
yang dihadapi oleh beberapa sasaran adalah lemahnya modal dan kualitas
produksi. Salah satu tujuan keberhasilan PPK adalah adanya peningkatan

pendapétan bagi masyarakat baik kelompok sasaran khususnya maupun diluar

kelompoksasaran. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian seperti tébel sebagéi

berikut :
Tabel IV, 9
Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan
Masyarakat Diluar Kelompok Sasaran.
Tingkat Pengaruhi Frekwensi %

Tidak berpengaruh 4 10,00
Kurang berpengaruh 18 45,00
Cukup berpengaruh 14 35,00
Berpengaruh : 4 10,00

Total 40 100,00

Di olah dari jaowaban pertanyaan No.7
Pehgaruh program terhadap masyarakat di -luar kelompok sasaran
menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan hal ini dilihat dari pernyataén

responden 45 % menyatakan kurang berpengaruh dan (35 %) cukup
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berpengaruh dan yang menyatakan'berpengaruh hanya (10 %) sama dengan

pernyataan tidak berpengaruh (10 %). Berpengaruhnya peningkafan

pendapatan pada sasaran di luar pokmas atau pengaruh masyarakat luas

ditunjukkan oleh iklim ekonomi desa. Peningkatan prasarana dan pengﬁatan
modal bagi pokmas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisabkan tetapi
pembagian besarnya dana untuk kegiatan harus dilaksanakan secara

proporsional sesuai kebutuhan pengaruh tidak langsung yang menjadi .tujuan

adalah kepedulian dan kegotong royongan masyarakat terutama bagi mereka

masyarakat yang tergolong mampu. Keberhasilan PPK selain faktor ekonomi

.maka diharapkan pula mampu mengatasi masalah sosial yang dalam hal ini

adalah partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan -

kelompoknya sendiri, untuk itu dari dapat dilihat pada tabel hasil penelitian

dibawah ini :

Tabel IV. 10
Tingkat Pengembalian Modal Usaha oleh Kelompok Sasaran
Tingkat Pengembalian Frekwensi % '
Tidak lancar 5 12,50
Kurang lancar 17 42,50
Cukup fancar 13 32,50
Lancar 5 12,50
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.8
Setelah kita melihat pengaruh dampak hasil kegiatan program PPK
keberhasilan program sesuai tujuan pemberdayaan masyarakat adalah

p‘emanfaatan dana perguliran. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kelancaran

pengembalian modal yang bisa dikembangkan pada masing-masi_ng anggota
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pokmas (42,5 %) menyatakan kurang laqcar, (32,5 %) cukup lancar (12,5 %)
tidak lancar dan hanya (5 %) yang menyatakan bahwa pengembalian modal
secara lancar. Pengembalian modél sangat tergantung pada tingkat kesadaran -
kelompok sasaran dan kemajuan usaha, kurang lancarnya pengembalian modal
sebé.gian besar diakibatkan pada ketidékmampuan- pokmas dalam
mengembangkan usaha. Sebagian besar (55 %) kurang lancar dimana dalatn :
satu tahun perguliran atau péngembalian modal tidak mencapai 75 %, sehingga
sulit sekali. program PPK bisa berkembang. Setelah kita ketabui tingkat
pengembalian dana bantuan usaha bagi kelompok sasaran yang kuraﬁg la.nqar,
kita’ peflu mengetahui juga ketepatan pengembalian dana béntuan karena hal

ini berpengaruh terhadap kelancaran perguliran dana. Untuk ha! ini bisa dilihat

dalam tabel dibawah ini berdasarkan hasil penelitian :

Tabel IV. 11
Tingkat Kedisiplinan Pengembalian Modal Usaha
Tingkat Pengembalian Frekwensi %o
Tidak tepat waktu 6 15,00
Kurang tepat waktu 6 15,00
Culup tepat waktu 21 52,50
Tepat waktu 7 17,50
: Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.9
Ketepatan waktu pengembalian dana bergulir sangat dibutuhkan dalam

upaya pengembangan kegiatan dimana tujuan yang diharapkan program

‘mampu berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian ketepatan waktu

pengembalian '(52,5 %) cukup tepat dan (17,5 .%) tepat sedang (15 %)

menyatakan cukup tepat dan (15 %) tidak tepat. Walaupun pengembalian
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cukup lancar seperti analisis pada tabel 8 di atas, ternyata dalam ketepatan

waktu pengembalian cukup tepat artinya bahwa mereka pokmas cukup
mematuhi kesepakatan bersama antara pokmas yang terangkum dalam tata
tertib, sehingga tanggung jawab Pokmas cukup baik dalam pengembangan

prograrh. Salah satu unsur keberhasilan PPK oleh kelompok sasaran -adalah

adanya pertanggungjawaban oleh kelompok sasafan, sebab bentuk-

pertanggungjawaban sudah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat,

‘sehingga penting untuk diketahui bagaimana tingkat pertanggungjawaban

pelaksanaan PPK oleh kelompok sasaran. Sesuai hasil penelitian dapat dilihat -

pada tabel dibawah ini :

- Tabel IV. 12 _
Tingkat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PPK

oleh Kelompok Sasaran
" Tingkat Pertanggunjawabn | Frekwensi %
Tidak baik 3 7.50
Kurang baik . 20 50,00
Cukup baik 13 32,50
Baik ‘ 4 10,00
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 10.

Selain tanggung jawab terhadap hasil kegiatan ekonomi produktif, '

keberhasilan dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab laporan kegiatan
pembangunan yaitu tingkat transparansi hasil penelitian menunjukkan bahwa
(50 %) menyatakan kurang bertangguﬁg jawab (32,5 %) cukup tanggung
jawab (10 %) bertanggung jawab danr(7,5 %) menyatakan tidak bertaﬁggung
jawab. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih ada ketidakpercayaan

masf,rarakat atau kelompok sasaran terhadap para pengelola program,
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walaupun ‘para pengurus maupun pengelola mereka sendiri yang menentukan
sebagian besar isi laporan sudah transparan tetapi tidak disusun dengan baik

-atau tidak lengkap hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas SDM yang

rendah. Ketidakpercayaan masyarakat' yang timbul sering diakibatkan ‘pad‘a '

peran sentral pengurus yané.dalam pelaksanaannya masih ada unsur KKN.
Selanjutnya salah satu pengaruh keberhasilan PPK adalah adanya penjngkétan
terhada kemampuan sasaran dalam mengatasn permasalahannya dalam hal ini
dapat dilihat dari hasil penehtlan terhadap kemampuan dlskuSI afau
musyawarah oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Hasil penelitian dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV. 13
Tingkat Kesesuaian Hasil Musyawarah Terhadap Kebutuhan
Tingkat Kesesuaian Frekwensi %

Tidak sesuai 8 20,00
Kurang sesuai 21 52,50
Cukup sesuai 5 12,50
Sesuai 6 15,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 11,

Keberhasilan program akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian

kebutuhan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan memang mendapatkan

_prioritas yang tepat bagi kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian

kebutuhan riil terhadap hasil musyawarah (52,5 %) menyatakan kurang -

sinkron, (20 %) menyatakan tidak sinkron (12,5 %) menyatakan cukup
sinkron dan (15 %) menyatakan sinkron. Menentukan kebutuhan riiil dalam
musyawarah memang sesuatu yang mudah, terlebih banyak sekali kepentingan

yang harus diakomodasi tidak sinkronnya hasil musyawarah dengan kebi.ltuhan
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banyak dipepgaruhi oleh hal-hal seperti tingkat kesulitan dalam menentukan
prioritas program, sehingga akhirnya karena keterbatasan SDM sebagian besar
pesertaQ Vmengambil sikap untuk menentukan kegiatan ;vang habis’ pékai
khususnya~ pembangunan fisik yang lebih mudah tingka£ £anggun;g jawabnya

dibandingkan dengan kegiatan ekonomi produktif. Setelah kita melihat tingkat

‘keberhasilan terhadap kegiatan ekonomi produktif dan sosial, maka perlu juga

kita ketahui bagaimana pengaruh hasil pembangunan sarana prasarana

terhadap pengaruh langsung bagi pendapatan masyarakat. Hal ini dapat kita
ketahui dari-hasil penelitian seperti dalam tabel dibawah ini :

: Tabel IV. 14 _
Pengaruh Manfaat Hasil Pembangunan Sarana Prasarana PPK
Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Tingkat Manfaat Frekwensi %
Tidak bermanfaat 4 10,00
Kurang bermanfaat 8 20,00
Cukup bermanfaat 24 60,00
Bermanfaat 4 10,00

Total - 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.12

Keberhasilan kegiatan program terhadap peningkatan pendapatarlx
adalah bagaimana kegiatan bisa memberikan manfaat langsung terhadap
peningkatan pendapatan, Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui
kegiatan f)rogram berdasarkan hasil penelitian (60 ‘%j ﬁlenyatékan cukup
bermanfaat (20 %) kurang bermanfaat (10 %) tidak bermanfaat dan (10 %)

‘bermanfaat. Kemanfaatan langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat

terlihat pada tingkat kelancaran sarana transportasi, penyediaan fasilitas

pemasaran dan bantuan modal serta administrasi yang baik, sedangkan
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pengamh tingkat pendapatan seperti terurai dalam analisis di depan lebih

terarah pada kemanfaatan langsung dengan hasil-hasil pembangunan sarana )

~ prasarana PPK térhadap pehingkétan pendapatan keluarga. Kemudian fétktor
y.ang Sang_at penting dalam keberhasilan PPK adalah perwujudan dari maksud
dan tujuan .program itu sendiri, yaitu bagaimana program tersebut mampu
menumbuhkan peran masyarakat dalam memiliki dan lmel;ésterikan program
untuk keéinambungan kegiafan di des;d maupun -dil tingkat Ikecamatan.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari hasil penelitian seperti terurai pada tabel

‘dibawah ini :
Tabel IV. 15
Tingkat Pelestarian Kegiatan PPK
- Tingkat Pelestarian Frekwenst %
Tidak baik 5 12,50
Kurang baik 25 62,50
Cukup baik 4 10,00
Baik 6 15,060
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 13
Keberhasilan program dapat dilihat juga terhadap tingkat pelestarié.n

hasil pembangunan, sesuai dalam tujuan dan sasaran pelestarian program

merupakan unsur penting dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai

upaya memecahkan masalah kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian (65,5%)
menyatakan-tingkat pelestarian kurang baik(10%)menyatakan cukup baik ( 12,
5l % ) menyatakan tidak baik dan hanya (15%) yang menyatakan baik. Hasil ini
memperlihatkan bahwa tingkat pelestarian program kurang berhasil cliengan

baik, hal ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran terhadap
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dukungan atau kepemilikan terhadap  setiap kegiatan pembangunan di desa,
terutama rendahnya dukungan masyarakat luar kelompok sasaran. Kepedulian

bagi mereka penduduk yang tegolong mampu untuk membantu dan

.memperhatikan terhadap kepentingan bersania dalam upaya memecahkan
masalah kepentingan desa sangat  rendah. Berbagai hal tersebut juga .

~ dipengaruhi oleh sikap dan mental masyarakat yang kurang tekun dan ulet.

Kemudian bagaimana penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan
program yang diserahkan kewenangan penuhnya kepada masyarakat, hal int
merupakan prinsip utama dari PPK, édapun hasil penelitian dapat kita Iihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 16
Tingkat Penerimaan Program PPK
' Tingkat Pelenerimaan Frekwensi |. Y
Tidak menerima 4 10,00
Kurang menerima 14 35,00
Cukup menerima 13 32,50
Menerima 9 24,50
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 14

.Salah satu keberhasilan program sangat ditentukap oleh penerimaan
program ciari Pokmas penerin;la sasaran. Berdasarkan hasil penelitian bahwa
program dapat diterima oleh masyarakat sesuai tujuan dan sasarannya apabila
kita hubungkan dengan penerimaan program maka ada rélefansinya. Hal ipi
ditunjukkan ternyata bahwa hasil penelitian penerirﬁaan Pokmas menunjukkan
dé,ri hasil jawaban responden menerima program hanya (22,5 %) sedangkan

(32,5 %) cukup menerima dan (35 %) kurang dapat menerima sedang (10 %)
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tidak dapat menerima. Kurang dapat menerimanya program banyak disebat.bkan
karena kurang pengetahuan masyarakat dan kurang jelasnya informasi yang
dibutuhkan loleh mereka program pemberdayaan dalam PPK merupakan
konsep'p'embangunan yang baru sehingga terlihat masyéraké.t'belum siap baik

" itu dalam hal kuantitas maupun secaﬁ‘a' kualitas. k.en'yataan ini -sangat
dipe_,ngaruhi oleh tingkat kualitas SDM Pokmas maupun fasilitas di tingkat
‘desa. |

| Kﬁrang‘ berhasilnya progl;am Pengembangan Kecamatan tersebu.t '
sahgat dipengaruhi hubungan dengan variabel bebas seperti partisipasi,

kemamphan. organisasi pelaksana dan komunikasi program sebagai berikut:

2. Partisipasi (X 1)
Untuk mengukur keberhasilan Program Pengémbangan Kecamatan di
Kecafnatan Gubug dilihat dari tingkat frekwensi peserta dalam setiap kegiatan

dan musyawarah UDKP di desa sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini

Tabel IV 17
Tingkat Frekwensi Peserta Diskusi dalam PPK
Tingkat Kehadiran Frekwensi %
Tidak baik 4 10,00
Kurang baik 3 7,50
Cukup baik 23 57,50
Baik 10 25,00
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 15

Tabel di atas membuktikan, pada tingkat frekwensi kehadiran dalam
rapé.t atau diskusi yang dilakukan oleh UDKP dan kelompok sasaran maupun

LKMD dalam membahas program pengembangan ekonomi desa terungkap,
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dari_40 responden, telah terungkap 23 orang atau (57,5 %) mengatakan cukup
baik dan 10 .ofang mengatakan baik sehingga dalam perternuan kelompbk
‘sasaran cukub aktif dan baik. Meskipun demikian masih -perlu ditingkatkan
karena niasih terdapat 7 orang yang mengungkapkan bahwa penemuaﬁ'
tersebut kurang baik. Selanjutnya indikator keberhasilan program
pengembangan kecamatan dapat dilihat dari indikator | aktivitas kelorﬁpok |

sasaran dalam menentukan setiap kebijakan kelompoknya sebagaimana tabel

dibawah ini ;
Tabel IV.18
Aktivitas Kelompok Sasaran dalam Diskusi/Pertemuan Rutin
Tingkat Aktivitas Frekwensi %

Tidak aktif 7 17,50
Kurang aktif’ 11 27,50
Cukup aktif 17 42,50
Aktif 51 . 12,00

Total - | 40 100,00

* Di olah dari jawaban pertanyaan No. 16

- Dalam tabel di atas mernbuktikan bahwa keterlibatan kelompok
sasaran dalam keikutsertaan memberikan pandangan atau. masukan dri 40
orang terdapat 17 orang ( 42,5% ) mengatakan cukup aktif sedngkan pé.da
proporsi kedua menyatakan kﬁrang aktif, sehingga dari fabel tersebut di atas
dapat isimpulkan bahwa keterlibatan kelompok sasaran dalam rapat sudah baik
namun dari segi keberanian dalam mengemukakakn pendpﬁt atau pandangan
dirasakan kuréng baik. Indikator lain adalah tingkat kemampuan organisasi |
pelaksana Program Pengembangan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
berikut ;mi. Indikator lain untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program
Pengembangan keeamatan adalah akan dilihat dari tingkat keterlibatan Forum

U13KP dalam ernfasilitasi kegitan, hal ini dapat difiliat darai tabel berikut ini :
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: Tabel IV.19
Peranan Kelompok Sasaran dalam Diskusi UDKP
Tingkat Peranan! Frekwensi %
Tidak aktif L 5 12,50
Kurang aktif : ! 6 15,00
Cukup aktif 23 57,50
Aktif f 6 15,00
Total ? 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 17

Tabel ﬁi atas memléuktikan bahwa hasil .penelitian tentang tingkat
keterlibatan U13KP dalamé kegiatan Program Pengembangan Kecamatan
Gubug Kabupaten Grobogan telah terungkap dari 40 responden, terdapat 23 (
57,5%) orang yang menyat;ikan bahwa keterlibatan UDKP dalam kegiatan
Pengembangan Prograrn Ke;camatan cukup. aktif, sedangkan proporsi kedua -
11 orang ( 27,5 %) mengléngkapkan kurang aktif, dengan demikian dapat
disifnpulkan bahwa tingkat k;aterlibatan UDKP dalam. Program Pengembangan
Kecamatan sudah cukup ;baik, meskipun demikian perlu ditingkatkan, -
- mengingat masih ada angéapan bahwa keterlibatan masih kurang baik,
disamping itu untuk mencapa:i tingkat keberhasilan minimal keterlibatan UDKP
harus berpredikat baik. Nilai-m’lai penting dari prinsip partisipasi masyarakat
adalah fingkat gotong royongz masyarakat dalam melaksanakan semua kégiatan

PPK, selanjutnya hasil penelifién dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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: Tabel IV.20
Tingkat Kegotongroyongan dalam Pelaksanaan PPK
Tingkat Frekwensi Frekwensi %
Tidak pernah 3 7,50
Kadang-kadang 6 15,00
Sering 15 37,50
Selalu ikut : 16 40,00
Total . 40 100,00

Di-olah dari jawaban pertanyaan No. 18

Tingkat : gotong royongan merupakan gambaran bentuk partisipasi
masyc;lrakat dé.lam keberhasilan program seﬁab tidak adanya dukungan
masyarakat tentu akan berpengaruh - melihat hal- tersebut maka kego_tong '
royongan mésyarakat dalafn .setiap kegiatan menjadi hal yang penting. Hasil '
penelitian‘menunjukkan bahwa frekuensi gotong royong menunjukkan hal yang |
baik 40 % sangat sering melaksanakan (37,5 %) sering dan yang menjawab
tidak pefﬁah melaksanakan gotong royong hanya (7,5 %) cllan kadang-l'(adéng
~ hanya (15. %) gotong royéng banyak dilaksanakan melalui kegiatan
pembangunan sarana prasarana fisik sedangkan untuk kegiatan pembangunan
sarana prasarana fisik sedangkan untuk kegiatan ekonomi. produktif gotong
royong sulit dikembangkan karena bentuknya diiaksanakan usaha panjang
sedéng bentuk koperasi sulit untuk dikembangkan, keadaan ini juga berpengaruh
terhadap 'p'enentuan kebijakan penentuan kegiatan yang lebih menyenangi
penanganan kegiatan fisik lebih mudah, &an menggantungkan khususn}fa bagi
pengelola. Tingkat partisipasi lainnya dapat ditunjukan melalaui bentuk kerelaan
masyarakat dalam memberikan sumbangan baik materiil maupun inmateriil, hasil

penelitian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
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Tabel IV.21

Tingkat Kerelaan Sumbangan Masyarakat

Tingkat kerelaan Frekwensi Yo
Tidak baik 4 10,00
Kurang baik 3] 7,50
Cukup baik . 8 20,00
Baik 25 62,50
Total | 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 19

Bantuan berupa tenaga dan biaya dari masyarakat juga befpengamh
terhadap. optimalisasi kegiatan PPK, karena apabila dilihat da1;i jumlah an'gga,ran
' tentunya tidak sepenuhnyla memadai tetapi cukup terbataslbz;ik secafa kuantifaé
maupun kualitas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 respondén
menyatakan bahwa sumbangan bantuan tenaga dan biaya saﬁgat baik (62,5 %),
(20 %) menyatakan baik dan (7,5 %) menyatakan kL!rang baik, serta hanya (16 |
- %) yang menyatakan tidak baik. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi
masyarakét‘ dalam menyukseskan kegiatan program éangat baik khusugnya
un£uk pembangunan sarana prasarana fisik. Sedangkan untuk sumbangan bagi
kegiatan di luar kegiatan pembangunan fisik kurang baik khususnya dukungan
dari mereka yang di luar- kelompok sasarah. Tetapi keberhasilan kegiatan
ekonémi produktif pada dasarnya sangat ditentukan oleh setiap kelornp'ok
sasaran atau anggotanya, sedangkan sumbangan masyarakat bersifat tidak
langsung. Setelah kita mengetahui peran masyarakat secara umum dalam
kegiatan PPK, maka perlu kita lihat tingkat partisipasi kelompok sasaran itu
sendiri dalafn mengembangkan kegiatan untuk kesinambungan kegiatan, adapun

hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Tabel 1V .22
Tingkat Perguliran Dana Bantuan olek Kelompok Sasaran

. Tingkat Pengembalian Frekwensi % -
Tidak tertib 2 5,00
Kurang tertib - . © 30 75,00
Cukup tertib : 4 - 10,00
Tertib 4 10,00

_Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 20

Tingkat kemandirian kelompok sasaran . bisa dilihat dari tingkat )

perguliran dana bantuan, diéini terlihat gambaran tingkat tanggung jawab

kedisiplinan dan kepercayaan hasil penelitian menunjukkan bahwa (75%)
berjalan kurang tertib, (5 %) tidak tertib, (10 %) cukup tertib dan hanya (10
%) vang tertib. Ketertiban perguliran dana bantuan oleh Ilcel-ompok sasaran
menunjukkén tingkat partisipasi cukup kurang, kemandiria.n dan i(edisiplinan
kurang tertuang dalam setiap anggota kelompok sasaran. Kesulitan utama dalém

kegiatan ekonomi produktif memang terjadi pada tingkait perguliran dana

~ sehingga untuk menentukan anggota Pokmas saﬁgat sulit yang merupakan

dialihkan problem dimana sasaran yang ditentukan adalah penduduk miskin,
tetapi karena kondisinya cukup sulit untuk berkembang dn secara kualitas dari
mereka sangat rendah. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat yang terpenting

bagi kesinambungan kegiatan adalah bagaimana partisiapasi masyarakat baik itu

kelompok sasaran itu sendiri maupun masyarakat bukan kelompok sasaran, hasil

penelitian dapat dilihat pada berikut ini :
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Tabel IV.23
- Tingkat Pemeliharaan Hasil Kegiatan PPK
Tingkat Kesediaan Frekwensi Yo
Tidak baik 5 12,50
Kurang baik 10 - 25,00
Cukup baik 18 45.00
Baik 7 17,50
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 21
Hasil pembangunan bagaimanapun baik hasilnya tanpa ada
pemeliharaan yang baik maka tidak akan berkesinambungan dengan baik

térhadap manfaat dan dampak pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa (45 %) masyarakat cukup baik dalam kesediaan memelihara “hasil

pembangunan (17,5 %) menyatakan baik dan (25 %) kprang baik sedang yang
me_nyataké.n tidak baik hanya (12,5 %) kesediaan pemeliharaan tentunya
menggambarkan tingkat kesesuaian kebutuhan masyarakat, mereka. dapat
memanfaatkan dan berdampak positif, sedangkan bagi mereka yang menjawab
tidak baik atau kurang baik karena menganggap kurang sesuai dan kurang

menguntungkan bagi mereka.

3. Kemampuan Organisasi (X2)

Selain dimensi partisipasi faktor lain yang berhubungan dengan
tingkat keberhasilan Program Kecamatan di Kabupaten Grobogan Kecamatan
Gubug  antara lain tingkat kemampuan organisasi, untuk mengetahui data

penelitian seberapa tingkat hubungan kemampuan organisasi dapat dilihat

padatabel berikut ini:
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‘Tabel IV.24
Pemahaman Fasilitator Terhadap Tugas Pendampingan
Tingkat Kemampuan Frekwensi %o
Tidak baik 3 7,50
Kurang baik 13 32,50
Cukup baik 16 40,00
Baik 8 20,00
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 22
Salah satu unsur untuk menilai suatu keberhasilan adalah bagaimana

tingkat. kemampuan organisasi pelaksana dalam pengelolaan program di sini

salah satu kemampuan organisasi pelaksana adalah - kemampuan dari .

fasilitatornya. Fasilitator yang baik tentunya mereka mempunyai kecakapan

dan’ kemampuan yang lebih secara berkuantitas dan kualitas semakin tinggi

tingkat pemahaman fasilitator terhadap program maka akan semakin baik X

dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaannya. Dari‘hasil
penelitian terhadap pemahaman fasilitator sebagai petugas i)endamping bagi
kelompok.sasaran (32,5 %) menyatakan kurang baik dan (40 %) cukup baik,
sekﬁngga dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman fasilitator terhadap
program cukup baik sebab yang menyatakan baik hanya (20 %) dan tidak baik
(7,5. %). Kesempatan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM organisasi

pelaksanaan yang rata-rata berpendidikan SLTA ke bawah sehingga tingkat

kecakapan dan pemahaman cukup berpengaruh. Fasilitator sebagian besar

adalah pengurus kelompok pengelola di desa, sehingga tingkat konsentrasi

terhadap peran dan fungsi menjadi terbelah dengan bagaimana mengelola
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administrasi kegiatan itu sendiri, sehingga terhadap kesempatan mereka untuk
lebih intensif terhadap program menjadi kurang optimal. Wélaupun ada pola
pendampingan dari konsultan dan fasilitator di tingkat Kecamatan keadaannya
relatif sama menjadikan keadaan kurang efektif, keiemﬁhén yang :saqéat
menonjol adalah tingkat kemampuan rteknis dan p.eﬁgaiamaﬁ sehingga
berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mereka, di .sini walaupun begitu
‘baiknya konsﬁltan dan fasilitator di tingkat kabupaten apabila pelaksanaan ‘
sangat terbatas waktunya belum cukup untuk proses pembelajaran. Kemudiaﬁ '
bagaimana tingkat kesesuaian fasilitator dalam memberikan bantuan teknis
kepada kelompok sasaran sehingga peran fungsi fasilitator bisa berjalan efektif,
Hasil pe_nelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.25

Kesesuaian Kebutuhan Fasilitator dalam Pendampx;ngan
terhadap Kelompok Sasaran

Tingkat Kemampuan Frekwensi %
Tidak baik 5 12,50
Kurang baik 18 45.00
Cukup baik 13 32,50
Baik 4 10,00

Total ' 40 100,00

Di olah dari jawaban perfanyaan No. 23
| Dengan adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan tertulis
d'ari fasilitator maka cukup berpengaruh tefhadap tingkat kesesuaian teknis
yang dapa_t diberikan kepada kelompok sasaran hal ini bisa dibuktikan éiengan
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari responden (45 %) menyatakan
kuréng baik (32,5 %) cukup baik dan hanya (10 %) yang menyatakan baik

sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat kesesuaian bantuan teknis sangat
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terbatas yang mampu diterima oleh kelompok sasaran. Kondisi dipengaruhi

-oleh seperti apa di analisis No. 23 di depan sehingga kelompok sasaran

mengaiaﬁﬁ kesulitan dalam melaksanakan kegiatan khususnya bagi kegiata.ﬁ '

- ekonomi produktif.
Tabel IV .26
Tingkat Kemampuan Fasilitator
.. Tingkat Kemampuan Frekwensi % -
Tidak mampu . 9 22,50
Kurang mampu ' 9 22,50
Cukup mampu 14 35,00
Mampu 8 20,00
Total 40 100,00 |

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 24

Pada tabel di atas, membuktikan bahwa data penelitian yang

menanyakan tentang tingkat kemampuan organisasi pelaksana, dari 40
responden, terdapat 14 orang atau { 35%) mengungkapkan bahwa tingkat

kemampuan fasilitator dalam melakukan" bimbingan kelompok sasaran cukup

mampu, sedangkan . pada proporsi kedua 18 orang atau ( 45 %)

mengungkapkan tidak/kurang mampu. Sehihgga dari data tersebut dapat di
sarikan bahwa fasilitator dalam mengemban tugas sebagai pembimbing
kelompok sasaran dirasakan masih kurang memadai. Meskjpunterdapat 8
orang ( 20% ) responden mengatakan mampu, kemungkinan data tersebut
kurang falid. Indikator lain dapat dilihat dari tingkat peran yang dimainkan
oelh fsilité.tor dalarn melakukan bimbingan kepada para kelompok sasaran

dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:
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: Tabel IV 27 _
Peran Fasilitator Dalam Mendukung Kelompok Sasaran
Tingkat Dukungan Frekwensi %o

Tidak baik 9 22,50

Kurang baik 13 32,50

Cukup baik 10| 25,00

Baik 8 20,00
Total 40 100,00

Di o(ah dari jowaban pertanyaan No. 25

Dari tabel tersebut di atas terkhat, yaitu pertanyaan yang disampaikan
kepada kelompok sasaran, -diternukan 13 orang responden (32,5%)
mengungkapkan bahwa pada dasarnya fasilitator belum  dapat
mendukung/memainkan peran daIam. menjembatani usaha para kel:ompok
sasaran. Proporsi kedua 10 responden atau (25%) mengungkapkan telah
meﬁdukung kegiatan yang dilakukan olch para kelompok sasaran. Mesldﬁun
demikian dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator dalarn mewujudkan
keberhasilan program pengembangan kecamatan masih dirasakan kurang
mendu_kl_lng. Hal ini sangat dimungkinkan karena secara empiris bantuan ‘yang
diberikan boleh para kelompok sasaran cenderung dipergunakan untuk
membangun sarana-prasarana desa yang scharusnya lebih di utarnakan pzida
kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan. Setelah kita mengetahui

bagaimana peran fasilitator daiam mendukung pada kelompok sasaran,

selanjutnya adalah perlu kita ketahui bagaimana peran organisasi pelaksana

dalam menggali dukungan masyarakat terhadap semua kegiatan program -

sebagaimana ditunjukan dalam hasil penelitian sebagai berikut :
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‘ X Tabel IV 28
. Peran Organisasi Pelaksana Dalam Menggali Dukungan Masyarakat
" Tingkat Kemampuan Frekwensi %

Tidak baik 4 10,00
Kurang baik 16 40,00
Cukup baik | 14 35,00
Baik 6 15,00

" Total - 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 26

Peran organisasi pelaksana lainnya yang penting selain kemampuan

teknis adalah kemampuan dalam hubungan dengan masyrakat luas di luar -

kelompok sasaran maka dalam upaya mendukung keberhasilan kegiatan

program peran kemampuan organisasi pelaksana berdasarkan hasil penelitian

dalam hal ini cukup baik apabila kita lihat dari hasil penelitian (35 %)

menyatakan cukup baik dan (15 %) baik sedangkan yang menyatakan kurang
baik hanya (4 %) dan (40 %) kurang baik. Keberhasilan peran organisasi

pelaksana disini selain kemampuan fasilitator dalam hubungan dengan

_maéyarakat di luar kelompok sasaran tetapi adanya faktor kepentingan

masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan program. Faktor kepentingan dan -

kemanfaatan yang didapatkan langsung oleh masyarakat di luar kelompok

sasaram adalah pembangunan fisik, sedang untuk kegiatan ekonomi produktif '

sebenarnya banyak orang yang berharap tetapi mereka rata-rata cukup pesimis
terhada-p keberhasilan adanya pelestarian atau pergulirén dana bantuan
sehingga akan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Selanjutnya setelah kita
mengetahui bagaimana peran fasilitator dan organisasi pelaksana faktor

penting lainnya adalah kesesuaian pembentukan kelomp‘ok sasaran dalam
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mendukuﬂg keberhasilan proéram, sebab apabila pembentukan kelompok
sasaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berdampak pada
pada dukungan masyarakat luas dan kesesuaian capaiﬁn tujuan sasaran

program. Dalam hal ini hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dan analisis

dibawah ini :
Tabel TV 29
Tingkat Kesesuaian Pembentukan Kelompok Sasaran
~ Tingkat Kesesuaian Frekwensi %o

Tidak sesuai 4 10,00
Kurang sesuai ' 27 67,50
Cukup sesuai : 3 7,50
Sesuvai . 6 15,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 27

Pénentuan kelompok sasaran seperti dalam tujuan program adalah baéi '
mereka penduduk miskin, berharap kelompok sasaran yang terdiri masyarakat
miskin ﬁantinya akan bisa mandiri dalam rﬂemecahkan masalah kenﬁsﬁnm
yang rﬁgmpunyai hasil peneiitian mewujudkan bahwa kgsesuaian anggota
kelompoklsasaran dengan penduduk miskin masih kurang sesuai diman'cll (67,5

%) menyatakan kurang sesuai, (15 %) menyatakan sesuai (7,5 %) cukup

sesuai dan hanya (10 %) yang menyatakan tidak sesuai. Pada dasarnya

penentuan kriteria penduduk miskin masth membingungkan dan masih ‘
diperdebatkan sehingga kurang obyektif, masih banyak dipandang ada unsur
subyektifnya kesulitan ini juga dialami diskusi penentuan kelompok sasaran
yang seriﬁg menimbulkan keributan sehingga dalam menentukan kelompok

sasaran hanya didasarkan pada kelompok-kelompok yang telah terbentuk di
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desa sééerti kelompok tani atau kelompok arisan .dlesa. Kemudian apakah
pembenﬁ_.lkan kelompok sasaran itu sendiri mampu dalam menjalankan
aktivitas kegiatan program, hal ini sangat- mempengaruhi tingkat keber-hasilah

program karena merekalah yang menentukan segala jenis kegiatannya. Hasil

penelitian untuk hal tersebut dapat dilihat dalam tebel dan pembahasan berikut

ini :
Tabel IV 30
Kemampuan Anggota Kelompok Sasaran dalam Aktivitas Kegiatan

' " Tingkat Kemampuan Frekwensi Y
Tidak mampu 4 10,00
Kurang mampu 13 32,50
Cukup mampu 18 45,00
Mampu 5 12,50

Total : 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 28

Membicarakan masalah kemampuan organisasi pelaksana maka tidak

bisa terlepas dari organisasi kelompok sasaran itu sendiri, karena dari

keduanya sangat mempengamhi terhadap keberﬁasilan oleh masing-masing
dalam menjalankan peran dan fungsinya yang diperlukan kerjasama diantara
k_eduanya.' Sepeni dimuka terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat-kemampuan dikategorikan dalam cukup dan untuk kelompok sasaran
mengalami hal yang sama, (45 %) menyatakgn cukup mampu (32,5 %) kurang

mampu, (10 %) tidak mampu dan (12,5 %) menyatakan mampu, keadaan ini

_merhang sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM penduduk yang rendah

keadaan tidak bisa ditawar dan diubah dalam waktu yang singkat keadaan .

sangat komplek permasalahannya. Setelah kita kita mengetahui bagaimana
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tingkat kem

kegiatan perlu kita ketahui pula bagaiamana tingkat pengembangan kegiatan |
itu sendiri hal ini sesuai dengan prinsip  tujuan prbgram akan adanya
p,emberc_ia;lfaan masyarakat. Tingkat pengembangan kelompok sasaran dapat

dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut :

Tabel IV 31
Kemampuan Pengembangan PPK oleh Kelompok Sasaran
Tingkat Kemampuan Frekwensi %
Tidak mampu 2 5,00
Kurang mampu 15 37,50
Cukup mampu 16 40,00
| Mampu | 7 17,50
i Total ' 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 29

Ke’mampuan pengembangan ekonomi produktif bagi ekonomi keluarga
akan ditentukan oleh kemampuan anggota dan pengurusan kelompok sasaran
dalam melaksanakan kegiatan yang dibantu dengan organisasi pelaksana di
desa. Pengembangan kegiatan usaha diupayakan melalui kegiatan ekonomi
keiu-arga, sehinéga akan terbentuk keluarga yang mandiri tidak selalu
| bergantung kepada subsidi pemerint.ah terus menerus dari usaha ekonomi

keluarga meningkat ke ekonomi desa kemudian kecamatan sehingga pada

ékhirnya, pada pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Hasil penelitian
menunjukan bahwa kemampuan pengembangan untuk usaha ekonomi keluarga
telah berhasil cukup baik apabila kita lihat dari jawaban responden (40 %)
menyatakan cukup mampu, (17,5%) menyatakan mampﬁ, (37,5 %) kurang

mampu dan hanya (5 %) yang menyatakan tidak mampu. Kesulitan




99
pengembangan usaha ekonomi keluarga adalah rendahnya kualitas SDM dalam

mengelola dan mengembangkan usaha serta terbatasnya dana bantuan yang

_dialbkasikan untuk okonomi produktif Tingkat keberhasilan akan sangat

dipengaruhi bagaimana tingkat keuletan dari kelompok sasaran dalam usaha )

pengembangan program sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dalam
PPK dapa_t_dicapai serta untuk melihat juga bagaimana kesiapan masyarakat
dalam menerima program. Hasil penelitian untuk hal tersebut dapat dilihat

pada tabel dan pembahasan sebagai berikut :

Tabel IV 32
Keuletan Kelompok Sasaran dalam Melaksanakan PPK
Tingkat Keuletan Frekwensi %o

Tidak baik 3 7,50
Kurang baik 21| . 52,50
Cukup baik 12 30,00
Baik 4 10,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No. 30

Keberhasilan kemampuan kelompok sasaran dalam pengembangan
usaha aalam kemandirian anggota kelornpok sasaran serta kedisiplinah yang
berpengarﬁh terhadap tingkaf keuletan dari kelompok slasaran .itu sendiri,
dalam memanfaatkan dana bantuan untuk usaha ekonomi keluarga, untuk
kegiatan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keuletan atau pantang
menyerah terhadap tantangan yang ada kurang berhasil dengan baik hal ini
cukup signifikan apabila kita kaitkan dengan analisis tersebut di atas. Dari 40
respondén (52, 5 %) menyatakan kurang ulet, (7,5 %) tidak baik, (30 %)

cukup baik sedang yang menyatakan baik hanya (10 %). Keadaan ini sangat
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dipengar_uhi bukan siapnya masyarakat dalam menerima program. Méreka
masih selélu terbiasa dengan dana bantuan yang menjadikan mereka obyek
atau masih tingginya ketergantungan' dari subsidi peﬁlerintah. Kemandil;ian
juga sangat dipengaruhi oleh berdaya lokal yang kurang ulet dan kurang kerja

keras, mereka selalu pasrah dan menerima dengan keadaan. Mereka belum bisa

-menerima cara pandang pembangunan modal pemberdayaan artinya program

masih membutuhkan waktu untuk bisa diterima dengan optimal .olelh'

masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM.

. Komunikasi Program (X3 )

" Variable lain keberhasilan program pengembangan kecamatan ddpat

dilihat bagaimana tingkat komunikasi program yang hasil peneltiannya akan -

duraiakan tiap indiktornya yang akan kami uraikan satu perastu. Pembahasan

pertama adalah bagaiamana tingkat kelengkapan informasi program karena

bagaimanapun juga hal ini akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan -

program, berdasarkan penelitian akan dapat dilihat pada tabel dan
pemabahasannya sebagai berikut :

Tabel IV 33
Kelengkapan Informasi PPK

- Tingkat Informasi - Frekwenst %
Tidak lengkap 5 12,50
Kurang lengkap 20 50,00
Cukup lengkap 9 22,50
Lengkap 6 15,00

Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.31
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Terlihat bahwa data tabel di atas, Yang mengungkapkan tingkat

kelengk-apan informasi yang diberikan baik melalui UDKP Kecamatan -

maupun LKMD, menunjukkén bahwa 20 responden atau ( 50 %) menga;akan
kurang lengkap dan 13 orang atau (37 %) orang mengatakan tidak lengkap,
sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan informasi yang diteri_ma
oleh pzlir-a kelompok sasaran tidak léngkap. Hal ini sang'.at- memungkinkan
karena pafa fasilitator 1tu sendiri dirasakan kurang begitu‘ memaﬁami secara
keseluruhan tentang program pengembangan kecamatan. Dimensi lain adalah
tingkat kejelasan informasi yang diterima oleh para kelompbk sasaran, dimana
kajian tinglcat kejelasan informasi dapat diberikan secara lebih detai pada

tabelberikut ini

Tabel 1V 34
Kejelasan Informasi Melalui Media Elektronik
Tingkat Pemahaman Frekwensi %
Tidak jelas -7 12,50
Kurang jelas ‘ 18 - 45,00
Cukup jelas 7 5 12,50
Jelas 10 25,00
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.32

Data penelitian mengenai tingkat kejelésan informasi dari - para
organisasi implementator kepada kelompok sasaran mengungkapkan bahwa
terdapatr’i"orang ( 17,5%) tidak jelas dan 18 responden (45 %) menyatakan
kurang_ jelas sehingga informasi yang dietrima oleh para kelompok sasaran
dirasakan materinya masih cukup sulit, karena bentuk informasi kurang pas,

sehingga dirasakan tingkat pemahaman daya tangkap dirasakan kurang dengan
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tingkat'pendidikan masyarakat yang rendah. Setelah kita mengetahui tingicat
pemahaman informasi yang ‘disampaika;n melalut me'die.l elektronik yang
hasilnya cukup sulit untuk dipahami, bagaiaman dengan media cetak. Hasil

‘penelitian dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut :

. TabelIV35

Kejelasan Informasi Melalui Media Cetak

Tingkat Pemahaman Frekwensi %
Tidak paham 5 12,50
Kurang paham - 16 40,00
Cukup paham 14 35,00
Jelas sekali ' 5 12,50
Total 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.33

Komunikasi dapat berjalan efektif apabila pesan dapat diterima dengan

efektif pula, sedangkan media yang dipergunakan sangat banyak baik itu

langsung, media cetak maupun elektronik, tingkat efektifitas penerimaan dari

masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam mamanfaatkan media cetak
dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi meialui
media ini (12, 5 %) menyatakan sangat jelas, (35 %) menyatakan paham dan
(40 %) menyatakan kurang paham rserta (12,5 %) tidak paham. Kurang
pahamnya masyarakat disebabkan oleh kualitas SDM mereka dalam

memahami yang terkadang penyebab lain adalah bahwa minat  baca

masyarakat masih rendah sehingga mereka lebih senang informasi didapatkan

melaluipenjelasan dari fasilitator langsung atau nara sumber langsung atau dari
tokoh masyarakat. Kemudian komunikasi program selain yang bisa didapatkan

secara tidak langsung dari media cetak maupun elektronik, komunikasi yang



103
paling efektif dan berpengaruh adalah komunikasi langsung antara Ipara
fésilitato_r dan kelompok sasaran atau masyarakat, hail penelitian tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut : |

Tabel IV 36

Pemahaman Informasi Langsung Masyarakat.
dengan Organisasi Pelaksana

Tingkat Pemahaman Frekwensi %
Tidak jelas 4 10,00
Kurang jelas 9 22,50
Cukup jelas 21 52,50
Jelas 6| 15,00

Total ' 40 100,00

Di olah dari jawaban pertanyaan No.34

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan informasi yang lébih
mudah diterima oleh masyarakat atau kelompok sasaran adalah melg[ui
informasi lengsung face to face, kelompok (UDKP) maupun dalam acara-acara
kegiatan rutin desa seperti arisan. Hal ini cukup lsigniﬁkan dengan hasil
penélitian yangl menunjukan bahwa dari 40 responden_ tingkat kejelaéan
informasi jfang disarﬁpaikan oleh fasilitator menygtakan jetas (15 %), cukup
jelas (52,5 %) sedang yang ‘menjawab kurang jelas (22, 5 %) dan sulit atau
jelas (10 %). Tingkat kesulifan pemahaman diakibatkan karena keterbatasan
p_emahmaﬁa oleh kedua belah pihak, disebabkan oleh rendahnya tingkat
pendidikan baik itu fasilitator maupun kelompok sasaran itu sendiri. Yang
terakhir adalah bagaimana peran fasilitator dalam menjalankan fungsi

pendampingan apabila dilihat dari komunikasi yang berlangsung antara kedua

belah pihak antara kelompok sasaran dengan fasilitator. Hasil penelitian

terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dan pembahsan sebagai berikut: -




104

: Tabel IV 37
Tingkat Pemahaman Informasi Langsung antara
Fasilitator dan Kelompok Sasaran

Tingkat Pemahaman Frekwensi %
Tidak jelas ' 5 12,50
Kurang jelas 15 : 35,00

-Cukup jelas 15 35,00
Jelas 5 12,50

Total - 40 100,00
Di olah dari jawaban pertanyaan No.35 :

Di depan sudah kita ketahui bahwa tingkat kejelasan informasi
melalui media cetak, elektornik dan organisasi pelaksana, selanjutnya
kejelasan informasi langsung antara fasilitator dengan .kel-ompok sasaran

dalam fungsi pendanipingan bimbingan teknis baik secara kuantitas maupun |

kualitas dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPK. Untuk hal ini dapat

dilihat dari hasil penelitian bahwa dari 5 responden (12,5 %) menyatakan

- tidak jelas, 15 responden (35 %) kurang jelas dan S responden lagi (12,5

%) menyatakan jelas, 15 responden (35 %) cukup jelas. Sehingga disini
menunjukan bahwa tingkat pemahaman oleh kedua Belah pihak cukup
memprihatinkan, hal ini sangat terpengaruh pada tingkat pendidikan dan
kepercayaan, karena adanya jabatan rangkap dimana sebagian besar
fasilitator desa adalah pengurus pengelola kegiatan tingkat desa, keadaaﬁ '

ini menjadikan tidak efektif dan efisien.



C. ANALISA -HASIL PENELITIAN

1 Uji Normalitas
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Salah satu syarat yang penting dalam penelitian adalah dengan

mengyji normalitas data. Dengan melihat karakteristik masing-masing

variabel maka akan dapat memberikan gambaran tentang teknik analisis data
yang tepat. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa ada nilai yang tegas
antara nilai yang ada pada perhitungan skew ( kemencengan data kekiri ) dan
kuftoﬁé (kemencengan data kekanan). Apabila terjadi perbedaan yang tegas
maka dabat disimpulkan bahwa bahwa tersebut mempuﬁyé.i kmaﬁeristik data
yang tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas data dapat térlihat pada

tabel IV. 38 berikut ini :

~ Tabel. IV.38
Uiji normalitas data penelitian
Skewness Kurtosis
Keterangan Nilai |Std. Error] Nilai Std. Error
Keberhasilan program PPK | ,034 ,337 -1,032 ,662
Partisipasi masyarakat 411 ,337 -1,326 ,662
emampuan orgnisasai ,156 337 -,616 ,662
omunikasi program ", 783 337 374 ,662

Pada tabel di atas membuktikan uji normlitas data, nilai maupun
standar error Skewness dan Kurtosis telah terjadi perbedaan atau tidak ada
kesamaan, sehingga berdasarkan data tersebut télah terbukti bahwa
distribusi data dalam penelitian ini tidak normal, sebaliknya apabila nilai dan
angka Skewness dan Kurtosis sama besar diinterpretasikan bahwa data

tersebut normal.
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum instrumen penelitian ( kuesioﬁer ) dipergunakan sebagai
‘alat untuk menggali data képada para responden, agar diperoleh data yang
‘bai.k, i.ns‘tru‘men tersebut telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hal ini
dimaksudkan agar instrumen tersebut benar valid dan. reliabel §eba_.’gai
instfumen penelitian. Setelah dilakukan“ uji vaiiditas dan - reliabilitas, -
berdasarkan perhitungan uji validitas dan reliabilita;s menunjukkan bahwa
7 infrumen yang diuji telah memenuhi syarat uji. Hal inj térlihat dart nilai
validitas mémpunyai ciri-ciri positif, _sedangké.n pa,da uji reliabilitas ﬁaka nilai .
reliabilitas semuanya diz‘tta\‘sb nilai Alpha. Sehingga dapat diinterpretaé_ikan

bahwa instrumen penelitian tersebut valid.

D Hubungan Antara Variabel Penelitian. -

1 Hﬁbl;ngan Indikator Partisipasi dengan Indikator Keﬁérhasi!an' -
Prograrﬁ Pengembangan Kecamatan (PPK) |

Pada tabel silang tersebut dibawah te}ah menggambarkan hubungén
antara indikétor keberhasilan Program Pengembangan (PPK) dengan tingkat
'partisipé.si yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi sumbang saran‘par.a '
kelompok sasaran dalam .rapat atau diskusi kelompok. Hubungan kedua
indikator tersebut dapat ditunjukkan yaitu dengan tingkat kemalasan untuk
hadir dalam rapat dan kurang aktifnya dalam be;pendapat darai para
kelorﬁpok sasaran yaitu tingkat frekuensi kehadiaran yang; relatif tidak baik

yattu ( 50 %), (100 %), (l25% )} hal ini mempunyai implikasi tidak atau
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kurang berpengaruh terhadép perkembangah jenis usaha yang dilakukan oleh
para kelompok sasaran.
Begitu juga sebaliknya dengan tingkat kehadiran yang cukup baik

atau baik dalam musyawarah .atau rapat kelqmpok; ternyata -cukup

berpengaruh atau berpengaruh terhadap perkembang'an' jenis usaha yang

dilakukan oleh para kelompok sasaran ( 40% ), ( 13,04% ), (13,04% ).

Dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel

keberhasilan program dengan variabel partisipasi. terdapé.t hubungan positif, .

yaitu tingkat partsisipasi'.mé’syarakat atau kelompok sasaran yang baik akan

.diikuti.de_ngan tingkat perkembangan jenis uséha pada ‘kelompok sasaraﬁ

-secara. lini;er dan sebaliknya. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat

dilihat tabel silang berikut ini : |
‘Tebel IV.39

Hubungan antara Indikator Perkembangan jenis usaha dengan
Tingkat frekuensi kehadiaran dalam rapat/diskusi

Perkembangan | Tingkat frekuensi kehadiaran dalam rapat/diskusi
Jenis usaha Tidak Kurang Cukup Baik
Baik baik Baik : - Total
Tidak baik 2 | 2 4 8
50,00 %o . - 8,70 % 40,00 %| 20,00 %
" Kurang baik = 1 3 15 2 21
: ‘ 25,00 % 100,00 % 65,22 %| 20,00% 52,50 %
Cukup baik 1 - 3 4 8 .
| 25,00 % 13,04 % 40,00 % 20,00 %
Baik - - 3 - 3
13,04 % 7,50 %
4 3 23 10 40
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00%,

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 15.
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2 Hubur_lgan Partisipasi deﬁgan Keberhasilan Program Pengembangan
Keq:afnﬁtan (PPK)
" - Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubliﬁgan antara indi}caior
partisipasi dengan indikator ~ Program Pengembaingan Kecamafan, '
‘s'elanjutnya disajikan hubungan antara variabel. Berdasarkan tabel silang
rﬁengenai huBungan antara variabel partiasipai ‘dengan .PP-K di bawah int
. membuktikan bahwa. keduanya mempunyai hubungan bositif, hal :ini dapat .
ditunjukkan dengan tinék‘at_ partisipasi masyarakat yang cukup mendukung B
atau rm.snldukung (41,7%), ( 25% ) dan (66,70%) mempnyai korelasi pb'sitif '
- terhadap keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan, dan sebalikpya
denéén tingkat partisipasi masyarékat yang kurang atau; tidak mendu‘kﬁng
- akan aiikuti dengaﬁ ketidak berhasilan Proéram Pen.gembangan-
Kecamatan ('50%) (40%). Untuk mengetahui secara lebih detail hubungéﬁ
kedua variabel partisipasi dengan keberhasilan .prograni dapat dilihat dari
hasil pengoiahan tabel silang untuk melihat saﬁpai sejauh mana hubungan |
- positif diantara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian
dlihasi'lkan‘perhitungan dengan teknik SPSS dapat dilihat pada tabel berikut

ini ;.



Tabel IV.40
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: Hubungan Antara Variabel Keberhasilan PPK dengan Partisipasi
_ - PARTISIPASI
KEBERHASILAN Tidak Kurang | Cukup Mendu- |- :
PROGRAM PPK Mendu- | Mendu- | Mendu- kung Total |-
kung. kung kung ‘
. Tidak Berhasil 2 1 1 - 4
o , 50,00 6,7Q % 8,30 % 10,00 %
Kurang Berhasil 1 6 3 1 11
- 2500 |  40.00% 2500% 11,11 % 27,50 %
Cukup Berhasil - 3 5 6 14
' 20,00 %l 41,70% 66.67 % 35,00 %
Berhasil 1 5 3 2 11 -
' 25,00 3330% '2500% 22.22% 27,50 %
Total 4 15 12 -9 40 |-
100,00 | 100,00% 100,00% 100,00 %| 100,00 % -

Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program
' Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan variabel Partisipasi.

Selanjutnya ~ Hubungan  antara Partisipasi dengan
Keberhasilan program menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall
antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,238. Guna menguji

kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan

uji Z dengan tingkat kebenaran 95% maka harga tabelnya adalah 1,96. -

Hal ini telah membuktikan bahwa harga Z hitung dengan koefisien
korelasi 0,238 diperoleh angka Z hitung sebesar 2,33 ( 2,33 > 1,96)
sehingga dapat diinterpretasikan bahwa “hipotesis yang diajukan dapat

diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara partisipasi
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dengan keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan. Hasil uji

- statistik Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

© Tabel IV 41

Uji Rank Kendall

Correlations .
KEB . PAR
Kendall’s tau-b KEB Correlation Coefficient Sig. | 1.000 .238*
(2-tailed) . .041
N_ 40 40
PAR Correlation Coefficient’ 238 1.000
Sig. (2-tailed) .041 .
N 40 40

“* Correlation is significant at the. 05 level (2-tailed).

3. Hubungan antara Indikator Kemampuan Organisasi dengan

Indikator Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Sebelum diasajikan hasil uji Rank Kendall antara variabel

partisipasi dengan keberhasilan program, terlebih dahulu agar lebih |

menggambarkan secara jelas antara kedua variabel, terlebih dahulu - kita =

'saj'ikan tabel silang ( Crostabs ) hubungan antarﬁ Tab'el Silang Indikator
Keﬁgrhasilan Progr.am dengan'Pemal"lama.n fasilitator/ LIfIlV[D

Pada tabel silang tersebut dibawah telah mendiskri'psikan
hubungan antara variabel keberhésilan Pfogram Pengembang_an
'.Kec'arnatan‘di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan tingk'at
pemahaman fasilitator terhadap Program Pengembangan Kecamatan.. Hal

ini telah ditunjukkan pada tabel dibawah, tingkat pemahaman fasilitator

terh_adap program pengembangan yang relatif berkurang (23,08 %) dan (



61,54 % ), ternyata mempunyai hubungan yang positif yaitu tidak ada -
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atau kurang berpengaruh . perkembangan jenis usaha masing-masing

kelompok sasaran, sebaliknya dengan tingkat pemahaman fasilitator yang

baik atau cukup baik berpengaruh: terhadap perkembangan jenis usaha

yang dilakukan oleh para kelompok sasaran (18,75 %), ( 37,25 % )

. Dengan demikian dapat disimpulkan ~ bahwa  tingkat kematnpuanl

‘organisasi ( kemampuan fasilitator ) mempunyai hubungan positif. Untuk

mengetahui secara lebih detail dapat dilihat tabel silang berikut ini

~ Tabel IV. 42
Hubungan antara Indikator Perkembangan Jenis Usaha dengan

Tingkat Pemahaman Fasilitator

Perkembangan jenis Tingkat pemahaman fasilitator thd tugas
usaha - pendamping ‘
' Tidak Kurang Cukup | Baik Total
Baik Baik baik
Tidak baik - 3 4 1 8
23,08 % 25,00% 12,50% 20,00 %]
- 8 9 -4 21
Kurang baik 61,54 %7 56,25 %| -50,00% 52,50 %
Cukup baik - 2 3 3 8
1538 % 18,75% 37,50% 20,00 %
Baik " - 3 - - - 3
: 100,00 % 7,50 Yo
Total 3 3 16 | 8 40
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %. 100,00 %

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 22
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4. Hubungan antara variabel Kemampuan Organisasi dengan

Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PlfK).

Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubungan antara indikator .

kemampuan  dengan indikator  Program Pengembangan Kecamatan,

selanjutnya disajikan hubungan antara variabel. Bérdasarkan tabel silang
mengenai hubungan antara v:ariabell kemampuan.” dengan Program
Pengemb_angan Kecamatan di bawah ini membuktikan bahwa kedﬁanya -

mempunyai hubungan positif, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat

. kemampuan yang cukup memadai atau memadai (50,00%), (..25 % )

mempnyai korelasi positif terhadap keberhasilan Program Pengembangah '

Kecamatan, dan sebaliknya -dengan tingkat kemampuan vyang kurang.atau =~

tidak memadai akan diikuti dengan etidak berhasilan Program
Penge;nbangaﬁ Kecamatan ( 8,33 %) "(16,67%). Untuk mengetahui secara
lebih detail hubungan postif. kedua variabe;l keberﬁasila‘n program 'de;ngan
variabel kemampuan organisasi dengan' melihat kapada tabel silang, yang

diolah dari semua jawaban responden dalam questioner. Adapun hasilnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini : -



Tabel 1V.43

- Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Program PPK

dengan Kemampuan Organisasi
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— KEMAMPUAN ORGANISASI
ﬁ%ECI;Ii{A?\/SI%;I? Tidak Kurang Cukup -
. " | Memadai | Memadai | Memadai | Memadai | Total'
, 1 1 2. - | 4 l
Tidak Bgrh_asil 8,33 16,67% = 14,28 % 10,00% -
1 ] 4 5 1|
Kurang Berhasl 833 | 1667% 28,58% 62,50% 27,50%
. 4 2 7 1 14
(CokopBerhasil | 3354 | 33339 5000% 12.50%] 3500%
- 6 7 1 .2 1
Berhasil 50,00 13,33 %~ 7,14% 25,00% 27,50 %
Total 12 6 14 s | a0 |
100,00 | 100,00 % 100,00 % 100,00 %/100,00 %

~ Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan variabel Kemampuan -

Organisasi

Hasil uji statistik hubungan antara Kemampuan organisast

dengan Keberhasilan. Program menunjukkan bahwa koefisien Rank

Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,198.Guna

menguji- kebenaran hubungan antara kedua variabél tersebut maka
dilakukan uji Z dengan tingkat kesalahan 5 % dan kepercayaan 95 %

maka hargé tébelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa

harga Z hitung lebih besar jika dibandingkan harga tabel Z hirtun'g :

dengan koefisien korelasi 0,198 diperoleh Z hitung 2,65 ( 2,65 >
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1,96) atau dapat disimpulkan bahwa hipote‘sis yar_lgr diajukan dapat

_ diterima  atau dapat. .dinyatakan bahwa ada hubungan antar'a.
' ‘.I.(emampuan organisasi dengan Keberhasilan Program. Hasil uji statistik

Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I\./' 44'
Uji-Ranic Kendall
" Correlations
‘ ‘ KEB KEMAMP
Kendall’s tau-b KEB Correlation Coefficient |~ . 1.000 | 198
| | Sig. (2-tailed) ‘ 40 086 |
N ‘ 40
KEMMP Correlati;::n Coefficient 198 1.000.
Sig. (2-tailed) | .086 |
N _ 40 40

_ *.Correlation is significant at the. 05 level (2-tailed).

.5. Hubungan antara Indikator Komunikasi dengan Indikator

Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Hubungan antara indikator keberhasilan _lprogram - dengan
'kelengkapan informasi (kqmunikasi) yang dipel;lukan oleh para kelompok .
-sasaran, dapat diperlihatkan pada tabel tersebut dibawah, yaitu informasi
atau kémunikasi yang lengkap terhadap Proyek pengembangan Kecamatan
di Kec.:amatan Gubug, dapat di,tunjuk‘kan. yaitu dengan informasi yang
diteﬁma_oleh para kelompok sasaran maupun maéyarakat pada umuﬁnya

secara tidak lengkap ( kurang jelas dan kurang infromatif ( 60 % ), (25%),
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(40% ), ternyata mempunyai implikasi terhadap perkgrrgl;angan jeni_‘:; ﬁsﬁha
yang kurang me.nggemberikan atau tidak atau kurang baiak. Begitu Juga
dengan informasi yang diberikan oleh fasilitator baik- pada UDKP
‘ Kecamatan - maupun - LKMD ditingkat kelurahan yaﬁg jelas cukup

i berpengaruih secara positif terhadap perkembangan jenis usaha yang

‘dilakukan oleh para kjelomﬁok sasaran ( 33,33 % ), (16,67 % ) sehingga

Tabel IV. 45

Untuk lebih jelasnya lihat tabel IV. 45 Berikut ini.

dengan Kelengkapan informasi PPK

Hubungan Antara Indikator Perkembangan jenis usaha

telah daﬁat ditarik suatu kesimpulan hubungan antara indikator keberhasilan

program dengan kejelasan informasi mempunyai hubungan secara linier.

Total |

Perkembangan jenis usaha Keléngkapan informasi PPK
: ‘Tidak: | Kurang | Cukup |Lengkap
lengkap | lengkap | lengkap ‘
| Tidak berpengaruh 3 5 0 0 8
| 60,00 % 25,00%| 0,00% 0,00% 20,00%
I Kurang berpengaruh 2 | 8 6 : ‘5 21
| 40,00 % 40,00 % 66,67°% 83,33 % 52,50 %
Cukup berpengaruh 0 4 5 1 8
0,00 % 20,00 % 33,33% 16,67% 20,00%
'. Berpengaruh 0 3 0 ' 0 3
0,00 % 15,00% 0,00%| 0.00 % 7,50 %
Total [ 20 9 6 40 |
100,00 %| 100,00 %| 100,00 %) 100,00 % 100,00 %

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 31.
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6. Hubungan antara variabel Komunikasi dengan Keberhasilan Program

Pengembhngan_Kecarﬁatan (PPK). |
. . Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubungan antara komunikasi
Vdengan Program Pengembangan Kecamatan, selanjutnya disajikan hubungan E

antara variabel. Berdasarkan tabel silang mengenai hubungan antara variabel

komunikasi dengan Program Pengembangan Kecamatéﬁ di bawah ini

'membuktikén‘ bahwa keduanya mempunyai hubungan positif, hal ini dapat

ditunjukkan dengan komunikasi yang efektif (71,42%), (12,50%),

(14,29%), (43,75%) mempnyai korelasi positif terhadap keberhasilan

‘Program Pengembangan Kecamatan, . dan. sebaliknya dengan komunikasi

- yang 'k'urang atau tidak efektif akan diikuti dengan ketidak_ berh_asilan

Program Pengembangan Kecamatan ( 33,33 %) ( 33,33 %). Untuk
mengetahui secara lebih detail hubungan positif kedua variabel yaitu antara
variabel keberhasilan program dengan komunikasi program untuk melihat

tingkat hubungan. Sehingga akan dapat kita 'ketahui bahwa hubungan

tersebut signifikan dengan teori yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Adapuh hasilnya berdasarkan hasil jawaban responden dari questioner yang

dibagikan dapat diolah dengan tabel siléng éebagai berikut dan dapat dilihat

pada tabel berikut ini :



Tabel IV.46

Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Progrém

Dengan Komuriikasi Program
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KEBERHASILAN T KOMUNIKASI |
-PROGRAM TIDAK | KURANG | CUKUP |EFEKTIE Total
3 EFEKTIF| EFEKTIF | EFEKTIF

TIDAK BERHASIL | - 3 i 1 4
| _ - 33,33 % 6,25% 10,00 %
 |KURANG BERHASIL| - 3 2 .6 o
| 3333% 1429%| 37,50% 27,50 %
"CUKUP BERHASIL | 1 1 10 2 14
J B 100,00%  11,12% 71,42% 12,50% 35,00 %
BERHASIL i > | 2 | 7 | 1u
| 2220% 1429% 4375 % 27,50%{

TotaL 1 9 14 16 40 “\ o

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

‘Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan. variabel Komunikasi
Program. ' o c

Hasil. uji statistik hubungan antara komunikasi dengan

Keberhasilan program pengembangan Kecamatan mernunjukkan bahwa

koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar

0,234 Guna mengujl kebenaran hubungan antara kedua variabel
tersebut. maka dilakukan uji Z dengan tingkat kebénaran 95 pefsen
‘maka'harga tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa
harga Z hitung berdasarkan angkﬁ koefisien korelasi 0,234 dipéroleh

angka sebesar 2,61 ( 2,61 > 1,96) étau dapét disimpulkan bahwa
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-hipote.sis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan ada

.hubungan. antara Komunikasi dengan Keberhasilan Program. Hasil uji

statistik Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

- Tabel IV 47
Uji Rank Kendall
Correlations -
KEB |  KOM
Kendall’s tau-b KEB Correlation Coefficient Sig.’ 1.000 ..234.
| (2-tailed) 32
N 40 40
KOM Correlation Coefficient 234 1.000
Sig. (2-tailed) 320
N 40 40

*.Correlation is significant at the. 05 level (2-tailed). | '

7. Hubungan Antara Variabel Partisipasi, Kemﬂmpuan' dan Komunikasi

dengan Keberhasilah Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Selanjutnya dalam hubungan antara variabel bebas secara bersama-

sama dengan variabel terikat sepeti dalam tujuan penelitian, khusuénya

'dengaﬁ teori yang seperti dikembangkan oleh David Korten. Adapun

berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat hubungan bersama-sama antara

variabel Partisipasi, Kemampuan organisasi pelaksana dan Komunikasi

program dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan dengan

uji teknik Konkordansi Kendall (W). Hasil Perhitungan. dapat terlihat pada

tabel berikut in; :
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Tabel IV. 48
Uji Konkordansi/ Kendall's W Test
N 40
Koeffisien Kendall's W 0,666
Chi-Square hitung 106,470
(df=3) 3
Asymp. Sig ‘ 7 ,000°

Hasil perhitungan ‘diatas mempérlihatkan' bahwa nilai koefisien
Konkordansi Kendall adalah 0,059. Apabila dilihat antara nilai Chi-Squﬁre

adalah sebesar 0,666 dan harga tabel untuk perhitungzu_l. ini adalah sebesar

106,470 ( tabel Chi Square dengan variabel yang mempengarvhi adalah 3 ) |
‘maka dapat disimpulkan baliwa ketiga variabel yaitu Partisipasi masyarakat,

Kemampuan oraganisasi dan Komunikasi program secara bersama-sama

mempunyai hubungan dengan Keberhasilan Program Pengembanagn
Kecamatan. Sedangkan pengaruhnya- dapat dilihat - pada . koeffisien
determinasi yaitu sebesar 0,666 Apabila dilakukan perhitungan prosentase

maka pengaruh bersama-sama adalah sebesar 44,3 % , .sedangkan sisanya

sebesar 65,7% adalah faktor-faktor selain Pa;tisipasi, Kemampuan dan

Komunikasi.

. DISKUSI

Berdasarkan konsep evaluasi program scbagaimana yang telah

dikemukakan oleh David Korten tentang evaluasi  program,
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. mengemukakakan bahwa faktor yang mempengaruhi.tingkat keberhasilan
‘s-uatu program adalah; Kemampﬁaﬁ organisasi, parti;sipasi' dan k.omu'nika.sil

| Meskipun demikian hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut

mérupakan bagian terkecil dari semua variabel yang be;pengaruh-yéitu (36

%) dalam mempengaruhi keberhasilan program pengerhbangan kecamatan .

di Grobogan. Walaupun 'demikjan hasil penelitian dari ketiga va;i,abel
ltersebut ~merupakan bagian terkecil (36 %) dalam mempengéi*uhi
keberhasilan program, sedangkan faktor-faktor lain yang menentukan
keberilésilan program di luar variabel penelitian adalah ;;ebesar (64%) hal
ini di mﬁngkinkan faktor reﬁdahnya tingkat'ketrampila—n‘lmasyarékat, faktor
pemasaran hasii produksi dan sebagainya. Sehingga untuk mewujudké.n
keberhasilan program nampaknya masih perlu- di kaji' secara mendalam

terhadap faktor-faktor lain yang berada diluar variabe! penelitian.

Sedangkan untuk strategi yang kedua adalah Paradigma kebijakan -

puBlik -d'iména semﬁg kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemerintah
harus,' mencerminkan kepentingan' ;nasyarakat luas. Hal ini karena
kepentingan masyarakat/publik merupakan aspek .yang' terpenting .dalam
Administrasi Negara. Dengan demikian kedua stratégis tersebut sesuai arah

reformasi yaitu effisiensi, efective dalam' penyelenggaraan Mengingat

pentingnya program pengembangan kecamatan, khususnya dalam bidang

penanggulangan kemiskinan di Kabuapeten Gubug, perlu mengémbil.

langkah-langkah strategis melalui paradigma Kebijakan publik.
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| Oleh karena itu untuk mewujudkan keberhasilan program perlu
melibatkan tiga komponen terpenting yaitu peran pemerintal, sektor
swasta/dunia usaha dan masyarakat itu sendiri (society) Sedangkan untuk

strategi yang kedua adalah Paradigma kebijakan publi;k' dimana ‘semua

kebijakan/keputusan jrang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan

kepentingan masyarakat luas. Hal ini karena kepentingan masyarakat/pubiik

merupakan aspek yang terpenting dalam Administrasi Negara.







BAB.V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah

dikemukakan oleh penulis dalam latar belakang apakah ada hubungan antara

keberhésilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gugug
Kabupaten Grobogan, dengan tingkat partisipasi masyarakt, tingkat komunikasi
program dan tingkat kemamﬁuan organisasi pelaksana dalam hal ini TPKD di
masing-masing desa yang menjadi obyek. |

Berangkat dari kerangka teori yang dibangun dalam penelitian ini,
kemudian dilakukan analisis dan penelitian dilapangan.  dengan instrumen
kuesioner yang didistribusikan kepada kelompok sasaran (respon;len) serta
dlperta_]am dengan menggunakan indepth interview terhadap Kelompok sasaran,
Konsultan, Fasilitator baik tingkat kecamatan maupun tmgkat kabupaten.
Selanjutnya dari data (ordinal) yang terkumpul diolah dengan menggunakan
Statistik Nonparametrik Rank Kendall untuk mengetahui hubungan tunggal dan
Konkordansi' Kendall untuk hubungan ganda dari variabel penelitian. Dalam
penyimpulan dipergunakan dari skala pengukuran yang dikategoriksn cukup dan
baik sebagai proéentase rata — rata penilaian.

Hasil pengujian hipotesis dari ketiga variabel independen (X) dengan

variabel dependen (Y) dengan rumus Rank Kendall maupun Konkordansi
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Kendall terbukti mempunyai koefisien korelasi yang kuat dan signifikan. Hasil

* uji hipotesis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Sesuai dengan kegunaan penelitian ini dalam pengembangan teori keseguaian
ternyata sangat relevan dengan fakta empiris dari pelaksanaan program PPK
di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Hubungan kesesdaian
keberhasilan program antara penerima program, organisasi pelaksana, dan
program itu sendiri. Dalam hubungan tingkat keberhasilan program PPK di
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, gajala yang terjadi kurang
berhasilnya program dalam upaya peningkatan pendapatan, pengembangan-.
ekonomi prosuktif dan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh
.tingkat komunikasi program, tingkat partisipasi dan kemampuan organisasi
pelaksana, walaupun masih ada pengaruh yang lainnya.

2. Kurang berhasilnya pembangunan PPKdi Kecamatan Gubug Kabupaten
GTobogari berdasarkan penelitian dapat disimpulkan dari ernbat indikator
berdasarkan dari jawaban res_ponden yang rata-rata kurang dari 50 % yang

" menyatakan signifikan terhadap keberhasilan progam sesuai dengan tujuan
dan sasafan. Dan hasil penelitian perfama peningkatan pengelolaan program
PPK lihat tabel ( IV.5,10,11,12,13,15 danl6), kedua Peningkatan usaha
ekonomi produktif lihat tabel (IV.3.4,6 dan 7 ), kefiga Peningkatan pedapatan
fnasyarakat khu;usnya kelompok sasaran tabel (IV.8) dan masyarakat diluar
kelompok sasaran pada umumnya tabel (IV.9). Sehingga berdasarkan gejala

ini maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan desain penelitian kami
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pelaksanaan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan kurag berhasil

atau belum optimal.

. Hubungan partisipasi  dengan keberhasilan program mempunyai korelasi

koefisien sebesar 0,238, dan setelah dikonsultasikan dengan tabel Z 1,96,
dquan demikian dapaf diinterpretasikan bahwa hubungan partisipasi dengan
keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan terdapat hubungan yang
signifikan. Berdasarkan hasil penelitian kurang berhasilnnya program terkait
dengan hubungan tingkat pertisipasi masyarakat, hal ini dibuktikan dari ilasil
jawaban responden dan indep interview bahwa partisipasi masyarakat
prosentasenya rata-rata aﬁtara 54,5 — 82,5 % (lihat tabel TV 17 s/d 21 dan 23).
Sedang perrr_llasalahan terbesar (20% lihat tabel IV.22) disini adalah rendahnya
upaya pengembangan perguliran dana, dimana diharapkan adanya dukungan
dari kelompok sasaran untuk berasama-sama bahu membahu _dalam
permodalan ekonomi produktif. Prosentase tingkat partisipasi cukup baik
tetap1 secara kuahtas apa yang diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran,
tenaga atau jasa masih cukup terbatas, sehingga mempengaruhi pada kurang
optimalnya keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten

Grobogan.

- Hubungan Kemampuan organisasi dengan keberhasilan program terbukti

mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,234, dan setelah dlkonsultamkan
dengan tabel Z 1,96, dengan demikian dapat diinterpretasikan kemampuan

organisasi dengan keberhasilan program terdapat hubungan signifikan.
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Hasil penelitian menunjukan angka rata bahwa kemampuan organisasi
pelaksana rata-rata dibawah 57,5 % (lihat tabel IV.25 s/d 28, dan 30 s/d 32)
sedangkan uuntﬁk tingkat kesesuaian pendampingan yang dibutuhkan oleh
kelompok sasaran, kondisinya kurang baik karena berdasarkah penelifian
menunjukan hanya 22,5 % (tabel IV.29) permasalahan ini diakibatkan karena
adanya perangkapan jabatan di TPKD atau fasilitator desa rata-rata menjabatr
dalam képengurusan TPKD sehingga kurang efektif, apalagi bila dilihat péda
tingkat péndidikan fasilitator desa rata-rata kemampuan teknis cukup rendah.
. Hubungan Komunikasi program dengan keberhasilan program  terbukti
inernpunyai koefisien korelasi sebesar 0,198 dan setelah dikonsulta’s_ikén
dengan tabel Z 1,96, dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa {rariabel
komunikési program terdapat hubungan signifikan.  Berdasarkan ﬁasil
penelitian komunikasi program kurang berjalan dengan efektif karena
keterbatasan tingkat pemahaman dari masyarakat atau kelompok sasaran
dalam menerima informasi baik itu melalui media cetak maupun elektronuk
serta oleh fasilitator itu sendiri. Rata-rata prosentase tingkat komunikasi
program 37,5 s/d 47,5 % (lihat tabel IV.33 s/d 35 dan 37 ) sedangkan yang
éukup_efektif adalah komunikasi langsung antara anggota kelompok sasaran
dan TPKD selain dengan fasilitator. |
. Untuk uji hipotesis yang menyatakan terdapat Ahubungan positif antara
ketiga variabel independen dengan dependen telah digunakan teknik

Konkordansi Kendall, terdapat korelasi koefisien 0866 dengan tingkat
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- signifikan 0,000. sehingga dapat diinterprtasikan bahwa tingkat hubungan
antara variabel independent dengan variabel dependent adalah signifikan.

7. Adapun  koefisien determinasi 64 % dan 36 %. Angka ini _dapat
diinterpretasikan bahwa ketiga variabel independen hanya berpengaruh
terhadap kinerja pegawai sebesar 64 % sedangkan sisanya 36 % dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain di luar model.

Déngan demikian toéri yang dibangun dalam penelitian ini, setelah
dilakukan pgnelitian dan uji analisis baik secara empiris maupun teoﬁtis

" ternyata benar dan terbukti.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan
beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
pengambiian kebijakan, khususnya dalam rangka usaha meningkatkan ‘capaian
tingkat keberhasilan dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan

Gubug Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Partsipasi Masyarakat
Sesuai dengan tujuan dan Sasaran bahwa PPK diusahakan sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat sebagai subyek
pembangunan maka keberhasilan PPK akan sangat ditentukan oleh bagaimana

tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan diantara
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hubungan antar variabel, tingkat partisipasi maasyarakat memperlihat géjala
yang baik, saat ini permasalahan yang sangat menonjol dan perlu

dikembangkan - adalah bagaimana mengembangkan program. Sebab péran

" pemerintah yang sebagai fasilitator akan sangat tergantung waktu pelaksanaan

program. yang cukup singkat.

a. Pelestarian dan pemanfaatan dana bergulir dengan sistem
mengembangkan institusi lembaga desa baik formal maupun non formal
sepérti arisan dan pengajian.

b. Aktifitas masyarakat diluar kelompok sasaran diarahkan kepada kémifraan
kepada kelompok sasaranl |

c. 'Dihidupk_an kembali acara rembug desa, yang bisa mengembangkan
kehidupan demokrasi dan pemberdayaan masyaraakat..

d. Mengaktiﬂcan kelompok sasaran dalam peranannya pada setiap kegiatan.

e. Menggerakan kembali kegotongroyongan masyarakat sebagai upaya

pembangunan desa.

. Kemampuan Organisasi Pelaksana.

Kemampuan organisasi pelaksana dalam pénelitian ini menunjukan
bahwa tingkat pemahaman terhadap program, kemampugn , kecakapan dan
ketrampilan setiap anggota masih memperlihatkan tingkat kualitas yang
kurang baik. Sehingga dalam menjalankan tugas maupun kegiatannya

mengalami hambatan berjalan kurang optimal dalam mendukung kinerja
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kegiatan berakibat kurang mendukung dalam keberhasilan program PPK.
Untuk memecahkan hambatan dan permasalahan ini diperlukan upaya
ﬁerbaikan atau peningkatan terhadap kualitas organisasi pelaksana sebagai
berikut : o
a. Dalam pembentukan organisasi pelaksana program tidak perlu mengatur
‘dengan ketentuan, unsur- unsur yang harus menjadi anggota tetapi
didasarkan murni pada kemampuan teknis perorangan..

b. Dalam kepengurusan TPKD tidék boleh ada jabatan rangkap, didasarkaﬂ
pada spesialisasi kebutuhan.

c. Diberikan insentif yang memadai bagi anggota, diambilkan dari dana
operasional program.

d. Diberikan pelatihan yang intensif sesuai dengan kondisi nyata kebutuhan
organisasi pelaksana yang ada. |

e. Koordinasi organisasi pelaksana tiap jenjang di Tingkat Kebupaten,

Kecamatan dan Desa perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun

kualitas.

f Agar dikembangkan TOT perencanaan, administrasi pembangunan, dan
yang bersifat teknis tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

g. Diperlukan suplemen dalam pengembangan pemasaran oleh pemerintah

maupun konsultan pendamping.
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- 3, Ko‘munikasi'Program
Hambatan terbesar -c':lalam usaha .menuiljang keberhas’ilan’
program adalah pemahaman terh.adap program dan tidak berfungsinya
komunikasi yvang efektif. Komunikasi program yang terjadi kurang
memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan
ketépétan jenis komunikasi atau model komunikasi seperti apa sehingga
informasi terserap secara utuh berfungsi bagi peningkatan kemampuan'
pengelolaan program PPK. Upaya tersebut berdasarkan pada situasi
problematika berdasarkan hasil penelitian dapat diéampaikan sebagai.
berikut : . |
a. Agar kinerja Program Pengembangan Kecamat;an'dapat berhasil secara
efektif, perlu dibutuhkan seorang komunikator yang mempunyai
kemampuan 'da'n pengetahuan untuk mengkomunikasikan/menj:elaskan
kepada masyarakat khususnya kelompok gasarari, agar dapat diterima dan
dipahami apa yang dimaksudkan dalam program.-

b. .Isi atau pesan yang akan disampaikan hendaknya di ramu sédemikian

rupa; agér_ mudah di ketahui dan dipahami oleh masyarakat.
c. Fasilitator desa harus mempunyai kemampuan teknis dan kemampuan

berkomunikasi dengan kelompok sasaran maupun terhadap masyarakat

secara umuim.
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d. Perlu diadakan forum sarasehan desa yang bisa dihadiri oleh semua
komponen masyarakat yang bisa berfungsi sebagéi sumber informasi.
e. Perlunya dikembangkan mediasi institusi sepérti arisan dan pegajian
sebagai corong informasi pembangunan desa.
f Perlunya dilibatkan secaraQ optimal peran tokph masyarakat seperti kyai,_‘
guru atau orang yang dianggap mampu dalam bidangnya ‘untuk

mengemban sebagai media komunikator yang efektif
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